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ABSTRAK 

,Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) , 
khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menj adi perbincangan menarik dan 
hangat diantara para pengelola Negara dalam melaksanakan 
Pemerintahan yang di amanatkan kepada Pemerintahan Presiden Megawati 
Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat 
persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi 
berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut yang 
dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan 
investasi. Untuk i tu, menj adi hal yac, menarik untuk dikaj i lebih 
jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. 
Apakah investasi di bidang pertamban;ran di Indonesia ini, memang 
dibutuhkan pengaturan dengan menggun~kan PERPU. Untuk mengetahui 
lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian 
yang berkaitan dengan lahirnya Perpl 1 Tahun 2004 dan kajian 
terhadap penggunaan kawasan Kehutanln untuk keperluan investasi 
dalam bidang pertambangan ini. Meto' .e yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi 
kepustakaan. Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan 
wawancara dengan informan, terutama yang berkai tan dengan penentu 
kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan. Dari hasil studi 
ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha yang 
diperbolehkan di kawasan hutan (Hut an Lindung), usaha pertambangan 
pada kawasan hutan, tumpang ti ldih perizinan, dan kepastian 
investasi dalam bidang pertambanga 1. Perij inan usaha pertambangan 
di hutan lindung secara hukum dila:ang sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahu~ 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kehutanan maupun Undang-Un lang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Namun pada kenyataannj . ~, penambangan di kawasan hutan 
sudah berjalan dengan sistem pinjarr pakai kawasan hutan yang diatur 
oleh Keputusan Menteri Kehutan. n. Lahirnya Keputusan Menteri 
Kehutanan yang mengatur Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut 
merupakan produk poli tik Pemerint ~h pada saat i tu yang mempunyai 
pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak 
kuat maka dalam semua Kontrak Pe ~tambangan menjadi bermasalah dan 
investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang 
menarik bagi investor. Investor lenj adi ragu akan kepastian hukum 
dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan 
sebagai pengelola hutan juga dala keadaan yang tidak menguntungkan, 
karena hutan Indonesia saat ini lalam keadaan rusak dan berbahaya 
bagi lingkungan. Hutan tropis donesia bukan lagi menjadi milik 
bangsa Indonesia tetapi sudahlenj adi bag ian global dari sistem 
kehutanan dunia. Kerusakan hut an semakin bertambah dengan adanya 
pembagian kewenangan antara Pep'.erintah Pusat, Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota. Luas hutan semakin bertambah setelah adanya 
otonomi daerah. Daerah masih me~ganggap hut an dari sisi ekonomi yang 
harus di ekploi tasi untuk meffiJ ,eroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Tidaklah heran apabila semua ~lvestasi yang berkaitan dengan kawasan 
hut an akan mendapat sorotan ya~g tidak baik dari pemerhat lingkungan 
nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu 
ternyata belum rnenjamin kepas ' ian hukum investasi usaha pertambangan 
di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan 
hukum pengelolaan sumber d,ya alam untuk mewujudkan pengelolaan 
sumber daya alam yang harmon 3 dan menarik bagi investor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam pergaulan hidup rbangsa dan bernegara, 

Indonesia tidak dapat terle s dari pergaulan dunia. 

Pergaulan tersebut terjadi arena antara Negara yang 

satu dengan Negara yang lai . ya "saling membutuhkan". 

Hubungan "saling membutuhka " tersebut dapat bersifat 

saling menguntungkan belah pihak (simbiosis 

mutualisme) , atau merugikan salah satu 

pihak, atau dapat pula ubungan tersebut bersifat 

homo homini lUpus. yang dilakukan Indonesia 

dengan Negara lain dilatar belakangi oleh 

kebutuhan terhadap penana an modal asing. 

Pada umumnya tujuan utama penanaman modal asing 

dimotivasi untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang 

dimaksud harus di tafsirkan dalam arti luas, antara 
.--

lain dapat berupa upah buruh yang murah, dekat dengan 

sumber bahan mentah, tersedia tempat memasarkan 

produk, menjual teknologi (merek,paten, rahasia 

dagang, design industri), menjual barang baku untuk 

dijadikan barang jadi, insentif investasi, dan status 



khusus negara-neraga tertentu dalam perdagangan 

internasional. 

Kebutuhan Indonesia te :hadap investasi, baik 

investasi asing maupun . vestasi dalam negeri 

ditujukan untuk meningka pertumbuhan ekonomi 

(economic growth), guna me ~erluas lapangan kerja, 

mengembangkan industri s bstitusi import untuk 

menghemat devisa, mendorong eksport non migas untuk 

menghasilkan devisa, alLn teknologi, membangun 

prasarana, dan mengembangk h daerah tertinggal . 

Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 (enam) sampai 

dengan 7 (tujuh) persen iproyeksikan dapat menyerap 

tenaga kerja. Dengan kisaran angka tersebut 

diperkirakan lapangan kef':ja dan tabungan masyarakat 

meningkat. 1 Dari data2 Yang ada menunjukkan bahwa 

investasi asing di Indon~sia sangat diperlukan untuk 

berlanjutnya pembangunan. Sumber Investasi asing 

tersebut tidak hanya dituj~~an untuk pembangunan 

industri manufaktur, tetapi seharusnya pula 

menawarkan investasi unggulan yang dapat menarik para 

1 Kompas, Agusrtus 2002. 

2 Kompas 17 Maret 2004,Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5 persen pada tahun 2006, 
memerlukan investasi sebesar Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar 
Rp. 379,8 triliun hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagaian besar, yakni Rp. 297,5 triliun 
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investor. Investasi unggulan yang ditawarkan 

Indonesia kepada investor asing antara lain di 

bidang ekploitasi bahan mentah yang membuat 

pembangunan Indonesia mengga ung. 3 

Ketika masa Pemerinta an Presiden Megawati 

Soekarno Putri, Pemerintah telah mencanangkan dan 

membuka kembali investasi usaha pertambangan di 

Indonesia, dengan harapar dapat menggerakan roda 

perekonomian negara. Da:_-i potensi sumber bahan 

mentah yang tersedia di~ L rapkan dapat diolah dan 

dimanfaatkan melalui in estasi di bidang kehutanan 

maupun pertambangan. pabila investasi tersebut 

berj alan sebagaimana yan diharapkan, diproyeksikan 

pendapatan yang diPerOll h dari perusahaan tambang 

dapat mencapai 16,8 milyar dollar AS dengan perkiraan 

tenaga kerj a yang dapat terserap tidak kurang dari 

63.892 orang. 4 

Investasi bidang usaha- pertambangan sebagai 

sarana meningkatkan devisa negara diharapkan dapat 

berasal dan masyarakal. Sementara itu untuk tahun 2006, investasi sebesar Rp. 471,4 triliun bersumber dari masyarakat 
sebesar Rp. 378,6 triliun dan sisanya sebesar Rp. 92,9 triliun berasal dan Pemerintah 

3 Femando Henrique Cardoso; 'Assosiated Depedent Development: Theoritical and Practical Implications", dalam 
Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta : Granedia, 2000), him. 75. 

4 Kompas, Minggu, 13 Juli 2003Kepentingan Ekonomi Memang Menggiurkan, , diambil dari Pendapat Menteri 
Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo. 
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berjalan mulai tahun 2005. Penerimaan negara yang 

akan diperoleh dari 13 perusahaan pertambangan berupa 

pajak dan bukan pajak. Sumbe pendapatan negara dari 

pajak sekitar 299,770.00 d lar US per tahun, dan 

pendapatan negara yang ber umber dari bukan pajak 

sekitar 80;030.00 dollar OS per tahun. Apabila 

pendapatan tersebut dijuml hkan dengan pendapatan 

yang berasal dari 9 perusah an lainnya, maka potensi 

penerimaan negara per tahun dari Kontrak Karya 

Pertarnbangan (K2P) 5 da"l Pe rj a njian Kerjasama 

Pengembangan Pertambanga Batubara (PKP2B) 6 dapat 

mencapai 501,064.00 ribu ollar US. 7 

Namun ternyata kontrak-kontrak yang dibuat 

tersebut telah menimbulk~n tumpang tindih penggunaan 

kawasan hutan untuk pertambangan dan kehutanan. 

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang 

No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan8
, harapan 

Pemerintah untuk membuka i~vestasi guna menjamin 

5 Untuk selanjutnya dalam penulisan ini "Kontrak Karya Pertambangan" disingkat dengan K2P 

6 Untuk selanjutnya dalam penulisan ini • Pe~anjian Ke~asama Pengembangan Pertambangan Batubara" 
disingkat dengan PKP2B 

7 Loc.,Cit 

8 Untuk Selanjutnya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disingkat dengan UU No.41 Tahun 
1999. 
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kelangsungan perusahaan pertambangan serta untuk 

rnelanjutkan usaha di bidang pertarnbangan rnenjadi 

terhambat. Ketentuan dalarn U No.41 Tahun 1999 yang 

rnenjadi faktor penghambat te _sebut antara lain Pasal 

2 6, yang rnengatur tentang I "'rnanfaatan hutan beserta 

ijin rnelakukan pernanfaatan dan penggunaan kawasan 

hutan. Pernanfaatan Rutan Li ung dilaksanakan rnelalui 

pemberian ij in usaha pernanf:l.atan kawasan, ij in usaha 

pernanfaatan jasa lingkungan, dan ijin usaha 

pernungutan hasil hutan buknn kayu. Masing-masing ijin 

usaha untuk pernanfaatan l tan Lindung tersebut diatur 

dalarn Peraturan Perneri ah Nornor 34 Tahun 2002 

tentang Tata Rutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Rutan, Pernanfaatan Rutan, dan Penggunaan Kawasan 

Rutan. 9 Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 

38 UU No. 41 T ah un 1999 tentang Penggunaan kawasan 

hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan dinyatakan bahwa, kegiatan pertarnbangan 

hanya dapat dilakukan di dalarn kawasan hutan produksi 

9 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, PP No. 34 tahun 2002, LN RI No. 66 dan TLN RI No.4206. Pasal1 
butir ke-2 dinyatakan bahwa, Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa 
nngkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat 
dengan tetap menjaga kelestariannya. Butir ke 10, yang dimaksud Ijin pemanfaatan hutan adalah ijin yang diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang yang terdiri dari ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha jasa lingkungan, ijin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan ijin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu 
pada areal hutan yang telah ditentukan. 
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dan kawasan hutan lindung. Selain itu, penggunaan 

kawasan hutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan 

tanpa mengubah fungsi po k kawasan hutan, dan 

penggunaan kawasan untuk kepentingan 

pertambangan dilakukan pemberian ijin pinjam 

pakai oleh Menteri dengan empertimbangkan batasan 

luas dan jangka waktu tertentu, kelestarian 

lingkungan, serta ditentukan pula bahwa pada kawasan 

hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan 

pola pertambangan t e rbuka . Dengan berlakunya 

pakai pada bidang 

di alas, pemberian 

usaha pertambangan tersebut akan 

ijin pinjam ketentuan tersebut 

berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas. 

Dengan demikian pemberian ijin terhadap pertambangan 

yang bernilai strategis seharusnya diberikan oleh 

Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perihal lain dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 

yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindihnya 

penggunaan kawasan untuk usaha pertambangan dengan 

kawasan hutan, karena dalam ketentuan aturan 

peralihan UU No. 41 Tahun 1999 tersebut tidak 

mengakomodir adanya ijin-ijin pinjam pakai kawasan 

hutan untuk keperluan usaha pertambangan. 
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Permasa1ahan ini tentunya akan menjadi pertanyaan 

bagi para investor baru maupun investor yang sudah 

menanamkan investasinya di usaha pertambangan di 

Indonesia terhadap jaminan berusaha dan kepastian 

hukumnya. 

Berdasarkan 1andasan diijinkannya usaha 

pertambangan umum di hu an 1indung sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang- undang, maka dibentuk Tim 

Terpadu yang me1ibatkan beberapa instansi Pemerintah 

untuk melakukan kaji a n terhadap 22 p~r'Usahaan 

pemegang Kuasa Pertambangan 

(KKP) dIn 
(KP) , Kontrak Karya 

Pertambangan Perjanjian Kerjasama 

Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). 

Pada masa sebe1um 1ahirnya UU No. 41 Tahlip 1999 t 

Pemerintah Indonesia te1ah memberikan ijih usaha 

pertambangan kepada perusahaan-perusahaan yang saat 

ini sedang beroperasi maupun kepada perusahaan yang 

sedang da1am tahap beroperasi. Po1emikpun muncu1 

terhadap kontrak-kontrak investasi asing, terutama 

berkaitan dengan 1ahirnya UU No.1 Tahun 1999 dan 

se1anjutnya disikapi oleh pemerintah dengan 

dike1uarkannya Perpu No. 1 Tahun 2004. Kontrak-

kontrak investasi asing dibidang pertambangan menjadi 
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bermasalah. 

mengakibatkan 

Oleh karena 

Pemerintah akan 

itu, kemungkinan 

menghadapi risiko 

diajukan ke arbi trase inte asional. Hal ini tentu 

saja akan berdampak semakin rendahnya 

kepercayaan internasional te 'hadap Indonesia. Potensi 

tuntutan arbitrase yang diperkirakan dapat 

mencapai 33 

pertambangan 

Pemerintah. 10 

milliar dollar AS, 

dihentikan secara 

jika kontrak 

sepihak oleh 

Potensi sumbe r daya a l am, khususnya hutan yang 

didalamnya ada tambang mengandung keragaman dan 

kekayaan ekosistem. 11 Sebagian besar kekayaan itu 

berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 

54 juta hektar atau 39 persen dari total daratan 

Indonesia. Di dalam hutan tersebut tercatat Indonesia 

memiliki sekitar 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10 

persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies 

burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 

spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies 

reptilian di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 

10 Kepentingan Ekonomi Memang Menggiurkan. Op.cit .. 

11Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002, Hutan Lindung Tergusur Pertambangan. 
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persen dari seluruh amfibia di dunia) . Secara 

keseluruhan, luas hutan yang dimiliki Indonesia pada 

tahun 1930-an mencapai 143 . uta hektar, namun saat 

ini diperkirakan luas hutan Indonesia tersebut hanya 

tinggal 37% (53 juta hektar yang masih tersisa. 12 

Laju deforestasi pada e .pat tahun terakhir rata-

rata sebesar 2,1 juta ha/tahun13
• Deforestasi 

disebabkan antara lain karena kebakaran hutan, 

penebangan liar (illegal logging) , perambahan, 

konversi untuk penggunaan lain, dan kesalahan 

pengelolaan. Hasil rekalkulasi Departemen Kehutanan 

tahun 2001 dan berdasarkan Citra Satelit atas areal 

hutan produksi seluas 41,2 juta ha dari 320 unit HPH, 

menunjukkan bahwa kerusakan hutan tampak lebih besar 

pada HPH yang telah berakhir masa konses inya, yai tu 

hutan primer tersisa 0,63 juta ha (11%), hut an bekas 

tebangan 2,50 juta ha (44%), dan hutan rusak 2,59 

juta ha (45%). Kerusakan hutan yang paling besar 

diperkirakan terjadi pada tahun 2003 yang telah 

mendekati 3,8 j uta hektar baik yang bersumber dari 

kerusakan hutan akibat tumpang tindih pemberian ijin 

12 Bryant, D., Nielsen and Trangley.L., The Last Frontier Forest: Ecosystem and Economies on the Edege , 
Washington: World Resources Institute,1997, p. 24. 

13 Pusat Informasi Departemen Kehutanan, 2003 
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oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kehutanan) , 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang 

masih mempunyai hutan dan il egal logging. 14 Kerugian 

negara akibat kerusakan h _an lebih dari Rp. 60 

triliun per tahun. 15 

Terjadinya kerusakan hltan tersebut sebenarnya 

sudah terdeteksi sejak tahun 1972. Pada saat itu 

telah diselenggarakan Konferensi tentang Lingkungan 

Hidup oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai 

pernyataan sikap terhadap adanya kecende rungan 

semakin menurunnya kualitas lingkungan. Dalam 

dunia Konferensi tersebut pemimpin-pemimpin 

bersepakat untuk memelihara planet bumi dan 

menetapkan tanggal 5 Juni sebagai World Environmental 

Day. Disusul kemudian dengan lahirnya resolusi 

pembentukan UNEP ( United Nations Environmental 

Program). UNEP merupakan motor pelaksanaan komitmen 

mengenai lingkungan hidup dan telah melahirkan 

gagasan besar pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development) . Gagasan pembangunan berkelanjutan 

14 Loc. ,Cit 

10 



diawali dengan terbitnya Laporan Brundland (1987), 

"Our Common Future", yang memformulasikan prinsip 

dasar pembangunan berkelanjulrn. 

Konferensi-konferensi l ,~n sebagai 

sikap atas menurunnya kualitls lingkungan 

pernyataan 

hidup telah 

pula diselenggarakan. Sejak Konferensi Stockholm 

telah terjadi polarisasi antara kaum developmentalist 

dan environmentalist, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil tahun 

1992. Konferensi ini merupakan upaya global untuk 

mengkompromikan kepentingan pembangunan dan 

lingkungan. Sepuluh tahun kemudian diselenggarakan 

KTT Pembangunan Berkelanjutan ( World Summit on 

Sustainable Development) pada tahun 2002 di 

Johannesburg, Afrika Selatan dalam kebijakan 

pembangunannya telah pula menekankan plan 

implementation, yang mengintegrasikan elemen ekonomi, 

ekologi, dan sosial yang didasarkan pada tata 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) . 

Tonggak penting perhatian masyarakat dunia 

terhadap isu-isu kehutanan terjadi pada KTT Bumi. 

Pada konferensi ini untuk pertama kalinya dilahirkan 
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kesepakatan konprehensif bidang kehutanan, yaitu 

dokumen Forest Principle (Non-Legality Binding 

Authoritative Statement 

Consensus on Management, 

Development of all 

of , prinCiPle for a Global 

Con ervation and Sustainable 

Types of Forests). Puncak 

pengakuan isu kehutanan secara global termaknai dari 

lahirnya forum kehutanan tertinggi yang dibentuk oleh 

PBB pad a tahun 2000, yaitu United Nations Forum on 

Forest (UNFF) yang berfungsi memfasilitasi dialog 

mengenai pengelolaan hutan secara konfrenhensif di 

tingkat dunia dan implementasi hasil-hasil KTT Bumi. 16 

Setelah Konferensi Stockholm, dunia semakin giat 

untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

Convention on International Trade in Endabgered 

Species (CITES) dan pada awal tahun 1980-an 

keberadaan hutan tropis mulai di agendakan dalam 

dialog global. Suatu proses negosiasi yang panjang 

telah berlangsung di bawah naungan UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and development), yang 

telah menghasilkan International Tropical Timber 

Agreement (ITTA) atau Perjanjian Kayu Tropis 

Internasional. ITTA melandasi pembentukan Organisasi 

16 Hardjasumantri, Hukum Tata Lingkungan, (yogyakarla : Gadjah Mada Press, 2002). , him. 45. 
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Internasional Kayu Tropis (International Tropical 

Timber Organization/ITTO) pada tahun 1986. ITTO 

berfokus pada pengelolaal hutan 

(Sustainable Forest Manageme1 t (SFM) 

berkelanjutan 

Setelah 20 tahun Konferensi Stockholm, PBB 

kemudian menyelenggarakan Uni ted Na tions Conference 

on Environment and Development (UNCED) atau 

Konferensi tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan 

atau yang lebih dikenal dengan KTT Bumi (Earth 

Summit) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. 

Masalah kehutanan lebih menjadi perhatian pasca 

KTT Bumi ini. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB (Economic 

and Social Commision/ECOSOC) membentuk Komisi 

Fungsional, Intergovernmental Panel on Forest/IPF 

(1995-1997) . KTT Pembangunan Berkelanjutan (World 

Summit on Sustainable Development/WSSD) telah 

mengikat Indonesia untuk selalu melaksanakan 

pembangunan yang berkelanjutan. WSSD telah 

menghasilkan komitmen pembangunan berkelanjutan 

tingkat tertinggi secara global dan menempatkan 

masalah pengelolaan hut an dalam agenda prioritas 

masyarakat dunia. Johannesburg Plan of 

Implementation/JPOI oleh para Kepala Negara termasuk 
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Presiden Republik Indonesia harus diimplementasikan 

ke dalam program aksi konkrit dan terinci di tingkat 

nasional. Keterikatan IndOne ]~a sebagai 

tropis memegang peran pen .lng dalam 

pemilik hutan 

menjaga dan 

mengamankan hutan agar dikelola secara lestari. Oleh 

karena itu, tidaklah aneh apabila pengalihan kawasan 

hutan menjadi kawasan non kehutanan seperti 

pertambangan akan mendapat penolakan. 

B. Perumusan Masalah 

Tumpang tindih peruntukan lahan dalam rangka 

usaha pertambangan dengan kawasan hut an telah 

menjadi perdebatan lintas departemen yang tidak ada 

titik temunya. Semua itu bermuara dari konflik 

setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 1999. Departemen 

Kehutanan sebagai instansi yang diserahi urusan 

kehutanan akan melihat mana yang menguntungkan bagi 

kelestarian hutan, sedangkan Departemen Energi dan 

Sumberdaya Mineral tetap ingin agar semua perjanjian 

kuasa pertambangan tetap berjalan. Permasalahan 

semakin tidak menentu karena konflik lahan 

pertambangan dan kehutanan diakibatkan oleh tidak 

harmonisnya peraturan perundang-undangan antara 
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Departemen yang satu dengan Departemen yang lain. 

Keadaan ini sebenarnya sudah terj adi sej ak adanya 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan­

Ketentuan Pokok Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 

11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan. 

Di era reformasi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1967 telah diganti dengan Undang- undang Nomor 41 

tahun 1 999. Sasaran dari undang-undang ini lebih 

mengarah kepada kons e rvasi yang memang tidak 

terpantau oleh Departemen Pertambangan saat itu atau 

memang sengaja tidak mau tahu. Akibatnya, setelah 

undang-undang tersebut disahkan dan diberlakukan 

kemudian mendapat reaksi dari berbagai pihak. 

Melihat kejadian tersebut, sebenarnya dalam 

proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu 

undang-undang antara Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak memperhatikan bagaimana 

undang-undang itu dilahirkan dan bagaimana 

melaksanakannya. Penentu kebijakan sering hanya 

mengutamakan bidang legislasi tanpa 

implementasi dan penegakan hukumnya. 

memikirkan 

Pemerintah 

terlihat masih menganggap bahwa sumber daya alam 
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yang ada masih dipandang dari sudut ekonomi semata, 

yang harus dieksploatasi tanpa memikirkan dampak 

akhirnya. Dengan alasan kepentingan penanaman modal 

dan menambah sumber devisa negara yang dibutuhkan 

Indonesia untuk menggerakkan ekonomi, tentu 

diharapkan bergeliatnya usaha pertambangan dapat 

dipergunakan sebagai alternatif untuk mengurangi 

defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, kesempatan 

kerja, dan meningkatkan devisa. 

Terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, 

kiranya perlu dilakukan pengkajian dan analisis yang 

mendalam tentang peluang Investasi Usaha 

Pertambangan di Indonesia setelah berlakunya Perpu 

No.1 Tahun 2004.0leh karena itu, maka akan 

diidentifikasikan dalam penulisan ini pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah yang mendasari perlunya investasi, 

khususnya usaha pertambangan di Indonesia? dan 

jenis usaha apa sajakah yang diperbolehkan oleh 

ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dan setelah lahirnya Perpu No.1 Tahun 2004? 

2. Bagaimanakah pemberian ijin investasi usaha 

pertambangan di Indonesia dan bagaimana 
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pengaruhnya dari pernberian ijin investasi 

tersebut terhadap keberlangsungan investasi di 

bidang usaha pertarnbangan di kawasan hutan? 

3. Apakah dengan Perpu No. 1 Tahun 2004 akan 

mernberi kepastian hukum investasi usaha 

pertarnbangan di Indonesia untuk masa sekarang 

dan masa mendatang, serta apakah dengan 

dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2004 ada potensi 

terjadinya gugatan oleh perusahaan pemegang ijin 

usaha pertarnbangan 

Indonesia? 

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

terhadap Pemerintah 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam 

rangka penulisan tesis ini adalah 

a. Untuk mengetahui pentingnya investasi bagi 

Indonesia, serta jenis usaha yang diperboleh 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah lahirnya 

Perpu 1 tahun 2004. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis ten tang 

tumpang tindih kewenangan pemberian ijin 

investasi usaha pertambangan di Indonesia, dan 

bagaimana makna Perpu terhadap kelangsungan 

kelangsungan Kontrak Karya Pertambangan yang 

pernah ada dan pendapatan apa saj a yang akan 

diperoleh Pemerintah dari kegiatan pertambangan 

tersebut. 

C. Untuk mengetahui dan menganilisis apakah dengan 

Perpu 1 tahun 2004 memberi kepastian hukum 

investasi usaha pertambangan di Indonesia untuk 

masa sekarang dan masa mendatang, mengkaji 

apakah dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 

2004 ada kemungkinan terjadinya potensi gugatan 

oleh perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan 

terhadap Pemerintah Indonesia, serta mencari 

solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan 

permasalahan yang mungkin muncul. 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneli tian ini berfokus kepada analisis hukum 

terhadap lahirnya Perpu No.1 Tahun 2004 dengan 

menggunakan pendekatan dari Teori Hukum. Hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

serta kegunaan baik secara teoritis maupun secara 

praktis. 

a. Kegunaan Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah, 

Pengusaha dan Pemerhati Lingkungan dalam 

mensikapi tumpang tindih peruntukan lahan usaha 

pertambangan di kawasan Hutan Lindung dan mencari 

penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul. 

b. Kegunaan Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini 

diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Pemerintah dan pengembangan Hukum 

Kehutanan, Hukum Lingkungan, dan Hukum Investasi 

yang terintegrasi dan dapat dijadikan landasan 

teoritis guna pengelolaan sumber daya alam yang 

lebih baik di masa yang akan datang di Indonesia. 
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c. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptua1 

1. Kerangka Teori 

Kajian dalam tesis ini menyoroti Peluang 

Investasi di bidang pertambangan pada kawasan hutan. 

Peluang Investasi di bidang pertambangan pada 

kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 

Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang No.41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan. Dalam kajian ini harus 

dianalisis secara koprehensif (menyeleruh) dan 

terintegrasi antara kajian terhadap investasi di 

kawasan hut an yang merupakan kajian hukum bisnis 

dengan ketentuan untuk membuka investasi di Hutan 

yang harus dikaji dengan ketent~an Perpu No. 1 

Tahun 2004 dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999, yang 

merupakan kajian hukum kehutanan. 

Hal yang menarik untuk dikaj i dalam peneli tian 

ini adalah apakah yang melatar belakangi 

dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2004 dan mengganti 

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Sesuaikah Investasi di Bidang Pertambang,an pada 

kawasan hut an diatur dalam Perpu. 

Tata urutan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia mengatur ten tang Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang (PERPU). Jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang 

No.10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

l. Undang-Undang Dasar 45 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Kedudukan Perpu sederajat dengan Undang-Undang. 

Untuk diberlakukannya Perpu diharuskan memenuhi 

tiga syarat: (1) dalam hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan 

Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, (2) 

Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan 

Dewan Perwaakilan Rakyat dalam persidangan 

berikutnya, dan (3) Jika tidak mendapat persetujuan, 

maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. 17 

Keberadaan Perpu ini karena alasan diperintahkan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

17 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal22. 
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Memperhatikan isi Pasal 22 UUD 1945, bahwa Perpu 

membutuhkan syarat kegentingan yang memaksa, dan 

yang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 

Pengganti Undang-undang adalah Pre siden, serta suatu 

ketentuan untuk dapat menjadi Perpu diharuskan 

mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perpu adalah kewenangan Presiden, dan aturan seperti 

Perpu memang perlukan untuk menjaga keselamatan 

negara, dengan diberlakukannya Perpu dijamin oleh 

Pemerintah bahwa situasi negara dalam keadaan yang 

genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak 

cepat dan tepat. 

Namun, meskipun diberlakukannya Perpu merupakan 

kewenangan pemerintah, tetapi Pemerintah tidak akan 

terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang dalam pasal ini yang kekuatannya sama 

dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 18 

Menyimak isi ketentuan Pasal 22 UUD 1945, baik 

sebelum maupun setelah dilakukan amandemen UUD 1945, 

18 Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal22. 
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ternyata tidak ada perubahan dan juga tidak 

menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

"kegentingan yang memaksa." Hal inilah yang sering 

menimbulkan penafsiran yang meluas. Seharusnya 

kegentingan yang memaksa tersebut dikai tkan dengan 

pengertian keadaan darurat, yang pemberlakuannya 

dipersyaratkan memenuhi kriteria-kriteria 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya, 

ketentuan berkenaan dengan keadaan darurat yang 

sampai saat sekarang masih berlaku berdasarkan 

Undang-Undang Tahun 1954 adalah keadaan darurat 

perang, darurat mili ter, atau darurat sipil dengan 

ukurannya masing-masing. Jika salah salah satu 

keadaan tersebut di atas sudah diberlakukan, maka 
" 

barulah Pemerintah berwenang menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam praktik 

ternyata selama ini telah cukup banyak peraturan 

jenis Perpu yang ditetapkan Pemerintah, tetapi 

syarat keadaan "kegentingan yang memaks.q!' yang 

menjadi dasar penetapannya tidak jelas. 

Peluang investasi pertambangan dap8t di j{i!i.;:j ;i 

dengan Hukum Investasi yang merupakan bagian dari 
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hukum bisnis. Bidang Hukurn rnanapun sebetulnya tidak 

dapat terlepas dari kajian hukurn pada urnurnnya. 

Untuk rnernbahas apakah dalarn investasi, hukum 

sangat berperan dalarn rnenarik investor, rnaka dibawah 

ini akan diberikan pengertian hukurn rnenurut Savigny, 

yang rnengatakan bahwa, 

" ... law is an expression ... together with language, 
of the spiri t of a people (Volksgeist). This 
deeply mystical idea at least involves the 
na tion tha t law is much more than a collection 
of rules or judicial precedents. The spirit of a 
na tion ,or people is the encapsula tion of its 
whole history, the collective experience of the 
social group extending back through the ages of 
its existence. The law of such a people or 
nation written down at any given time is no more 
than a static representation of a process which 
is always continuing the evolution of 
cul ture ... ,,19 

Dari rurnusan hukurn sebagairnana dikernukakan 

Savigny, rnaka hukurn rnerupakan cerrninan dan hasil 

dari cita-cita (idealisrne), rasa, karsa, dan karya 

rnasyarakat, berdasarkan pengalarnannya sesuai dengan 

perjalanan rnasyarakat yang bersangkutan dari waktu 

ke waktu. 

Hukum harus dipandang sebagai salah satu dari 

fungsinya sebagai "social control", sebab pengertian 

19 Roger Cotterrel, The Sociologi of Law: An Intruduction, (London: Butterworth & Co Ltd, 
1984" p, 2;3, 
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"social control" adalah aspek normatif dari 

kehidupan social (social life). Hukum juga merupakan 

suatu variable yang kuantitatif, yang masing-masing 

berbeda menurut waktu dan tempat. Bilamana terjadi 

suatu kasus dalam masyarakat, maka tujuan penggunaan 

terapi hukum adalah mengembalikan kondisi masyarakat 

kembali normal (normali ty) . Oleh karena itu, 

idealisme dalam pemberian konsiliasi adalah 

terciptanya suatu keadaan masyarakat yang harmonis 

(social hamony) .20 

Mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, dapat 

dilihat dari pendapat Kohler, yang mengatakan bahwa: 

" la w is rela t i ve to ci vii iza tion and la ws 
are rela ti ve to the ci viliza tion of time and 
place. There is no universal body of legal 
institutions and legal rules for all 
civilizations. Law is different in its 
details. Law is alike in the fundamental 
quest, that is, the furthering civilization 
through a forcible ordering of thing. 21 

Sedang yang dimaksud dengan "civilization" Kohler 

mengatakan " it is the social development of 

20 Donald Black, The Behavior of Law, (USA: Academic Press, Inc Orlando Florida, 1976)., 
p,t-;), 

21 Roscoe Pound, "Interpretation of Legal History", WM, W. GAUNT & SONS, INC., 
Holmes Beach, Florida, USA., 1986. p.143. 
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human powers toward their highest possible 

unfolding. ,,22 

Pound melukiskan hubungan antara individu yang 

satu dengan lainnya, dalam kaitannya dengan tujuan 

hukum Untuk memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan 

yang di inginkan manusia. Pound mengatakan bahwa; 23 

"The individual was the organ of humanity 
and humani ty was perfected as the individual 
perfected himself . Undoubtedly there is truth 
in this. One grea t agency in social progress 
is individual spontaneous initiative. Hence 
the social interest in individual free action 
as part of the social interest in the 
individual life." 

Kohler, sebagaimana disitir Pound, dalam 

mencapai tujuan hukum ada dua jalan yang dapat 

ditempuh. Pertama, " ... it is maintain existing values 

of ci viliza tion ... ". Menurut teori Pound Undang-undang 

harus dilihat sebagai "tool of social control and a 

tool of social engineering. 24 

22 Ibid. 

23 Ibid., p. 144. 
24 Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Chapter 7, dikutif dari W. Friedmann, 

Legal Theory, (Terjemahan : Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problematika 
Keadilan), Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1994, hal. 140-147. 

26 



2. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindarkan salah pengertian tentang 

istilah-istilah yang dipakai, berikut ini dikemukakan 

definisi operasional dari istilah-istilah yang akan 

dipakai dalam penulisan tesis, antara lain; 

a.Penanaman Moda125 adalah kegiatan menanam modal 
secara langsung untuk menjalankan usaha di wilayah 
Republik Indonesia. 

b . Moda126 adalah kekayaan atau aset berupa uang tunai 
atau benda berwujud baik yang bergerak maupun 
tidak bergerak at au benda tidak berwujud yang 
merupakan hak kebendaan yang dapat dinilai dengan 
uang . 

C. Penanaman Modal Nasiona127
. adalah perorangan Warga 

Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia atau 
Pemerintah Indonesia atau Badan Hukum Indonesia 
yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing. 

d.Penanaman Modal Asing28 adalah perorangan Warga 
Negara Asing, atau Badan hukum Asing atau 
Pemerintah Asing atau Badan Hukum Indonesia yang 
sebagaian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh 
pihak asing. 

e.Kuasa Pertambangan29 adalah wewenang yang diberikan 
kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha 
pertambangan. 

25 Indonesia, Rancangan Undang-undang Tentang Penanaman Modal" Undang-Undang No.1 Tahun 1967. 
Pasal1 an~ka 1. 

26 Ibid, Pasal1 angka 3. 

27 Ibid, Pasal1 angka 4. 

26 Ibid., Pasal1 angka 5. 

29 Indonesia, Undang-undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 
Tahun 1967., Pasal2 huruf i. 
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f.Kontrak Karya Pertambangan (KKP)30 adalah merupakan 
perjan]lan antara Pemerintah dan pen9usaha 
pertarn.bangan yang menj adi dasar hukum bagi pihak 
pengusaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan 
di Indonesia. 

g.Kehutanan,31 adalah sistem pengurusan yang 
bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 

h.Hutan,32 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan. 

i. Kawasan Hutan,33 adalah wilayah tertentu yang 
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap . 

j.Hutan Lindung,34 adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fun9si pokok seba9ai perlindun9an sistem penyan99a 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 
banj ir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 
laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

k.Perpu35 adalah, sebagaimana ditentukan Pasal 22 UUD 
1945 dipersyaratkan adanya: (1) Dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 
Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus 
mendapat persetujuan Dewan Perwaakilan Rakyat 
dalam persidangan berikutnya; (3) Jika tidak 

3OS.Sigit, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan (Indonesia, Jakarta: Yayasan Menergi Inforrnasi 
Indonesia, 2004)., hal. 27. 

Angka 1. 
31 Indonesia, Undang-undang tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999., LN. No. 167 TLN. No.3888. Pasal1 

32 Ibid. , Pasal1 Angka 2. 
33 Ibid., Pasal1 Angka 3. 

34 Ibid, Pasal1 Angka 8. 

35 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal22. 
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mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah 
itu harus dicabut. 

E. Metode Penelitian 

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian 

tesis ini adalah, metode penelitian yuridis normatif36 

yang bersifat kuali tatif. Selain i tu, digunakan pula 

pendekatan yuridis sosiologis, sebagai pendekatan 

penunjang terhadap persoalan yang diteliti . 

Metode yuridis normatif digunakan untuk 

menganalisis terj adinya tllmpang tindih kewenangan 

karena diberlakukannya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 

dan diberlakukannya Perpu No.1 Tahun 2004, Mengkaj i 

bagaimana jaminan kepastian hukum dalam berusaha 

perusahaan bagi pemegang kuasa pertambangan jika 

dikaitkan dengan norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Metode penelitian yuridis normatif dalam thesis 

dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif 

artinya, tidak mementingkan data secara kuantitas 

tetapi lebih menekankan kepada analisis pendalaman 

yang luas dan menyeluruh (holistic) dan terintegrasi. 

36 Soe~ono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), him. 50. Soe~ono 
Soekanto menghubungakan penelitian hukum normatif dengan pengertian hukum sebagai sebagai ilmu pengetahuan, 
kaedah dan norma, Hukum sebagai tata hukum positif, Keputusan Pengadilan, dan jalinan nilai-nilai. 
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Pendekatan yuridis sosiologis merupakan 

pendekatan penunjang. Pendekatan ini digunakan untuk 

melakukan penelitian lapangan dengan teknik 

pengambilan data berupa pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan untuk kepentingan melihat pandangan penentu 

kebijakan yang terkait dan pengusaha yang terkena 

dampak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 2004. 

Hukum investasi dapat digolongkan sebagai hukum 

ekonomi. Metode pendekatan hukum ekonomi bersifat 

. d " 7 ' 37 ~nter ~s~p_~ner. Oleh karena itu l' . 
ana~lslS ekonomi 

diperlukan pula untuk menunjang analisis hukum. 38 

Guna menunjang metode penelitian tersebut di 

atas, dilakukan penelitian kepustakaan (library 

research) yang ditunjang dengan penelitian lapangan 

(field research). Peneli tian kepustakaan dimaksudkan 

untuk memperoleh data sekunder baik berupa bahan 

hukum primer, pahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan 

masalah yang sedang di teli ti. Bahan hukum sekunder 

him. 176. 
37 Soenaryati Harlono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Cet.1 ( Bandun9: Alumni, 1994), 

38 Soenaryati Harlono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1988), him. 28. 
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dapat berupa hasil peneli tian, hasil seminar, buku-

buku, dan dokumen-dokumen. Bahan hukum tertier 

diperoleh dari majalah hukum, bulletin hukum, koran­

koran. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini disusun kedalam lima bab 

dengan pemaparan sistematika sebagai berikut : 

Bab I menguraikan ten tang latar belakang, 

permasalah, identifikasi masalah, tujuan Penelitian, 

kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan tesis. 

Pada Bab II akan diuraikan perihal jenis usaha 

kehutanan di hutan lindung sebagaimana diatur dalC;lm 

UU No. 41 tahun 1999, Pemanfaa tan kawasan lindung, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan 

bukan kayu, Kontrak Karya Pertambangan, Perjanjian 

Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 

Bab III Kewenangan pemberian ijin investasi usaha 

pertambangan dalam Kawasan Rutan Lindung oleh Menteri 

Kehutanan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Makna Perpu No. 1 Tahun 2004 terhadap 
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kelangsungan Kontrak karya Pertambangan antara 

Pemerintah dan Perusahaan Pertambangan, Perimbangan 

Keuangan Hasil Pendapatan Usaha Pertambangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pada Bab IV Analisis terhadap Perpu No. 1 Tahun 

2004 terhadap perlunya investasi us aha pertambahgan 

di Indonesia dalam kawasan hutan lindung setalah 

diberlakukannya Perpu No . 1 Tahun 2004, Analisis 

terhadap tumpang tindih perij inan usaha pertambangan 

dan kepastian hukum usaha pertambangan di Indonesia . 

Pada Bab. V akan dirumuskan beberapa kesimpulan 

disesuaikan dengan pokok permasalahan, dan akan 

dikemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para pihak yang terkait maupun bagi pengembangan 

Hukum Kehutanan, Hukum Investasi, dan Hukum 

Lingkungan. 
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BAB II 

KEGIATAN USARA DI HUTAN LINDUNG 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 

Sebelum membahas tentang jenis usaha yang 

diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung sebagaimana 

dimaksud dala:m Undang-undang Nomor 41 'rahun 1999 

tentang Kehutanan, perlu dibahas terlebih dahulu 

tentang kawasan hutan secara keseluruhan. Kawasan 

hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang 

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap 39 

kawasan hut an perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian 

hukum mengenai status kawasan hutan , letak batas dan 

luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai 

kawasan hutan dan menjadi kawasan hutan tetap. 

penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga 

dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan 

sebagai penggerak perekonomian lokal , regional dan 

nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, 

regional , nasional dan globa l . 

39 Gp"Cit , Undang-Uncang No.41 Tah!...'n i999 te.fllang Kehutanan, Pasai 1 b!..!tir 3. 
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Kawasan hutan Indonesla dltetapkan oleh tv1enterl 

Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Per-air-an 

Provinsi. Penunjukan kawasan hutan disusun berdasarkan 

hasll pemaduse.raslan antara Rencana Tata Ruang Wllayah 

Provinsi (RTRWPj dengan Tata Guna Rutan Kesepakatan 

(TGHK) . 

Kawasan hutan dlbagl kedalam kelompok Hutan 

Konservasi, Rutan Lindung, dan Rutan Produksi dengan 

pengertlan sebagal berlkut : 

1. Rutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berlsl sumbe.rdaya alam hayatl yang dldomlnasl 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya , yang 

satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 40 

2 . Rutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri 

khas te.ctentu, yang tuernpunyal fungsl pokok pengawe tan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya. 41 

3 . Rutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehldupan untuk mengatur tata alr, mencegah banj lr, 

00 Ibid., Pasa\ '\ butir 2. 

41 IbkJ., Pasal1 butir 9. 
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mengendalikan erosi , menceg-ah intrusi air laut, dan 

memelihar a ke suburan tanah . 42 

4 . Rutan Pr-oduksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil hutan . 43 

Kawasan Rutan Indones ia menurut Tata Guna Rutan 

Kesepakatan (TGRK) dapat dilihat dalam Tabel . 

Tabe~ 1. Luas Kawasan Hutan Menurut TGHK Tahun 1989. 

No. ! Kawasan Hutan Luas (juta Ha) 

1 I Rutan Lindung 30.,316 .1.. 

" I T-1';- tan Konservasi 18;725 L. 
__ Lt __ 

I Rutan Produksi Tetap 113.433 

I Rutan Produks i 
I ,. , . 
1 Ql KOnVerSl 
i 

yang dapat 30 , 537 

! 143 r 970 

SUIibe.r: Ta-ta Guna J-Iutan Kesepa'kdta-~J - Depdrte7ie'n Kei';;utanan Tahun 1989 

Penataan kembali kawasan hut an mulai dilakukan tahun 

2001 , dan telah ditetapkan l uas kawasan hutan Indonesia 

(belum t ermasu k Provinsi Riau, Sumater a Utar a dan 

Kalimantan Tengah dengan luasan sebagaimana ter'l ihat 

dalam Tabel 2 . 

• 1 ibid., Pasa! 1 butir B. 

43 Ibid., Pasai 1 butir 7. 
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Tabel 2. Luas Kawasan Hutan yang Dikeluarkan oleh 
Departemen Kehutanan Se j ak Tahun 2001 

I No. 

11. 

I 2. 

3. 

4 . 

Sumber: 

, I(a~ .. !asan hutan 
I 
t Hutan Konse'rvasi 
! 
! - Kawasan Daratan 
I 
f - Kawasan Perairan 
I 
I Hut.an Lindung 
I 
I I Rutan Produksi Tetap 

Rutan Produksi Terbatas 

: Tota l kawas an hutan 
! 
! - Kawasan Daratan 
I 
I 
I 

, - ~:a~ll!asan Perairan 
! 

Departemen Kehutanan, Statistik 
Badan Planoloqi Kehutanan 2003, 

Luas (hektar) 

23.214 . 626,,:;/ 

5.068 . 208,65 

29 . 037.397,02 

27 . 823.177,43 

16 .2 15 . 9 77 ,26 

13~670~5, 35;OO 

109- . 961. 713 , 28 

104 . 89.3 . .504·,6.3 

5.068 .208 ,65 

Kehu .tanan Indonesia 2002 , Jakarta: 
l1al .151. 

Data luas kawasan hutan untuk 3 Provinsi Sumatera 

Utara, Riau dan Kalimantan Tengah belum dapat 

diselesaikan. Namun untuk mengetahui luas kawasan hutan 

Indonesia dapat dilihat dari Tabel 3 . 
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Tabe~ 3. L u as Kawasan Hutan Ber dasarkan Pemetaan 
Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan Pr ovin si 
Sumatera Utara, Riau dan Ka~imantan Tengah 
Berdasarkan Paduserasi TGHK RTRWP Tahun :1999. 

No. Provinsi Luas Dar atan Kawasan Hutan 

(Ha) 

1. Sumatera 7.168.000 

Utar a 

2 . I Riau 9 . 456 . 100 , 

I 
i , , 
1 
1 '1 , J--:.:----"'_ .. _--+- -----"---:- ... _.- -- .-}-- ...... ...".- -'- .. -.:. -- . ,,-

i j. I Kalimantan t l:i.J56.4tJU 
J I 1 

I I Tengah I 
1
1 I ! , , '1 , 
J i f 

1 
I 1 
1 I 

Jurnlah 3 31 . 980 . 500 

Provi nsi 

HSAW 

HL 

TT n rn nrL 

HP 

HPK 

1 HSA~~J 
I 
f HL 
I , un 

,

!,i. l.J.-L 

HPK 
I 

.. ' f-'-HSA~V , 
! HL 

\

1 HPT 

HP 

J IISA~~i 
1 
I HL 

'I HPT i 
I HP 
1 , 
! HPK 
I 

Sumber • Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 

! 
t 

I 
!-

2002 . 

253.885 

1.924 . 535 

76.0. 958 

871 . 183 

37.797 

560.231 

361.967 

-J C:A Q c:n-o 
£... .. · v-z../.· vvv 

334.521 

680.580 

1.014 . 13-0 

4 . 593 . 005 

4.448 .. 222 

1.494 . 702 

3 . 300.632 
h. ~) h - ) () L ' 1 
~) .... ) ... ) •. ) .. . ?tJ...L. 

7.969 . 013 

Pembaqian hutan menj adi kawasan hutan sebaqaimana 

telah diur aikan di atas , sudah menunjukkan pada f ungsi 

dari masing- masing kawa s a n hutan . 
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Sesuai dengan judul tesis dalam penulisan ini, 

kajian akan melihat lebih mengkhususkan pada hutan 

lindung . Berikut ini akan dipaparkan mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan Rutan Lindung . 

A. Pemanfaa tan Hutan Lindunq 

Rutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki 

manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan 

bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya 

maupun ekonomi, secara seirnbang dan dinamis. Untuk 

itu hut an harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan 

secara berkesinambungan bag-i kesejahteraan masyarakat 

Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan 

datang. 

Dalam kedudukannya sebag-ai salah satu penentu 

sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan 

manfaat yang besar bagi uIttat manusia . Oleh kar'ena i tu 

harus dijaga kelestariannya . Rutan mempunyai perc:man 

sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global , 

sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional 

menjadi sangat penting, namun deng-an tetap 

mengutamakan kepentingan nasional . 
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SumbeL' daya hutan mempunyai peL'an penting dalam 

penyediaan bahan baku industri , sumber pendapatan, 

menciptakan lapangan dan kesempatan . Hasil hutan 

merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil 

olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta 

merrbuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak 

boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai slliwer 

bahan baku industri. Pemanfaatan hutan tidak terbatas 

hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, 

tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya 

seperti plasma nutfah dan j asa lingkungan, sehingga 

manfaat hutan lebih optimal . 

Dalili'TI rangka memperoleh manfaat yang optimal dari 

hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, 

maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan 

dapat dimanfaatkan dengan tetap memper hatikan sifat , 

karakteristik, dan karentanannya , serta tidak 

dibenarkan mengubah fungsi pokoknya . Pemanfaatan 

hutan dan kawasan hutan harus d i sessuaikan dengan 

fung-si pokoknya , yaitu funqsi konse1:'vasi, lindung, 

dan produksi . Kesesuaian tiga fungsi tersebut sangat 

dinamis dan yang- paling penting- adalah agar dalam 
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1999. 

pemanfaatannya harus tetap seimbang-. Untuk menj aga 

kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan 

sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari 

kawasan hutan ke kawasan non hutan. 44 

Bagian Ketiga dari Undang-Undang No.41 tahun 1999 

tentang Kehutanan menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan 

dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk 

memperoleh manfaat yang optimal bagi kesej ahteraan 

seluruh masyarakat seeara berkeadilan deng-an tetap 

menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hut·an 

dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, keeuali 

pada hutan eagar alam serta zona inti dan zona rimba 

pada taman nasional diatur sesuai dengan peraturan 

peru.ndang-undangan yang ber la Jeu. 45 

Pemanfaatan hutan sebagai sumber daya nasional 

harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, 

sehingga tidak terpusat pada seseorang, kelompok, 

at au golongan tertentu. Oleh kurena itu, pemunfuutan 

hutan harus didistribusikan secara berkeadilan 

melalui peningkatan perun sertu masyurukut, sehingga 

"'Indonesia, Penjelasan Umum Undang.unrJang NomOf 41 taIIun 1999 tentang KehlJtanan, TLN No. 3888 tahun 

46 Op_, Cit , Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal23-25. 
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masya.r:akat semakin beL'daya dan be.rkernbang potensinya . 

Manfaat optimal dapat terwujud apabila kegiatan 

pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang 

berkualitas tinggi dan lestari. Dilihat dari fungsi 

hutan yang te.rbagi menj adi 3 fungsi, yaitu (a) fungsi 

konservasi , (b) fungsi lindung, dan ( c) fungsi 

p.roduks i . 46 

1. Pemanfaatan Kawasan Lindunq 

Pada prinsipnya semua hutan adalah bermanfaat 

bagi mahkluk hidup, baik manfaat langsung maupun 

tidak langsung. Manfaat langsung manusia dapat 

mengarnbil hasil hutan kayu be.rupa kayu maupun non 

kayu, sedang manfaat tidak langsung dapat 

dipe.roleh da.ri manfaat Ilngkungan yang baik, 

tersedianya cukup air (hidro orologis) . 

Khusus dalam kawasan hutan lindung dapat 

berupa pemanfaatan kawasan lindung yai tu dengan 

mengajukan izin usaha pemanfaatan . Izin usaha ini 

dapat diberikan kepada perorangan maupun 

koper-asi . 47 Dalam penjelasan UU 41 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan pada hutan 

43 ibid., Pasai 6 8'jat (i). 

47 Ibid., Pasal27 ayat {ij. 
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Li.ndung- adalah segala bentuk usaha yang-

menggunakan kawasan dengan t idak mengurangi 

fungsi utama kawasan . Pemanfaatan teL'sebut dapat 

berupa : (a) budi daya jamur, (b) penangkaran satwa 

dan (e) budidaya tanaman obat dan tanaman hias. 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Reneana Pengelolaan 

Hutan , Pemanfaatan Hutan , dan Penggunaan Kawasan 

Hutan menyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan pada 

Hutan Lindung meliputi: (a) usaha budidaya 

tanaman obat (herba), (b) usaha budidaya tanaman 

hias , (ej usaha budidaya j amur , usaha budi daya 

perlebahan, (d) us aha budidaya penangkaran sa twa 

liar, atau (e) usaha budidaya sarang burung 

walet . 4S Dalam pelaksanaan pemanfaatan ka\"Iasan 

pada hutan lindung tidak boleh : (aj menggunakan 

perala tan mekanis , (bl membangun sarana dan 

prasarana pe rma nen; dan/atau (ej mengganggu 

fungsi kawasan . 

Usaha budidaya tanaman obat (herbal , usaha 

budidaya tanaman hias dan usaha budidaya tanaman 

48 indonesia, Peraturar. Pemerintah Tentang. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengeioiaan Hutan, 
Pero8f1Jaatan Hutan dan Penggunaan i(aw8S.."Il Ht.Jtan. Pe!'aturan Peme!W.ah No. 34 Tahuf12002. Pasa! 19 Ayat (2). 
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j arnur, rnelipuLi pesernaian, penanaman, 

pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan 

dan pemasaran. Usaha budidaya perlebahan meliputi 

kegiatan perbuatan tempat SiJ.riJ.ng lebah, 

pemeliharaan, pemanenan, peng-amanan, peng-olahan 

dan pemasaran. Usaha budidaya penangkaran satwa 

liar mellputi keglatan perbanyakan dan atau 

pembesaran satwa liar. Usaha budidaya sarang 

burung walet rnellputl, keg-latan pemellharaan, 

pemanenan, dan pengamanan serta pemasaran. 

2. Pemanfaatan Jasa Lingkunqan 

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hut an lindung 

adalah bentuk usaha yang rnemanfaatkan potensl j asa 

lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangl fungsl utamanya, sepertl, pemanfaatan 

untuk wisiJ.tiJ. iJ.liJ.m, pemanfiJ.iJ.tiJ.n iJ.ir, diJ.n pemiJ.nfiJ.iJ.tan 

keindahan dan kenyamanan. Ijin usaha pemanfaatan 

jiJ.SiJ. lingkungiJ.n diJ.piJ.t diberikan kepiJ.diJ.; (a) 

Perorangan, (b) koperasi, (c) badan usaha milik 

swasta Indonesia, {dj badan usaha milik negara atau 

badan usaha mllik daerah. 
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Peraturan Pemerlntah No. 34 Tahun 2002 tentang­

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan , 

mengatur pemanfaatan jasa lingkungan meliputi 

a. Us aha wlsata alam; 

b . Usaha olah raga tantangan ; 

c . Usaha pemanfaatan al.c; 

d . Us aha perdagangan karbon (carbon trade) ; atau 

e . Us aha penyelematan hutan dan llngkung-an . 

3. Pemungutan Hasi.l. Hutan Bukan Kayu 

Penjelasan Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 

menyatakan bahwa, Pemungutan hasil hutan bukan kayu 

dalam hutan Ilndung adalah segala bentuk keglatan 

untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak 

merusak fung-sl utama kawasan sepertl : (a) mengarnbll 

rotan ; (b) mengumbil mudu, dun (c) mengambil buah . 

Peraturan Pemerintah No . 34 TahuIl 2002 mengatur 

tentung Pemanfuatan Hasil Hutan Bukan Kuyu pada 

Hutan Lindung meliputi : (a) mengambil rotan ; (b) 

mengambil madu , (c) mengambil buah dan aneka hasil 

hutan lalnnya , dan (d) perbu_cuan satwa lla_c yang 
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t1dak d1l1ndung1 dan d1laksanakan secara 

t r adisionil . 49 

Subyek hukum yang dapat dibe L' i kan izin 

pemungutiln hilSil hutiln kilYU diln bukiln kilYU dilpat 

d1beL' ikan kepada : (a) perorangan dan (b) Koperas1 . 

Dari ketiga jenis pemanfaatan kawasan lindung, 

pemanfaatan jasa Ilngkungan dan pe.mungutafl has1l 

hutan bukan kayu mempunyai izin yang berbeda . 

B. Kemungki nan HUtan Lindung untuk Keqiatan Us aha 

Pertambanqan 

UL'a1an tentang- pemanfaatafl Hutan Linduflg' secara 

jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang No . 41 

Tahun 1999 dan Peratu.ran PemeL'intah No . 34 Tahufl 2002 , 

yang hanya meliputi tiga hal yaitu , pemanfaatan 

kawasan Ilndung-, pe!nenfaatan j asa Ilngkungan dan 

pemungutan hilSil hutiln bukiln kayu . Nilmun, apil yilng 

telCih diatur tersebut masih terdapat pasal karet yang 

memungkinkan dililkukan perubilhiln pada ketentuan 

pemanfCiatan hutan lindung . Hal ini dapat di telaah 

.9 Ibid., Pasa\ 23 Ayat (3}. 
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daL'l ketentuan Pasa1 19 Undang - Undang No . 41 Tahun 

1999 . 50 

Pene1itian terpadu di1aksanakan untuk menjamin 

obyektifitus dun kUulitus husil penelitiun , muka 

keglatan pene1ltlan dise1engga.cakan ole11 1embag-a 

Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki 

oto.r::-1Las l lmlah (scientific authoLity) bersarna- sarua 

dengan pihak lain yang terkai t. Dalam Ayat (2) Pasal 

19 Undang - Undang No . 41 Tahun 1999 dije1askan bahwa , 

yang dimaksud dengan berdampak penting dan cakupan 

yang 1uas serLa berni1ai st.r::-ateqis ada1ah, perubahan 

yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti 

perubahan lk1lrn, ekoslsLern, dan pengg'unaan tata air, 

serta damp ak sosialekonomi masyarakat bagi kehidupan 

generasl sekarang dan generasi yang akan datang . 

Kerancuan isi Pasal 19 didukung pula oleh Pasal 

38 Undang- Undang No . 41 Tahun 1999 , 51 yang memungkinkan 

"'J Cp., Cit, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tenta.-.g Kah ... 1ana'L Pasa! 19 iiie;'jatakan bahwa, (1) 
Pen.ibahan peruntukan dan fungsi ka-wasan nutan ditEttapkan oleh Pernerintah der.gan didasa.i<a.. pada hasil penelitian 
terpadu, (2) Perubahan peruntul<afl kawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang ~ panting dan caktpafl 
yang luas sefta bemilai strategis, ditet~an oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan P.akyal (3) 
Ke!eoo.!Rn!entang tata ('.am peniI.ahan peruntltan kawaXl!1 hutM dan perubahan fung,.~ kawascUl hutan SEbagajmana 
dimait.s;j(j pada ayat (1 j dan ayat (2} diatur dengao Pe!aturao reinetiotail. 

51 ibid., Pasa! 38, 
Pasa! 38 /TtOOyatakan bahwa, (1} Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan Imya .~ dlakukan di dalam ·kawasSlllltm j:roduksi dOO kaWasan hUtan lilXtlng, (Z) Pmggunaan 
kawasan hut;an sebagaimana dJrnakstKi pada ayat (1} dapat diialrukan ta!1>a mengtilah fungsi pokok kawasan hutan, (3} 
Penggunaan kawasan hutan unILIk ~gan pI;lItarmangan dilalmkli1 melalui pemberian izin pinjam pakal oIeh Menteri 
dengan mempertimbangkan batasan iuas dan jangka waktu tertBntu serta keiestarian iingkungan, (4) Pada kawasan hutan 
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peman[aatan kawasan hu t an llndung bagl kepentlngan 

pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan 

di uclcIn kawaScIl hutcIl linuung uaIl hutcn prouuksi 

ditetapkan secara selektif. Kegiatan- kegiatan yang 

dapaL mengaklbalkan teL'jadlnya ke.t'usakan serius dan 

mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang 

bersangkuLan dllarang. Kepentlngan pembangunan dl 

luar kehutanan, adalah kegiatan untuk tujuan 

straLe9ls yang Lldak dapaL dlelakkan, an lara laln 

kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, 

telepon dan lnsLalasl alr, kepenLlngan rellgl, serla 

kepentingan pertahanan keamanan. 52 Penjelasan Ayat (3) 

Pasal 38, pada prlnslpnya -, . 
U.L 

1 _ _ __ _ 

Kd \<'I:!d!::> dIl huLan Lidak 

dapat dilakukan pada pertambangan terbuka. Pola 

pe.r:Lambangan Lerbuka dlmungklnkan dapaL dllakukan dl 

kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus secara 

selektif. 

Berucscrkcn ketentucn pcscl ucn penjelcsan 

terutama Pasal 19 dan 38 Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 ucpct uikctckcn telch terjaui multi tcfsir 

lindur.g di\arang metakukan penambangan dengan pola pertambangan tert::uka dan aj'<lt (5) Pemberian izin pinjam pakai 
sebagail1".ana dimaksoo pada ayat (3) ;'lIng baltlafr".,.,ak psnling dan cakupan ,'ling luas sa:+.a bemilal Su"ategls dilakukan 
0100 Menteri alas pe!Sciujuan Dewan Pe!Wakiian Rakyat 

52 Penjeiasan Pasai 388'1at (1j Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. 
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te.r::-hadap ketentuan- ketentuannya . Seseo.r:-ang boleh 

berpendapat bahwa kegia tan penambangan di hutan 

linduIlg diperoolehkaIl deIlgaIl keteIltUaIl daIl syarat-

syarat y a ng ketat , dan juga boleh dikatakan bahwa 

kegiaLan penambangan di ka\l<!asan hutan lindung sarna 

sekali dilarang, karena kegiatan pertambangan 

cende.r:ung me.r:usak lingkungan dan akan rne.r:·ubah fungsi 

yang ada . 

KeLenLuan Undang-Undang No . 5 Tahun 1967 LenLang 

Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan telah 

Hutan . Hal ini di dukung dengan dikeluarkannya 

kebijaksanaan Perne.ci.rlLar1 fnelalul Sidang KabineL 

Terbatas pada bulan Oktober 1980 , maka Menteri 

KehuLanan saaL .. 
..LLU Lelah mengga.r:iskan keblj aksaflaafl 

dalam penggunaan ka-wasan hutan untuk keperluan lain . 53 

PinjaIn Pakai KaWa!:>aIl HutaIl adalah p e Ilye rahaIl 

p enggunaan atas sebagian kawasan hutan b a ik yang 

telah ditunjuk HlaUpUIl yang telah ditetapkaIl kepada 

pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar 

53 Barnbang Pamuiardi. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan Kedua {Jakarta : PT 
Raja Graf.>ndo Persada, i~}. , hlm. 149. 
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sekLoL kehutanan tanpa mengubah status, peL'untukan 

Kegiatan pertaIIlbaIlgan sebenarnya sudall ada 

sebelum luhirnyu Surut Keputusun J'.1enteri Kehutunan 

tenLang Pinjam Pakal Kawasan Hutan, yaitu sejak 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Nodal AsIng dan Undang-Undang No. 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 

Dalam Undang-Undang PN .. n.. dlnyaLakan usaha 

pertambangan bukan termasuk bidang usaha yang 

bidang usaha yang tertutup untuk penaman modal asing 

secara pengusahaan penuh Ialah bldang~bIdang yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat 

banyak, yang "1' " rne..L..LpUL..L : ( a) pelabuhan-pelabuhan; (b) 

produksi; (e) tranmisi dan distribusi tenaga listrik 

untuk umum; (u) telekoII1UIlika!:ii; (e) pelaycLr.-aIl; (f) 

penerbungun; (g) uir minum; (h) keretu upi umum; (i) 

54 Pinjam Pakai pada kawa.<\af) hutan diatur KEf'I;I!usan Menteri Kenutanan Nomor 55!Kpts .. !!!1994 Tanggai 7 
Pebrua.i 1994 tenting Pedor..an Pilljam Pakai Ka'Nasan Hutan yang men.pakan penyempumaan dan Keputusan Direktur 
Jenderal Kehutanan NOOlOr. 641Kpts1DJl1'987. 

5> !w.iooesis , Undag-undangtent8!lg Penanaman Moda! Asing, Undang .. Undang No~ t Tanun 1967. Tanggai 
10 Januan 1967. Pasa/6. 
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pembangkit atom; rnass !nedia. 56 

ketentuan Pasal 6 Ayat (1) tersebut sebenarnya secara 

aSo!:l hukum !:luuoll tiuok uitepati logi, kareIla !:laat ini 

sudah rnengalarni perubahan-perubahan, rnisalnya 

per:usahaan air {ni. n urn dan Lelekomuni.kasi. sudah dapat. 

rnelibatkan PMA. 

Iji.n unLuk melakukan kegi.aLan usaha per:Lambangan 

diperoleh investor didasarkan dari: 

1. Kontrak Karya Pertambangan 

Kontrak Karya Pertarnbangan (KKP) rnerupakan 

per:-janji.an anLar:a Pemer:-i.nLah dan pengusaha 

pertarnbangan yang rnenjadi dasar hukurn -bagi pihak 

penqusaha unLuk melaksanakan keqi.aLan per:Lambanqan - - - -

di Indonesia. Dalarn kontruksi "kerjasaIna" ini, 

pi.hak Pemer:i.nLah menjadi. "P.r:-illcipal" dan pi.hak 

pengusaha rnerupakan "Contractor" . Dalarn KKP 

teruopot ketentuoIl - ketentuon yang merlgotur 

berb<lgai h<lk dan kew<ljiban contractor serta 

be:cbogoi kemuuollon yang uopot uiberikoIl Pernerintoll 

kep<ld<l Contractor untuk rnelaksan<lkan kegiatan 

usahanya . KKP i.ni. sesuai. dengan keLenLuan Pasal 10 

56 Ibid,! Pasat 6 Ayat (1j. 
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Aya t (I) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 Lentang 

Ketentuan-Ketentuan Poko k Pertambangan yang 

menyatakon bahwa, "lvIente:ri dapat IUeIlunj uk pihak 

lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk 

melak.sanakan pe ke.c j aan-peker j aan yang belum a t au 

tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi 

Peme.Lin Lah atau perusahaan negara yang 

bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan". 

IvienLe.r:i yang dimak.sud dalaril k.e tentuan ini adalah 

Menteri yang bidang tugasnya mencakup b i dang 

pada PMA pertambangan sebagaimana diketentukan 

dalam Pasal 8 AyaL '" , \ 1- } Undang-Undang P.tv1 .. l'i, yang 

menyatakan bahwa, "Penaman modal asing di bidang 

p e.r:Lambangan didasa.r:k.an pada suaLu k.e.r:-jasama 

dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau 

bentuk loin !5e!5Uol dengon peroturoIl peruIldoIlgoIl 

yang berlaku . " 

KKP di woktu lolu !5ongot berI1o!5il menorik PlvIA 

di bidang pertambangan dikarenakan 

a . KKP memua L k.eLenLuan yang rnencak.up p.r:·ak.Lis 

segala aspek pelaksanaan usaha pertambangan; 

57 S. Sigit .. Op. Cit., him. 29. 
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b . PemeL' lntah memberl per1akuan lex spesialis pada 

KKP, segala ketentuan dalam kontrak tidak akan 

diubah oleh per:aturan perundangan di kemudian 

hari, kecuali kesepakatan kedua belah pihak; 

c . Da1am me1aksanakan kegla t annya, kontrak t or 

mendapat hak kelanjutan {conjuctive title) dari 

satu Lahap ke tahap berlkutnYd, yaltu darl 

penyelidikan umum sampai dengan tahapan 

eksp1ol t asl, pengo1ahan dan pemasaran; 

d. Bila timbul sengketa antaraprincipal dan 

Kontrakto r yang- t ldak dapat dlse1esal kan secara 

musyawarah atau kompromi , maka kontraktor berhak 

membawa per:soa1annya ke arbltrase ln t ernaslona1, 

dan 

e . KKP baru dl1aksanakan sete1ah mendapa t 

persetujuan Presiden sesudah terIebih dahulu 

dikonsu1tasikan dengan (dan disetujui oleh) DPR . 

Dengan demikian kedudukan KKP sangat kuat, boleh 

dikata !larnpi~[" sekuat undarlg- undarlg . 58 
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2 . Perj anj ian Kerjasama Pengembanqan Pert ambangan 

Batu Bara (PKP2B) 

Model pengusahaan batu bara tidak dalam bentuk 

KKP tetapi PKP2B atau dikenal dengan "Coal 

Coopera Lion Agreelllerl L" yang kemudlan dlkenal 

dengan nama Perjanjian Kerjasama Pengembangan 

Pertambangan Batu Ba_ca dan dlslngkat PKP2B . 

Berbeda dengan Kontrak Kerjasa..'Tla Pertambangan 

(KKP) sebagalmana dlmaksud dalam makna bahasa 

Inggrisnya dikenal dengan istilah COvJ atau 

COIlt.cdCt of Wo.ck, dalam kontruksi PKP2B semula 

yang menjadi Principal bukanlah Pemerintah, 

melalnkan Perusahaan Negara Perum Tambang- Batubara 

yang kemudian digantikan oleh PT Tambang Batu Bara 

Bukl L Asam ( PT BA) . Oleh karena PT BA juga 

merupakan perusahaan "go public ," maka dengan 

dilaksanakaIlIlya p:r-ivatisasi , PT BA tidak lagi bisa 

mempertahankan posisinya sebagai Principal dalam 

PKP2B . Dengan demikian sejak 1996, Pemerintah 

kerubali sebagai Principalnya . 59 

59 ;h;' him ~1 .w.O .• .... ... ~v . 
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BAB III 

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN INVESTASI USAHA 

PERTAMBANGAN DI HUTAN LINDUNG 

Kewenangan memberikan ij in investasi pertambangan 

selaln dlatur dalam Undang- Undang No . 41 Tahun 1999, 

diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lain. 

Peraturan perundang - undangan tersebut antara laln, 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan PeratuL'an PemeL'lntah No. 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagal Daerah Otonof1l . I>1esklpun Dndang-Undang- No. 22 

Tahun 1999 telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 32 -

Tahun 2004, namun tldak meng-r-lalang-l untuk dlkemukakan 

dan dikaji dalam penulisan ini sebagai bahan 

perbandlngan . 

Kewenangan pemberian izin investasi di bidang 

pertambangan yang berkaitan dengan kawasan hutan 

dipegang oleh Pemerintah (Pusat), Propinsi dan 

KabupateniKota dan yang berkaitan dengan investasi. 
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A. Kewenanqan Menteri Kehutanan 

Kewenangan Menteri Kehutanan adalah kewenangan 

Pemerintah Pusat. 60 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

dalam Bab IV diatur ten tang Kewenangan Daerah. Pasal 

7 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 rnenentukan bahwa, 

kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh 

bidang Pemerintahan, kecuali ke\l<fenangan dalam bidang' 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter dan fiskal, ag'arna serta kewenangan bidang 

lain. Kewenangan bidang lain, sebagaimana di..TLaksud 

pada Aya t (l), rneliputi kebijakan tentang perencanaan 

nasional dan pengendalian peffibangunan nasional secara 

makro, dana perirnbangan keuangan, sis tern administrasi 

negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan 

dan pemberdayaan sumbe.c daya manusia, pendayagunaan 

sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang 

strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 

Dalam Undang- undang penggantinya, yaitu Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, urusan 

pemerintahan, meliputi (a) politik luar negeri; (b) 

i)ij Peraturen P~ertntah No.25 Tanu!'! 2000, Pasai i bagian a, disebtJtKan Pemenntah Pusat, setanr ... Jtnya disebut Pemer!nt~h,. 
adaIah per-angkat Negai'a Kesafuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden heserta para Meoteri. Dalaru ~ Nu.41 
Tahun 1999 tenlang Ke!rull!rn!!l. PHS!!! 1 ke 15. yang dimai<.surl de!lga!l Memeri. i!d!!!!!h!llef!!tl!j Yl:!!lll ~l!i lL'!jl!S OHn .nmgg!!!lg jawab 
di bidang keliulailail. 
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pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter 

dan fiskal nasional, dan (f) agama. 61 

Kewenangan Pemer'intah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom selain diatur dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 diatur pula dalam Peraturan 

Pemerintah No . 25 Tahun 2000 sebagai pengejawantahan 

Undang-Undang No . 22 Tahun 1999 tentang- Pernerintahan 

Daerah,yang diatur dalam Bab II . Dalam Pasal 2 

Undang-Undang No.22 Tahun1999 dinyatakan bahwa, 

(1) Kewenanangan Pemerintah mencakup kewenangan dalac-rl 
bidang politik luar negeri, pertahanan dan 
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama 
ser ta kewenangan bidang- lain. 

(2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), 
nasional, 

meliputi kebij akan ten tang perencanaan 
dan pembangunan nasional secara makro, 

dana perimbangan keuangan, sis tern adrninis trasi 
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan 
dan pemberdayaan swnber daya manusia, 
pendayagunaan SlliT~er daya alam serta teknologi 
tinggi yang strategis, konservasi dan 
standardisasi nasional. 

(3} Ke-wenangan bidang lain, terutama yang berkai tan 
dengan bidang Kehutanan di tetapkan dalam Pasal 2 
ayat (3) butir 4 bagian c, dinyatakan kewenangan 
Pemerintah dalam Bidang Kehutanan dan Perkebunan, 
yaitu penetapan kawasan hutan, perubahan status 
dan fungsinya . Butir 7 bidang Penanaman Modal 
dinyatakan pember ian izin dan pengendalian 
penanaman modal untuk usaha berteknologi 

$1 Reputmk hidorl~;'a'. (J;-rd8rlfj-iirniang Tei1tai7g Pet1Jthint8Jian Daer81\ UnGafig-Und-ang No_ 32 Tatum 2004, LN. No. 125. TLN 
No_ 4437. 
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strateg-ls yang mempunyal derajat kecangg-lhan dan 
berisiko tinggi dalam penerapannya. 
Dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dltentukan bahwa 

penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada 

Pemerintah untuk: 

a. meng-atur dan mengurus seg-ala sesuatu yang-

b. 

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan, 
menetapkan status 
kawasan hut an atau 
kawasan hutan, 

wllayah tertentu sebag-al 
kawasan hut an sebagai bukan 

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum 
an tara orang- deng-an hutan, serta mengatur 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. 

Kewenang-an Nenterl Kehutanan yang- terkalt 

langsung dengan izin usaha pertambangan diatur dalam 

Pasal 38 Ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 

ten'tang 62 Kehutanan. Ke"·Jenangan Menteri l(ehu-tanan 

tersebut sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kehutanan 

Pasal 1 Ayat (15). 

;;Z Pasal 38 ft!fai (3) Undang-Undang NeAl Tahtmi999 dinyaia!<.an ban-.Y!!, Pengguflaafl kawasafl !lilian unillk kepeniingan 
~I! dilal!ukan mejall!j~llijio pi!!jHm pMai aen Merneri dengao mempertmbangkan ~ lt1!!S Uan jaogM \&tu 
tertentu serta kelestarian linakunQalt DaIam Avat i51 dinvatakan bahwa. Pemberian iiin oiniam Dakai sebaoaimana dimaksud Dada avat 
{3! yang -berdampak ~ dao-cakupan yafig was -serfs bemilai ~ ·diIakukaIi~ ·M. alas ~ OewanpeIWlIkiao 
Rakyat 
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B. Kewenangan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral 

Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Minera1 63 yang diat.uT da l am Pasal 1 huruf j Undang-

Undang No.ll Tahun 1967 f rnenentukan bahwa tugas dan 

kewenangannya meliputi urusan pertambangan . 

Kewenangan tersebut tercerrnin dalaIn ketentuan pasal 

4, Pasal 17 dan Pasal 18 . Dalarn Pasal 4 dinyatakan 

(1) pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan 
usaha pertambangan bahan ga 1 ian tersebut dalam 
Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh 
Henteri ; 

(2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan 
usaha pertambangan bahan galian yang tersebut 
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Tingkat I yang daerah 
kewenangannya terdapat bahan galian; 

(3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan 
DaeL'ah khususnya dan NegBra umwnnya, Henter.-i 
dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan 
bahan gBlian tertentu sebagBimana diatur dalam 
Pasal 3 Ayat (1) huruf b kepada Pemerintah 
Daerah Tingkat I ditempat terdapatnya bahan 
galian itu. 

Selanjutnya kewenangan Henteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral untuk rnernberikan ijin kuasa pertarnbangan 

53 Kiffika-;ahi"nya Uiidang-Undang No.' 1 Tahuil1S67~ Menteri yartg dmaksi.id adalah Manti Pei1arnbangaii: pads saat im Menm 
yang diberi kewenangan dan dimaksud berdasa'kan Undang-Undang JIh 11 T ahun 1967 adaIah Menlri Energi dan Sumber Day<! Minernl 

$4111!blesia,Undang-Und;MJgt~Ketentuan-KeteduanPokokPettambangal, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, LN. ttl. 
Nomor 22~ Tarnbahan Lembaran Negara t-ki. 2831 . 
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diatur pula dalam Pasal 17 dan Pasal 18, y ang-

menyatakan bahwa; 65 

(1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan 
diajukan kepada Menteri. 

(2) Dengan Keputusan l'1enteri diatur cara mengajukan 
permintaan yang dimaksl1d da l am Ayat (1 ) pasa l i n i r 
begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi 
ol en peminta r apabi l a bell1m dit.entl1kan da l am 
Peraturan Pemerintah termaksud dalam Pasal 15 
Ayat ( 2 ). 

Permintaan kuasa pertambangan hanya 

dipertimbangkan oleh Menteri setelah pemohon 

membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap 

"saha per+a-rnhan""a'" "a"''''' alra'" "'~-;ala"'v-an 66 u. J. ... ' ~ - .1u ..... ..1 "'=' J..,I, ~ J.J.':!I .J~ J.J. ~...L -' .lJ.J.~ • 

Kewenangan dari Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral selain diatur dalam Ketentuan Pelaksana dari 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 diatur pula dalaJn 

Per.'a t uran Pemerintah No.32 Tahun 1969, 67 yang 

memberikan kewenangan kepada investor untuk melakukan 

ss Ibid, Pasa117. 

GS ibid, PasaI1B. 

(;1 Indonesia, Pen1uran Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang.undang No. t1 tahun 1967 tentang 
Ketent!!an-ketentuan Po!!oI! Pe!tambangsn • PP No. 32 Ta!!!ln 1969. L~ Neg!I"a R~ !ndonesia Tahu!'! 1969 No. 00, 
Ta."t.bai'.an Lar.baran Nagara Nanor 2916 sabagaimar.a lelah diuba.i der.gan Paratllran Par.arintah No. 79 Tahun 1992 tar.tang 
PerJbanan atas Peran..rran PenerinT~h Nemer 32 Tahun 1969 teniang Peiaksanaan Undang.-undang. Nemer ii Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan PokilkPertambangan ,l..embaran Negara Republildndonesia Tahun 1992 No. 129, TambahanLembaran NegaraNo. 
3510. 
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kegiatan usaha penarnbang-an dengan terlebih dal-lUlu 

disyaratkan memperoleh kuasa pertambangan dari 

Menteri. 66 

Setelah diberlakukanya Undang-vndang No. 22 Tahun 

1999, Pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 

kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1967 tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang No . 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan 

ketentuan tentang Pemberian Kuasa Pe rtambangan diatur 

dalam Pasal I, yang memberikan kuasa pertambangan 

kepada Bupa Li!Waliko La dan Gubernur. 69 

bS ibid. Pasai i jo Pasat 20 jo Pasai 21 jo Pasai 22. 
Pasal 20 menyatakan bahwa, • sefu;p usaha. pertarrtbangan bahan gallan valla termasuk daIam golongan bahan 

gali1Ul Wa!egis dan yo!ooga!! b!Iilan galia!! YiP.!! baru dtIpa!d!ak~ apabila 1l!f!tOOdahLI!u lei!!h ~.ll!! Kuasa 
Pertarnbanoal1 dari Menteri'" . 

Pasal21 meoyaJakao ba/Iwa, {1} JiJnIah luas wiIayall beberpa Kuasa Pertamballgan Psnyelidikan ~. Kuasa P~ 
Esklllorasi dan Kuasa Pertambaooan Eksclorasi vana daoat diberikan keoada satu badan atau seorana DemeQliI1Q Kuasa Pertanbanaan 
tiI:t!!k bci!eh !!1f!Ieb!liberfo-lfu!41nl25.00If.(duapUruh-!ina rmu}hekta-e, 10.1lOO {sep!!klh rbt-l) heldare-lian 5.000 -(§ma rbJ) heldare dan 
lMIayah hukum pertambangan Indonesia; (2) lJntuk mendapat jumlah Iuas lAilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebll1i luas 
tmna!<sud pam Ayat(1) pasa! ini, pemo!lon Kuasa Psta!nballga!! han!S 1I!r!!!b!! dahtm mendapa! izin dari Menmri. 

PasaI22 menyalXan bahwa, (1) Pekerjaan usaha pertrnbangan suatu Kuasa Pertambangan tidal< boleh dilakukan di tempat yang 
d!lya!allll!! sebagai wlayah terlu1up l!!l!uk kepentinga!! ulmm dan ~!-1!rnpat secara !dn.1SUS diteniukll!! o!eh .Me!!teri; (2) Untuk 
tempat-tfrnpat yang sebeJum ada penetapan Menter; tennaksud pacta ayat (1) pasaI ini telah dnyatakan sebagai \Wayah yang ter1utlJp 
tl!l!1..1!<. ~.epeI!1ingan LIffiIl!Il o!eh ins!ill!!si lain, malt.a ~ bah!!!! g!!ia!! hlIDya dtlpat dlakukl!!! l!tlI8 izin MenBi dengan 
mengiiigat pendapat dan pe .. 1inbangaii daoi ins/ansi befsar.gKullin. 

j;9 !!ldooesia • . Pent!..IfBII Pemerintah Rep..J#iik t'!done!;ia tentll!!g Peiab-. /.;~ No. 11 lahun 1967 temang 
Ketentu~-ketentuan Pokok Pedambangan • PP No. 32 Tahun 1969. Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. 
T ambahan i.erJJiMIiIn Negara No. 2831. 
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C. Kewenangan Pemer.intah Daerah Prov.ins.i 

Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9, menyatakan bah"'/a; 

(l)Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup 
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang beL'sifat 
lint as Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam 
bidang peme.cinLahan le.r:tenlu lairlflya. 

(2}Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk 
juga kewenangan yang Lidak aLau belum dapaL 
dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 

(3) Ke"v'19rlarlgarl P .ropir1si. sebagal WllaYdIl Adrnlrlls t .casl 
mencakup kewenangan dalaIIl bidang pemerintahan yang 
dillrrtpar-lk.arl 
Pemerintah. 

kepada Gube.r:·nu .c selaku wakil 

Pasal 10 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dinyaLakan 
bahwa, 

(1) Dae.r:ah be.r:wenang mengelola surnbe.c daya nasional 
yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung j awab 
merneliha.r:a keles La.r:ian lingkungan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2)Kewenangan Dae.r:ah di wilayah lauL, 
dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 

sebagaimana 

a. eksplor:asi, esJc,..plol Lasi., konser:·vasi, dan 
pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut 
ter:sebut; 

b. pengaturan kepentingan administratif; 
c . pengaturan tata ruang; 

Oa!am Pasa! 1 men'lataialn bah'JIa. (1) s.."tiap usaha pertambangan bahan gallan 'lang tennasuk dalam golongan bahan 
galial! s!rategis dal! goloogan baha!! ga!al! viia!. baru dapat ~an apabia !e!lebihdahtJk! te!ah me!!dap!!!lc.al! Kuasa 
Pertarnbangan; (2) Kuasa Pertarnbangan sellagarnana dima~.sud daIam a','at (1) dapat diberikan cleh: (a) BupalilWalikCla ~ 
wik!yahKIJl!8a p~ terle!a!<. dakm wiiayah K<b!pa!en!Kola dmiatauti ¥ti.!ayah Jaui SlITlpl:!i4 (ernpa!) mil iau!; {b)Gtmnur 
apabila wilayah Kuasa PErtarnbangannya terle!ak dalam beberapa \\RIayah KabupatenlKota dan fidak dilakukan kefja sarna antar 
Kabupaieo,'KoIa lllalipUiilflit ...... . KaOOpateiy"r<ma deii!jifii Pfopliisi, dafifaiau Di May-an .wi Y-iIil!jlei"ietakalllafa 4 {eiI!jJaQ _ijlili rleIlgan 
12 (dua betas) m~ taut (c) Me.".ert apabila ~ta'iah Kuasa Perta."llOangam'l';a ter.etak daIam bebetapa ~ta'ja.'l Propinsi da., tidak ditakukan 
keri.a sma antar Proplnsi. dan1a!au di wi!ayah 1aut yang ter!e!ak di luar 12 (lila belaS) mil taut 
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d. penegakan hukum terhadap pera t uran yang 
dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan 
kewenangannya oleh Pemeri.nLah; dan 

e.buntuun penegukun keumunun dun keduulutun negura. 
( 3) Kewencmgcm DCl.erCl.I1 KCl.bupaten UCl.Il DCl.erCl.h Kota ui 

wiluyah luut, sebuguimunu dimuksud pudu Ayut (2) , 
adalCl.h sejCl.uh sepeLtigCl. uCl.ri bCl.tCl.S lCl.ut DCl.erCl.h 
Propinsi. 

(4)PengaLuran lebi.h lanjuL mengenai. keLenLuan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan 
dengan. Pe.caLUL-'arl Perner.-' lflLa11 . 70 

Dalarn bi.dang per: Lambangan, Guber:'nur: sesuai. 

kewenangannya berhak memberikan izin kepada investor 

atas pe.r-rHoflOflarl pencadangan perLarnbangan 

apabila pencadangan wilayah yang dimohon terletak 

pada wi.layah li.nLas KabupaLen/KoLa dan wi.layah lauL 

di luar sepertiga dari batas 1 aut rlaerah Pr ..... · ...... ~ ~Sl· 71 .L. u. • Vp.L.H • 

Guber:nur juga mernber:i.kan i.zi.n Kuasa Per:Larnbangan 

(KPj, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerja 

Pengusahaan Per: Lambangan BaLubara (PKP2B), sesuai. 

iv Kewenangan Propinsi juga dipert.egas da!am Peraiur.m P~ i'!O. 25 TahUl'! 2000. Pasa! 3 bag!an 3. yai!tl di bidang 
Pert.-nbal!!j!ll! dan Energi : {a} Penyidaan W!o;llllgall pengeflilangall dan pernanfaatan ~ mintr.I1 dan energi sena air bawah 
tanal;, (hi pemberian izin usaha inti pertambangan Ilii1ilii1 lintas KabupatEn,'Kota yang rrtelipiJli eksplorasi dan eksploitasi, {c) pemberian 
tzWl .usa/)a ·inti isfJi< dan dislrOOsi liotas J<abupaten/Kota yaIlg ·tidak .~ ice !Jid nasionai, (.:I) peI1!JE!loIaan sumberdaya IT!eIlirai dan 
enarlli rtOti miaas kacuali baha .. radio aktif oada ~vah laui dan 4 SiiI1Ilai dancan 12 m~. ie) oeIatiha.-. da .. ua.ialitiarl di bidanQ 
pert,vnballgan dan energhhilayah Propinsi. • • . - . . . . . -

Dalam bidana KeI'.utman dan Perkebul1aI1. dalam baQian 4. haJ..l'.al VSoia be;kaitan deI1aan Daerah ProoIr.si vana berkaita!l 
dengan perizi!l!!!!ada!8h b!!lir pyaibJ. !Ilru! ser!a secaraak!lf ~:aPe!rn!!intan da!an ~.an kawasan serta ·~ fungsi 
dan slallls hulan da/am rar.gka perel;car.aa.,. tata man; Propir.si berdasarka.-. kesepakatan antara Prapinsi dan Kabupatell/Kota 

11 Kepu1usan MenteliEna-gi dan 51mber Daya Mineral No. 1603 Kl4DlMEW2003tentang Pe<bnan Pencadangan Wtlayah 
Pertalr.oangan. 
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lingkupnya. 72 Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 telah dipertegas pula dalam Ayat {1) bahwa, 

hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam 

dun sumber duyu luinnyu untura Pemerintuh dan 

Peme.cinLahan Dae.cah melipuLi: ( a) kewenangan, 

tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengendalian dampak, budidaya, dan peles La.r:ian; (b) 

bagi hasil atas pemanraatan sumber daya alam dan 

sumbe.c daya lainnya; (c) penye.casian lingkungan dan 

tata ruang serta rehabilitasi lahan . 

Dalam AyaL dinyaLakan 1)1_ .~ ht.d;4 
~ .. .. ~, 

bidang pemanraatan slli~er daya alru~ dan sumber daya 

lainnya anLa.c peme.r:-inLahan dae.r:-ah melipuLi: 

pelaksanaan pemanraatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang menjadi kewenangan dae.r:ah, (b) 

kerja sama dan bagi hasil atas pemanraatan sumber 

daya alam dan ::lumber daya lairmya antar Pemer"intahan 

Daeruh, dun (c) pengeloluun perizinun bersUffiu dulam 

pemanfaatan ::lumber daya alam dan ::lUInber- daya laiIlIlya. 

7? Kepu1lSUl Menten Ensrgi da.~ StJrrh-er Da',-a Mineral Net 1453 Y .. l29fMEM/2000 T~mtmg PadarKUl Tams Pe.,..,'eten~n 
Tuges P!!mE!!intahan di 8idang Pertambangan Umt!!l_ 
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D. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 

To.hun 1999 dinyo.to.Ko.n oo.h\o'1o., 

(lj KewenangiJ.n DiJ.eriJ.h KiJ.bupaten diJ.n DiJ.eriJ.h Kota 
menCo.Kup semuo. KeWeno.ngan pemerinto.han selain 
kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan 
yanq diaLu,c dalam Pasal 9 . 

(2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan 
oleh Dae,cah KabupaLen dan Dae.r:'ah KoLa melipuLi 
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan, pe.r:-Lanian , pe.r:'hubungan, indus Ui 
dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan 
hldup, pe.r:-Lanahan, kope~asi, dan Lenaga ke.r:-ja . 

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan 

sebaqai.rna!ld dlfnak.sud dalarH P~~:.41 7 darl Pasal 9-

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, di tetapkan dengan 

Pe.r:'aLu.r:-an Peme.r:inLah . BupaLi/walikoLa dapaL 

menerima/menolak dan memberikan izin Kuasa 

Pe.r:-Larnbangan (KP) , KonU'ak Ka.r:'ya (KK) dan Pe.r:j anj ian 

Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) , 

, . , 73 
sesua.i .LlIlgKuprlya . 

73 /bId, 
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E. Per:i.mbangan Keuangan hasi.l pendapatan usaha 

pertambanqan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pa so. 1 1 Dutir 13 mengatur mengenai 

perimb<1ng<1n keuang<1n <1nt<1r<1 Pemerint<1h dan 

Peme_cLnlah Dae.rah. PeLimbangan keuangan an t a_ca 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu 

sislem pernbagian keuangan yang adil, PL-opo_csional, 

demokratis, transparan, dan bertanggung jawab 

dalam Lang ka pendanaan penyelenggar:aan 

desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 

dan kebuluhan dae.rah se.rla besa.ran pendanaan 

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

PeLaluLan PerneLinlah No. 25 Tahun 2000 dinyalakan: 

(1) Daerah .berwenang 
nasional yang 
bertanggung jawab 

mengeioia sumber daya 

memelihara kelestarian 
lingkungan sesuai dengan pero.turan perundo.ng­
undang<1n. 

(2) Keweno.ngo.Il Do.er-ah di wi 1 0. yo. I1 lo.ut, 
seb<1g<1iman<1 dimaksud dalam P<1S<11 3, meliputi: 
a.eksploro.si, eskploito.si, kOIlServo.si, dan 

pengelola<1n kek<1Y<1an l<1ut sebat<1s wil<1yah 
laut terseDut; 

b. peng<1tur<1n kepenting<1n <1dministr<1tif; 
c. pengo.turo.n to.to. ruo.ng; 

74lr1!i!Jn!!sia, Undang-Undfl1g tenifl1g Pemerint8h!!n Daerah. U!!dang-Urniang No_ 32 Tahun 2Q04 .• Pasai 1PngKa 13. 
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d. peneg-akan hukum terhadap peraturan 
dikeluarkan oleh Daerah atau 

yang 
yang 

dilimpahkan kewenangannya oleh Peme.r::'intah; 
dan 

e. bantuan penegakan keamanan dan kedaula tan 
rleqal. ... a. 

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
di wilayah laut, sebagairnana dirnaksud pada 
ayaL (2) I adalah sejauh sepertiga dari batas 
laut Daerah Propinsi. 

(4) PengaLu.r::an lebih lanjut mengenai k.eLentuan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan PeraLuran PemerinLah . 

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1999 rnerupakan 

pak.eL k.ebijak.an pendamping d;.:,ri Undang-Uundang 

Nornor 22 tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah . 

Dalarn pe.r::'Limbangannya j Undang -Undang No. 25 Tahun 

1999 dikeluarkan dengan rnaksud "untuk rnendukung 

penyelengga.r::aan oLonomi dae.r::'ah melalui penyediaan 

sumber-sumber pembiayaan berdasarkan 

desen Ualisasi j deko'flse'fl L.casl I Luqas 

pembantuan. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 

dipeL'lukan untuk mengatur perimbangan keuangan 

Pernerintah Pusat dan Daerah berupa sis tern 

keuangan yang diatur berdasarkan pembagian 

kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas 

Peme.r::'inLahan . Undang-undang ini 
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sebagal akoffiodlr terhadap tuntutan daerah 

pengahasil slli~berdaya alam yang berasal dari 

llosil tambang . Daerall pemilik sumberdaya alam 

seperti Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan 

Papua tentunya berhak memperoleh pendapatan yang 

lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah yang 

tldak memlllkl sumberdaya alam o Sumberdaya alam 

tersebut meliputi hutan , minyak, gas dan tambang . 

Sangatlah \r!ajar apablla dikaltkan dengan kondisi 

masyarakatnya, karena semula daerah pemilik 

sumberdaya alam malah secara ekonoml pembangunan 

dan tingkat kesejahteraannya justru termasuk 

paling rendah dibandingkan dengan daerah lain 

""ana +~ da;' mem~ 1 ~ ir~ su~herdaHa a 1 am 75 :t 1. ..J ..... ..L J'\.. L L...L...L....L J"t......L .UUJ :t ..L • 

Hal yang fnenarik dari Undang - Undang· ten tang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ini , adalah 

tentang komposisi pembagian hasil sumber daya 

alam antara Pusat dan Daerah . Dana perimbangan 

tersebut terdiri dari : 

75 Slliainan N. Ssnbiing. dkk, Kajian HurJm dan Kebgakan PengeJalaan KS'.rasan Konsentasi dt Indonesia. .Jakarta : 
le!'!>-~ Pengembangan Hulmm Lil!gkungan !n!lonesia (lCEL), 1999)., !lin. 125. 
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a . Baglan daerah darl penerlmaan Paj ak Buml dan 

Bangunan , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

BanguIlaIl , dan Pener'i maan dari SuItiber Daya Alartt ; 

Dana alokasi uInurn dan; 

C . Dana alokasl khusus . 

Komposisi atau perimbangan dana Pemerintah 

Pusa L dan Dae.t'ah Le.t'sebu L dapaL dlllha L dalam 

tabel . 
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Tabel No. 4 Komposisi atau perimbangan dana Pemerintah Pusat 
dan Daerah 

Sl..lInber Pendanaan Porsi Penerimaan Pusat 

Penerimaan t-.Jegara dari Paj_ak Bumi dan 10 

Bangunan 

Penerimaan Negara dari Bea 

Ha,k. Fit.as Tanah. dan Bangunan 

Penerimaan Negara dari 

Kehutanan 

P-ene:r:irnaarl . Nega.r:-a dar:i 

Pertambangan Umuw. 

~en.er.iInaan Negara car.l 

Perikanan 

Perolehan I 
! 

20 

1.0.% Pajak 

I 

BU .. iTti dan Bangunan dan 

20% dari perolehan Hak 

1 7\ +- .......... 

1-'""'·''''''''_'::> 
I Banqunan I -

dibagikan 

m .................. 1.-. 
L~. ll.~. LL 

yang menjadi 

1.11]_ 

kepada 

seluruh Kabupat .. en dan 

Sektor 

sektoI- l 

Sektor j 

20. 

Penerimaan f-.Jegara dari Sektcr Minyak, I 

! Gas Alcun 

Untuk i'ertambangan 

d i- leT) ,"';:=1 n C'f 1---.------::;1- konlpf.)nen. 

Minyak, 
_ .. I 

seteJ..ah I 
I 

sesuai I 
i 
1 

I yang berlaku 

Dntuk Pertambangan Gas Alam setelah 

d.iktlr.=i.ngi pajak k .eten.t11.;U"")' 

berlaku 

70 

Porsi 

Daerah 
J n \ 
\'tiJ 

() () 
:;IV 

80 

80 

80. 

30 

1Tr-_L.. __ _ 

l.cUIUll 2000 Tentang Pel-iITLbangan SurrLber: (Jnclang-(Jncidng 
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BAB IV 

KAJIAN TERHADAP PELUANG INVESTASI 
DI BIDANG PERTAMBANGAN PADA KAWASAN RUTAN 

PASCA BERLAKUNYA PE~PU NO. 1 TAHUN 2004 

A. Investasi Usaha Pertambangan Dan Jenis Usaha Da1am 

Kawasan Hutan Lindung 

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang 

melimpah dan sudah dikelola sejak tahun 1967. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) , Indonesia 

telah mengeluarkan kebijakan pembukaan investasi 

dengan cara mengundang investor asing. Saat ini, 

kebutuhan Indonesia untuk membuka investasi usaha 

guna mengelola sumber daya alam dilatar belakangi 

oleh beberapa alasan antara lain, Politik Hukum 

Penanaman Modal/Investasi Usaha Pertambangan di 

Indonesia. 

Krisis moneter yang terj adi di Indones_ia sej ak 

tahun 1997, yang kemudian berlanjut menjadi krisis 

ekonomi dan krisis multi-dimensional, menyebabkan 

Indonesia sangat tergantung kepada investor untuk 
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mengelola sumber daya alamo Keadaan ini sebenarnya 

pernah pula dialami Indonesia ketika Pemerintahan 

Orde Lama dengan kebijakan ekonomi-politiknya yang 

menyebabkan: 73 , 

1. Ekspor turun dari US $ 620 juta (1960) menjadi 

US $ 462,7 juta (1965); 

2. Utang Luar Negeri meningkat dari US $ 900 juta 

(1961) menjadi US $ 250 juta (Juli 1968, naik 

250 %. Debt Service Ratio tidak terpenuhi, 

sehingga Pemerintah secara sepihak "mengempang 

utang"; 

3. Inflasi mengganas sehingga indeks biaya hidup 

naik 438 kali lipat (Juli 1966 terhadap 1960), 

nilai rupiah turun dari Rp. 160 (1960) menjadi 

Rp 120 (Juli 1960); 

4-. Defisit Anggaran Belanja Negara naik dari Rp. 

6,9 juta (1960) menjadi Rp. 5.237,7 juta (Juli 

1966 menjadi Rp 5.237,7 juta (Juli 1966) atau 

mengalami kenaikan 759 kali. 

73 Kompas, 25 Juni 2000, hlm 20-21. Emil Salim, Seribu Hari Pertama Orde Baru 1965-
1968 dalam buku Sularto (ed) Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia, 
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Bagi Bangsa Indonesia keadaan demikian seperti 

pada masa berakhirnya Pemerintahan Orde Baru. Emil 

Salim sebagaimana dikutip oleh Damar Juniarto 

menyatakan bahwa 7 4, pada masa Orde Lama kehancuran 

hanya pada sektor ekonomi mikro saja, sedangkan pada 

masa Orde Baru kehancuran tersebut terj adi baik di 

ekonomi makro maupu mikro. Kehancuran ini paling 

terl i hat pada sektor industri yang menjadi sektor 

andalan pada masa Orde Baru. 

Utang Indonesia dari berbagai sumber terbagi 

menjadi utang negara dan utang swasta. Menurut 

INFID75 indikator utang yang menjadi beban Indonesian 

sebagai berikut: 

alam 

"Total e x ternal debt, public and pri va te, is abaut 
$ 150 billion, and it is abaut 100 percent of GDP. 
The total amount of govermment debt, external 
and domestic debt, is also around $ 150 billion, 
composed of $80 billion domestic, Indonesia enters 
the league of severely in deb ted countries together 
with Brazil,Argentina,and Equador". 

Semoga saj a investasi pengelolaan sumber daya 

di Indonesia tidak lagi didasarkan pada 

keharusan untuk membayar utang at au karena tekanan 

74 Ibid 
75 INFID's, Background Paper on Indonesia 's Debt, INFID Lobby on COl Meeting, 

November 2001. 
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politik negara lain, sehingga pengelolaan sumber 

daya alam di Indonesia sesuai dengan Ketentuan 

Politik Hukum tertinggi Indonesia sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). 76 Politik 

hukum untul peningkatkan investasi sudah diatur 

dalam Program Pembangunan Nasional 2000-2004. 

Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan 

investasi menu run tajam dibandingkan masa sebelum 

krisis dan secara langsung berakibat pada rendahnya 

pertumbuhan ekonomi . Dari sisi lalu lintas modal, 

masih terj adi pelarian modal yang mana arus modal 

swasta yang keluar masih lebih besar dibandingkan 

arus modal swasta yang masuk. Penurunan investasi 

ini d i sebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor 

keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan 

yang masih belum membaik telah menghambat niat 

investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. Untuk itu, pemulihan keamanan 

76 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945., Pasal 33 Ayat (2) Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
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dan ketertiban serta stabiltas politik menjadi 

prasyart t bagi meningkatnya kegiatan investasi. 77 

Propenas Tahun 2000-2004 dalam kebijakan ke- 7 

dinyatakan bahwa, pemanfaatan kekayaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan diarahkan untuk 

keberlanjutan sistem perekonomian dan sistem 

kemasyarakatan ditentukan oleh keberlanjutan sistem 

sumber daya alam, yang berfungsi sebagai penopang 

sistem kehidupan. Oleh karena itu, setiap upaya 

pemanfaatan sumber daya alam nasional akan 

diletakkan dalam kerangka pengembangan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. 78 

Khusus mengenai program pengembangan dan 

pengelolaan hutan dan lahan; program ini bertujuan 

untuk: (1) meningkatkan mutu dan produktivitas hutan 

melalui pengelolaan hut an secara efisien, adil, dan 

berkelanjutan, sehingga meningkatkan kontribusi 

hutan terhadap perekonomian nasional dan daerah 

77 Indonesia, Undag_undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
2000-2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206. Bab IV Pembangunan 
Ekonomi : Arah Kebijakan ke 5 Meningkatkan Investasi mencakup : peningkatan penanaman Modal 
asing dan penanaman modal dalam negeri, program peningkatan penanaman modal asing dan 
penanaman modal dalam negeri, percepatan restrukturisasi perusahaan negara dan program 
restrukturisasi perusahaan negara. 

78 Ibid., 
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serta kesejahteraan masyarakat; (2 ) meningkatkan 

dan produktivitas sumber daya lahan efisienr i 

melalu# keterpaduan pengelolaan antar berbagai 

pemanfaatan secara adil, berimbang, dan 

berkelanjutan, sehingga lebih dapat meningkatkan 

pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya 

pengelolaan lahan hut an kurang produktif serta 

berkembangnya hutan rakyat dan pengelolaan hut an 

berbasis masyarakat; (2) meningkatnya nilai riil 

hasil hut an serta meningkatnya peranan pruduk dan 

jasa hutan; (3) meningkatnya peran hutan lindung dan 

hut an konservasi dalam perekonomian masyarakat; (4) 

menurunnya pencurian, perambahan hutan, serta 

kebakaran hutan; (5) meningkatkan kemantapan status 

kawasan hut an berbasis pengakuan masyarakat; 

meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan 

industri kehutanan; (8 ) terselenggaranya 

desentralisasi yang mendorong pengelolaan hut an yang 

efisien dan lestari; (9) meningkatnya investasi dan 

peluang usaha bidang kehutanan; (10) meningkatkan 

penyerapan tenaga kerj a dan pendapatan masyarakat; 
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(11) meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan 

dan kOJ servasi dalam pemanfaatan lahan dan hutan; 

(12) ; rpeliharanya fungsi kawasan konservasi hutan 

lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan lahan dan hutan; (13) berkurangnya 

lahan-lahan kritis pertanian dan kehutanan; (14) 

meningkatnya kepastian hak atas lahan; (15 ) 

berkurangnya konflik atas lahan; dan ( 16) 

berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mampu 

mengelola lahan secara terpadu. 

Dalam rangka mencapai sasaran program, kegiatan 

pokok yang dilakukan adalah: (1) penyusunan rencana 

dan mekanisme sistem perencanaan pengelolaan 

pembangunan pertanian dan kehutanan; (2) pemantapan 

kawasan pertanian dan kehutanan berbasis pengakuan 

masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan 

perpetaan kehutanan; (3) pencegahan konversi lahan-

lahan pertanian dan kehutanan untuk kegiatan non 

pertanian dan non kehutanan; (4) inventarisasi dan 

peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan hasil-

hasil hutan dan jasa lingkungannya; (5 ) 

pengembangan penataan kelembagaan 
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surnber daya hutan dengan penguatan kelernbagaan 

at lokal; (6) peningkatan efisiensi 

pernbal dan pengolahan hasil hutan dan 

pening daya guna hasil rnelalui penerapan iptek 

akrab lingkungan, penyeirnbangan produksi dan 

kebutuhan kayu, pernanfaatan hasil hutan non kayu, 

pernanfaatan kayu dari areal perkebunan, dan 

penegakan hukurn yang konsisten; (7 ) percepatan 

peningkatan pelaksanaan reboisasi, penghijauan, 

serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (8) 

pengernbangan hutan tanarnan, hut an kernasyarakatan, 

hut an rakyat dan aneka us aha kehutanan; ( 9) 

perlindungan hutan dari pencurian hasil hutan, 

kebakaran, perarnbahan, dan serangan harna penyakit; 

(10) eksplorasi dan inventarisasi potensi 

keanekaragarnan hayati dan potensi ekowisata/jasa 

lingkungan; (11) pengernbangan kerni traan usaha dalarn 

pengelolaan hutan dan industri kehutanan; (12) 

pernbinaan pengelolaan hutan yang ada dan sosialisasi 

rnultifungsi hut an dalarn rangka sinkronisasi untuk 

rnernperkecil konflik sosial yang terj adi di seki tar 

kawasan hutan; (13) penyuluhan, pendidikan, dan 
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pendampingan untuk mendorong peran dan partisipasi 

dalam pembangunan kehutanani (14) 

penge kelembagaan kehutanan baik nasional 

maupu daerah selaras dengan desentralisasi, yang 

dengan pengembangan profesionalisme dan 

pendayagunaan aparaturi (15) pengkaj ian dan 

penyempurnaan peraturan dan kebijakan bidang 

kehutanani (16) pengintegrasian pengembangan dan 

pengelolaan kawasan kehutanan dengan upaya 

pengembangan pertanian dalam bentuk a grofores try; 

dan (17) pengembangan sistem pengawasan pengelolaan 

hutan dan lahan. 7 9 

79 Memperhatikan ketentuan sasaran pengembangan dan pengelolaan hutan angka 
(3) angka (12), kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai program dilakukan dalam 
angka (3), dan melihat program pemanfaatan sumber daya alam mineral terlihat tidak 
tergambar secara jelas bahwa usaha pertambangan sebenarnya banyak masalah dengan 
kebijakan dan peraturan baru dalam bidang kehutanan. Sasaran program tidak tegas 
menyelesaikan konflik usaha pertambangan di hutan lindung yang sebenarnya sudah teIjadi 
sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Sasaran Program Pemanfaatan Sumber Daya Mineral adalah : (l) meningkatnya 
umur produktif pada pengelolaan cadangan sumber daya mineral; (2) menurunnya dampak 
negatif kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan; (3) lebih terbukanya peluang 
bagi daerah otonom untuk lebih meningkatkan ekonomi dan pendapatan asH daerah; (4) 
terciptanya iklim usaha pertambangan yang mendorong kegiatan ekstraksi pertambangan 
dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan ekonomi pasca tambang; (5) 
meningkatnya kemampuan penyediaan informasi sumber daya mineral di pusat maupun di 
daerah dengan mengutanakan pemanfaatan kemampuan pusat-pusat pertambangan dan 
geologi yang ada di dalam negeri; (6) bertambahnya kemampuan survei pertambangan di 
daerah lepas pantai dan lautan; dan (7) meningkatnya kepastian berusaha bagi 
pertambangan rakyat ataupun pertambangan secara umum. 
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Investasi di bidang pertambangan dalam kawasan 

hutan asih menginduk pada Undang-Undang No. 5 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

dan diatur melalui Sistem Pinjam Pakai 

yang sebenarnya dalam hal ini banyak 

di tentang oleh rezim kaum environmentalism. Sebab, 

diduga mekanisme pinjam pakai kawasan hutan ini akan 

menjadi tumpang tindih dan saling melempar tanggung 

jawab terhadap pemasalahan lingkungan. Jika dilihat 

dari definisi tentang "Hutan LindungH yaitu, kawasan 

hutan yang karena keadaan sifat alamnya 

diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan 

bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan 

kesuburan tanah. Apabila hut an lindung dibagi, maka 

hut an ini akan kehilangan fungsinya sebagai 

pelindung, bahkan akan meni mbulkan bencana alam 

seperti banjir, erosi dan lain-lain. 8o 

Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, UUNo. 5 Tahun 1990, LN. No. 49 . TLNNo. 3419. 

80 Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 5 
Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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,/ , 

Pemanfaatan kawasan hutan melalui pinj am pakai 

hutan sebenarnya lahir karena tekanan 

lagi booming pada tahun 1980- an di 

bidan pertambangan, dalam Sidang Kabinet Terbatas 

pada Oktober 1980, Menteri Kehutanan telah 

meng kebij aksanaan dalam penggunaan kawasan 

hutan untuk keperluan lain. Pinj am pakai 81 kawasan 

I hutan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri 

Kt utanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tanggal 7 Pebruari 

1 ~ 94 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, 

yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan 

Direktorat Jenderal Kehutanan No. 64/Kpts/DJ/1978 

tanggal 23 Mei 1978. Sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, kawasan 

hutan yang dapat dipinjam pakaikan adalah hanya 

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan tersebut 

dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas. 82 

1--
81 Pinjam Pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan 

hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pibak lain untuk kepentingan 
pembangunan di iuar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan 
hutan. 

82 Kawasan Hutan yang dapat dipinjam pakaikan sesuai Pasal 9, Ayat (1) Pada dasarnya 
kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pibak lain dengan cara 
pinjam pakai, Ayat (2) Kawasan hutan selain hutan produksi, hanya dapat dipinjam pakaikan kepada 
pihak lain bila akan dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas. 
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f , 

Meskipun ada aturan yang melarang, namun 

nnya yang terjadi di lapangan sangat 

Investasi di bidang pertambangan sangat 

ang dengan pesat, karena Indonesia mempunyai 

sumbe daya mineral yang cukup besar, seperti emas, 

temb ga, perak, nikel, batubara, bauksit dan lain 

sebt ainya banyak dijumpai di Indonesia. 

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu 

pt dusen emas, tembaga dan batubara terpenting di 

d nia. Pertumbuhan usaha di bidang pertambangan 

merupakan sektor usaha yang tertinggi dari seluruh 

industri primer dalam lima tahun terakhir. Harus 

diakui bahwa perkembangan yang pesat pada 

pertambangan Indonesia hingga saat ini disebabkan 

oleh kehadiran perusahaan-perusahaan asing. Sampai 

akhir tahun 1995, terdapat 132 Kontrak Karya 

Pertambangan dan Kontrak Kerj a Sarna Batubara. Dari 

J' Jumlah tersebut tercatat ada 11 proyek Kontrak Karya 

Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang 
pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah serta tidak 
dipergunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan pembuatan jalan umum, saluran 
pembuangan air, saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, 
repeater telekomunikasi, stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, bak penampung dan 
pipa saluran air bersih. 
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, 
I , 

Pertambangan yang sudah terea1isasi dan berproduksi, 

satu rn ih da1am tahap kontruksi, 24 da1arn tahap 

studi 'elayakan dan 8 da1arn tahap survei-eksplorasi, 

sedang 88 selebihnya sudah dihentikan karena tidak 

berha. il mendapatkan temuan yang bernilai ekonornis. 83 

l bidang batubara dari 10 proyek PKP2B, 

8 KKS batubara yang sekarang sudah berupa 

yang berproduksi. Meskipun secara 

k seluruhan sarnpai sekarang angka keberhasi1an da1arn 

p oyek KKP rnasih dibawah 10%, tetapi apa yang telah 

dihasilkan pertambangan Indonesia dewasa ini sudah 

sangat rnengesankan. Hal ini tarnpak je1as dari 

perbandingan angka-angka produksi hasil tambang 

semasa Hindia Belanda Tahun 1940 dan angka-angka 

produksi Tahun 1994. ( 1ihat Tabel 4). 

/ 

83 S.Sigit, Sepengga/ Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Yayayasan 
Minergy Informasi Indonesia, 2004., hIm. 233. 
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Tabel 4. Produksi Basil Tambang Utama Indonesia. 

p~han Galian Satu- 1940 1994 1995 
an 

Bctubara ton 2.000.680 31. 951. 41. 710.385 
T: mah ton 43.890 073 44.218 
E" las Kg 2.801 31.100 62.698 
~rak kg 46.641 42.612 268.694 
auksit ton 275.990 107.026 904.459 
iji Nikel ton 55.540 1.342.4 2.513.394 

~ iJI dim Npmatie ton - 02 45.463 
Ni dim ton - 2.311.5 10.735 

, I 
Feronikel ton - 10 1. 510.256 
Konsentrat ton 45.325 348.371 
Tembaga 5.745 
Konsentrat 1.065.4 
Pasir besi 68 

334.895 

Sumber:Dlrektorat Jendral Pertambangan Umum,1995 

Komoditi tambang baru yang dihasilkan Indonesia 

sejak tahun 1970-an yang terpenting adalah 

konsentrat tembaga, nikel kasar (nickel matte), 

teronikel dan konsentrat pasir besi. 

Melihat lonjakan angka-angka produksi ini dapat 

dikatakan bahwa, pada dekade 1990-an benar-benar 

merupakan awal kebangki tan pertambangan Indonesia. 

Jika dahulu negeri ini hanya dikenal sebagai 

J penghasil timah nomor 3 atau nomor 2 di dunia, kini 
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" 

J 

l 

peringkat Indonesia dalam pertambangan dunia sudah 

ih menonjol. Selain sebagai penghasil timah 

Indonesia sekarang tercatat sebagai 

batubara uap nomor 3, penghasil nikel 

nomor 5 dan penghasil emas nomor 9 di dunia. Selain 

itu, mulai tahun 1997, setelah program perluasan 

ng Freeport Indonesia di Irian Jaya , Indonesia 

penghasil tembaga nomor 2 terbesar di dunia. 

Diantara semua perkembangan baru tersebut, y'ang 

~ling dramatis adalah kebangki tan kembali industri 

pertambangan batubara. Industri yang sudah hampir 

ditutup sarna sekali pada akhir tahun 1990-an, telah 

demikian pesat perkembangannya sejak sepuluh tahun 

yang lalu. Produksi batubara !ndonesia yan<;f hanya 

sebesar 180 ribu ton dalam tahun 1988 meningkat 

berlipat ganda menjadi hampir 32 juta ton dalam 

tahun 1998, dan diperkirakan mendekati 42 juta dalam 

tahun 2002 yang lalu, meskipun pertambangan 

Indonesia dewasa ini sudah masuk hitungan kelas 

dunia, tetapi sebenarnya belum seberapa banyak 

jumlah tambang yang ada dibandingkan dengan luas 

daratan negeri ini yang berjumlah lebih dari 1.900 
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km2. Di Sulawesi pulau seluas 180.216 km2 yang 

diketah'll besar potensi mineralnya, saat ini baru 

ada 2 )erusahaan tambang yang beroperasi. Terlebih 

lagi ji Irian Jaya dengan luas daratan sebesar 

416.1.9 km2, hanya terdapat 1 perusahaan tambang, 

sedargkan potensi mineral wilayah ini sudah terbukti 

dad tambang Grasberg dan seki tarnya. Selain i tu, 

maEih terdapat banyak tambang-tambang besar di 

sfbelah perbatasan Papua Nugini . 

Dibidang tambang bahan gal ian logam yang sudah 

berproduksi pada akhir tahun 1995 hanya 2 perusahaan 

tambang milik negara yaitu 'l'ambang 'l'imah dan Aneka 

Tambang, dan 11 perusahaan asing atau patungan yang 

beroperasi berdasarkan kontrak karya pertambangan 

mengusahakan tembaga, nikel, timah, emas, dan perak. 

Di bidang batubara, selain 1 perusahaan milik 

negara yai tu . Tambang Batubara Buki t Asam, saat ini 

yang sudah berproduksi tercatat ada 6 Perusahaan 

Swasta Nasional dan 8 Perusahaan Swasta Asing, atau 

patungan yang beroperasi sebagai kontraktor. Diluar 

itu masih terdapat sejumlah Perusahaan Swasta 

Nasional kecil, Koperasi, dan Pertambangan Rakyat 
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yang berusaha di bidang batubara dan logam mulia, 

tetapi kegiatan mereka ini tidak menentu. Tidak 

termas"l k dalam angka-angka sejumlah besar usaha 

penggclian dan penambangan berbagai bahan galian 

bukan logam yang tersebar luas di seluruh wilayah 

Indoresia. Harus diakui bahwa sampai saat ini 

bagc-ian terbesar produksi bahan tambang utama 

IntQnesia adalah hasil kegiatan Perusahaan Asing. 

Or tuk Tahun 1998, 100 % dari konsentrat tembaga dan 

n lkel kasar, kurang lebih 93 % dari emas dan 89 % 

dari perak, " 25 % dari timah dan hampir 70% dari 

seluruh produksi batubara, berasal dari kegiatan 

perusahaan asing. Namun, dalam sepuluh tahun 

terakhir ini sudah pula mulai tampak adanya minat 

para pemodal nasional untuk turut bergiat dalam 

usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam 

usaha patungan dengan pihak asing. 

Pemerintah memang berharap bahwa pengembangan 

proyek pertambangan baru berukuran besar di 

Indonesia dapat berlangsung dengan mengikut sertakan 

modal swasta asing. Hal ini sejalan dengan 

kebijasanaan pemerintah untuk tidak menggunakan dana 
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dari APBN yang terbatas bagi pengembangan proyek 

pertambnngan yang berisiko tinggi. Selain itu, 

menginl ,at kenyataan bahwa kemampuan nasional untuk 

berusa .1a di bidang pertambangan pada saat i tu masih 

sanga-. terbatas. 

Adanya kemungkinan ikut sertanya modal asing 

da12n usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi 

dit2ntukan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 

1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang 

III =nyatakan bahwa, "Penanaman Modal Asing di bidang 

pertambangan didasarkan pada suatu kerj asama dengan 

pemerintah atas dasar kontrak karya (KK) at au bentuk 

lain sesuai dengan peratuan yang berlaku". Ketentuan 

tersebut didukung pula oleh ketentuan Pasal 10 

Undang-Undang No .11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­

Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa,; 

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 

kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang belum atau tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah, 

atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku 

pemegang kuasa pertambangan; 
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2.Dalam mengadaan perjanjian karya dengan kontraktor 

seperti dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, 

inst3.nsi pemerintah atau perusahaan negara 

berJegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-

pet lnjuk, dan syarat-syarat yang diberikan 

melteri; 

3. P, rj anj ian karya sebagaimana dinyatakan dalam 

; ,yat (2) Pasal mulai berlaku sesudah disahkan 

oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR, 

apabila menyangkut eksploitasi golongan A, 

sepanj ang mengenai bahan galian yang di tentukan 

dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau 

perjanjian karyanya berbentuk Penanaman Modal 

Asing. 

Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan 

umum didasarkan pada Kontrak Karya (KK). Filsafat 

dasar yang menj adi landasan Kontrak Karya adalah, 

bahwa pemerintah sebagai kuasa negara memberi kuasa 

kepada pihak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

usaha pertambangan sebagaimana ditentukan dalam 

perjanjian (kontrak) . Kontrak 

perjanjian antara pemerintah 

karya 

dengan 

merupakan 

investor. 
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Pemerintah berkedudukan sebagai principal sedangkan 

pihak perusahaan sebagai kontraktor. Perj anj ian ini 

berlan(sung antara Departemen Pertambangan dan 

Energi mewakili pemerintah dengan pihak perusahaan 

asing ataupun dengan perusahaan patungan asing 

nasicaal. 

Hak dan kewajiban kontraktor secara keseluruhan 

CUklP terperinci dicantumkan dalam kontrak karya. 

Sf Jagian isi perj anj ian dalam kontrak karya sesuai 

d~ngan ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam 

J,eraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sebagian lagi merupakan kesepakatan berdasarakan 

hasil perundingan. 

Kontrak Karya sampai saat ini masih berlaku dan 

sangat membantu menumbuhkan iklim us aha yang 

diper11.1kan dalam usaha pertambahgan. Keadaan 

demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang 

menguntungkan antara lain; (1) . Kontrak Karya 

bukanlah sekedar surat ijin, melainkan suatu 

perjanjian yang mengikat pihak pemerintah dan telah 

dikonsul tasikan dengan DPR. (2) Ketentuan- ketentuan 

dalam kontrak karya mencakup keaseluruhan tahap 
89 



usaha pertambangan, mulai dari Cpenyelip:c4kan sampai 

eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil 

tambanc nya; (3) Perusahaan pemegang kontrak karya 

terhin jar dari kemungkinan terjadinya perubahan 

perma ' nan di belakang hari, karena diberlakukan asas 

lex specialis terhadap kontraknya, dan tidak 

meng lbah apapun yang telah disepakati; (4) Rumusan 

ket~ntuan dalam kontrak karya pada umumnya cukup 

j f las dan tidak mengandung sesuatu yang asing atau 

t Ldak dikenal dalam dunia usaha pertambangan pada 

1 .mumnya; (5) Perusahaan PMA diberi hak mentransfer 

ke luar negeri dalam mata uang asing yang 

dikehendaki. Transfer tersebut berasal dari dana 

yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan yang 

menjadi bagian pihak asingnya, dana yang berasal 

dari penghapusan dan penj ualan saham yang dimiliki 

pihak asing biaya untuk tenaga kerj a asing, serta 

pembayaran ganti kerugian dalam hal terjadi 

nasionalisasi terhadap perusahaan. 

Usaha pertambangan sampai dengan tahun 2004, 

sesuai data yang disampaikan Oleh Tim Terpadu 

Menteri Perokonomian menjelaskan bahwa, ijin 
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pertambangan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 

41 Tahun 1999 terdapat sekitar 150 perusahaan yang 

terha~)at kegiatannya. 

D~ri jumlah 150 perusahaan saat ini tinggal 124 

perusi ,haan yang masih bertahan dengan perincian 4 

KK, 56 KP dan 24 PKP2B. Dari jumlah tersebut, 

seba .1yak 68 perusahaan (KK dan PKP2B) sudah 

meJ3kukan kegiatan serendah-rendahnya eksplorasi, 

stlebihnya masih melakukan kegiatan penyelidikan 

unum atau eksplorasi awal. 

Tabel5. Total Areal yang Sudah Diberikan dalam KP,KK, dan PKP2B 

Pulau KP KK PKP2B LVAS (Ha) 

Sumatera 322 11 6 13.432.778,88 
Kalimantan 193 18 24 13.974.437,51 
Sulawesi 42 5 - 1.753.075,92 
Irian Jaya 18 6 1 5.039.694,87 
Jawa 128 - - 424.425,77 
Bali 2 - - 9.402,00 
NTB - 1 - 197.746,35 
NIT 38 - - 935.643,61 
Maluku 9 1 - 209.713,25 

762 42 31 35.976.917,16 
.. 

Sumber : Sembmng, Peran Industn Pertambangan Vmum dalam 
Pengembangan WiJayah, Paper pada Temu Profesi Tahunan V, 
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Jakarta 29 Agustus 
1996 



Keinginan untuk memberikan ijin tersebut 

sebagai langkah Pemerintah untuk menggerakkan 

investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 

Indonesia saat ini. Jika mengharapkan proyeksi 

pertur~uhan ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5 

persE n pada tahun 2006 saj a, Indonesia memerlukan 

inve3tasi Rp. 379,8 triliun dan Rp. 471,4 triliun. 

Dar 1 investasi yang diperlukan tahun 2005 sebesar 

Rr . 379,8 triliun hanya Rp. 82,3 triliun yang 

d Lperkirakan berasal dari Pemerintah. Sebagaian 

) ,esar, yakni Rp. 297,5 triliun berasal dari 

nasyarakat. Sementara itu untuk 2006, dari investasi 

Rp. 471,4 triliun, dari masyarakat Rp. 378,6 triliun 

dan sisanya Rp. 92,9 triliun berasal dari 

Pemerintah.Dari data sebagaimana diuraikan tersebut, 

menunjukkan bahwa investasi asing di Indonesia 

sangat diperlukan untuk berlanjutnya pembangunan. 

Investasi asing tidak terbatas pada industri 

manufaktur saja, namun invesatasi tersebut 

seharusnya menawarkan investasi unggulan yang dapat 

menarik para investor. Investasi unggulan yang dapat 

ditawarkan oleh Indonesia kepada investor 



tersebut adalah bidang ekploitasi bahan mentah 

yang membuat pembangunan Indonesia yang tergantung. 84 

Termasuk upaya Pemerintah membuka ijin usaha 

pertambangan baik berupa KP, KKP maupun PKP2B yang 

baru. 

Pemerintah pada saat kepemimpinan Presiden 

Megawati Soekarno Putri telah mencanangkan dan 

merrouka kembali investasi usaha pertambangan di 

Irdonesia. Potensi sumber bah an mentah tersedia 

c Lharapkan dapat diolah dan dimanfaatkan dengan 

' lengundahg investor di bidang pertambangan untuk 

nembangkikan kembali usaha-usaha pertambangan yang 

telah menga i ami penurunah. Apabila investasi 

tersebut dapat berjeilan diharapkan dari perusahaan 

tambang akan diperoleh pendapatan yang mencapai 16,8 

milyar dollar AS dengan perkiraan tenaga kerja yang 

dapat terserap tidak kurang dari 63.892 orang. 

Investasi bidang usaha pertambangan sebagai 

sarana meningkatkan devisa untuk negara diharapkan 

84 Fernando Henrique Cardoso; "Assosiated Depedent Development : Theoritical and 
p. ractical Implications. ", dalam Arief Budiman, Teori PembaQg\lnllP P~fl:i~ KfH,a: <J1f<~n~ i 
~mft'~tft' ~RQ~1 h~l r H' . ~ , . ', 1l ,'1 ~, I,!. 
~ : ! t, , ! r I; ' ; :;,:!~:: '.' , : I I ' 
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dapat mulai berjalan padi tahun 2005. Dari 13 

perusahaan yang diijinkan beroperasi berdasarkan 

Perpu 1 tahun 2004 diharapkan Pemerintah akan 

memperoleh penerimaan negara berupa pajak dan bukan 

pajak. Dari pajak akan diperoleh pendapatan 

299,770.00 dollar us per tahun, bukan pajak 

80,030.00 dollar US per tahun. Jika dijumlah dengan 

9 nerusahaan lainnya, maka potensi penerimaan 

nfgara per tahun dari Kontrak karya Pertambangan 

din PKP2B yang tumpang tindih dengan kehutanan dapat 

J~ncapai 501,064.00 ribu dollar US. 85 

Jika dikaitkan dengan ketentuan jenis usaha di 

kawasan hut an lindung terbatas pada pemanfaatan 

hutan lindung saj a. maka pemanfaatan Hutan Lindung 

sebagaimana dengan tegas diatur dalam Undang-Undang 

No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34 

Tahun 2002 hanya meliputi tiga jenis us aha 

pemanfaatan; yaitu pemanfaatan kawasan lindung, 

pemenfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil 

hut an bukan kayu. Namun demikian dalam PP No. 31 

85 Ibid. 
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Tahun 200 2 terdapat pasal karet yang memungkinkan 

dilakukan perubahan pada ketentuan pemanfaatan hutan 

lindung. Hal ini dapat ditelaah dari ketentuan Pasal 

19 Undang-Undang No. 41 tahun 1999, yang menyatakan 

bahwa .8 6 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutan di tetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan 

pada hasil penelitian terpadu, (2 ) Perubahan 

peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( <I ) yang berdampak penting dan cakupan yang luas 

s=rta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah 

, [eng an persetuj uan Dewan Perwakilan Rakyat, (3 ) 

Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan 

kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dilihat dari fungsinya i hut an terbagi menj adi 

3 , yai tu (a) fungsi konservasi, (b) fungsi lindung, 

86 UU 41 tahun 1999. Pasal 19 ayat (1) Perubahan peruntukandan fungsi kawasan hutan 
ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpad~ (2) Perubahan 
peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang berdampak penting dan cakupan 
yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat, (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

nmffmm~, 
, " . " : 
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dan (c) fungsi produksi. 87 Pemanfaatan kawasan 

lindung diberikan dengan mengaj ukan izin usaha 

pemanfaatan. Izin usaha ini dapat diberikan kepada 

perorangan maupun koperasi. 88 

Dalam penjelasan Undang-ndang No. 41 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan pada hutan 

lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan 

kawasan dengan tidak mengurangi fungsi 

k,wasa,n. Pemanfaatan tersebut dapat berupa 

t.ldidaya jamur, (b) penagkaran satwa dan 

)udidaya tanaman obat dan tanaman hias. 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 

utama 

(a) 

( c) 

2002 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan 

Kawasan Hutan dinyatakan bahwa, pemanfaatan kawasan 

pada Hutan Lindung meliputi; (a) usaha budidaya 

tanaman obat (herba), (b) usaha budidaya tanaman 

hias, (c) usaha budidaya jamur, usaha budidaya 

87 Ibid., Pasa16 ayat (1). 

88 Ibid., Pasa127 ayat (1). 
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perlebahan, (d) usaha budidaya penangkaran satwa 

liar, at au (e) usaha budidaya sarang burung walet. 89 

Dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan 

lindung tidak boleh (a) menggunakan peralatan 

mekanis, (b) membangun sarana dan prasarana 

permanen; dan/atau (c) mengganggu fungsi kawasan. 

Usaha budidaya tanaman obat (herba) , usaha 

budidaya tanaman hias dan usaha budidaya tanaman 

janur, meliputi pesemaian, penanaman, pemeliharaan, 

pi :manenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran. 

rsaha budidaya perlebahan meliputi kegiatan 

)erbuatan tempat sarang lebah, pemeliharaan, 

pemanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran. 

Usaha budidaya penangkaran satwa liar meliputi 

kegiatan perbanyakan dan atau pembesaran satwa liar. 

Us aha budidaya sarang burung walet meliputi, 

kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pengamanan 

serta pemasaran. 

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada hut an lindung 

adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi j asa 

89 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. PP No. 34 Tahun 2002. 
Pasal 19 ayat (2). 
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lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan 

untuk wisata alam, pemanfaatan air dan pemanfaatan 

keindahan dan kenyamanan. 

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 mengatur 

pemanfaatan jasa lingkungan meliputi (a) Usaha 

wisata alam; (b) Usaha olah raga tantangan; (c) Usaha 

pemanfaatan air; (d) Usaha perdagangan karbon 

(c arbon trade); atau (e) Usaha penyelematan hut an 

dln lingkungan. 

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 dinyatakan bahwa, Pemungutan hasil hutan bukan 

kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk 

kegiatan untuk mengambil hasil hut an bukan kayu 

dengan tidak merusak fungsi utama kawasan. 

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing dinyatakan bahwa, usaha 

pertambangan bukan termasuk bidang usaha yang 

tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA). 90 Bidang-

bidang usaha yang tertutup untuk penaman modal asing 

90 Indonesia, Undag-undang tentang Penanaman Modal Asing, UU No.1 tahun 1967. 
TanggallO Januari 1967. Pasa16. 
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secara pengusahaan penuh, ialah bidang-bidang yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat 

banyak. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan 

Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa, 

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai 

kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan 

prkerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat 

cilaksanakan sendiri oleh instansi Pemerintah atau 

1)erusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang 

kuasa pertambangan". Penunjukan menteri diberikan 

berdasarkan Kontrak Karya Pertambangan (KKP). 

Konsep KKP terutama diterapkan pada PMA 

pertambangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 

(1) UU PMA, yang menyatakan bahwa, "Penaman modal 

asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu 

kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya 

atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku." 

Investasi usaha pertambangan merupakan sarana 

negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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(economic growth), guna memperluas lapangan 

mengembangkan industri substitusi import 

kerja, 

untuk 

menghemat devisa, mendorong eksport nonmigas untuk 

menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun 

prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. 

B. Makna Perpu No. 1 Tahun 2004 terhadap Kelangsungan 

Kontrak Karya Pertambangan (KKP) Antara Pemerintah 

din Perusahaan Pertambangan 

Perpu yang berpedoman pada Undang-Undang Oasar 

1945 mempunyai makna yang sangat jelas, yaitu 

dibentuk dan diundangkan karena keadaan yang tidak 

normal. Menurut ketentuan Undang-Undang Oasar 1945 

Pasal 22 , suatu ketentuan berbentuk Perpu akan 

dikeluarkan apabila Negara berada dalam keadaan 

kegentingan yang memaksa. Keadaan tersebut memaksa 

pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. 

Oikeluarkannya Perpu tersebut harus pula mendapat 

persetujuan OPR. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 UUO 

1945 tersebut, apabila ditinjau dari substansi 

Perpu No. 1 Tahun 2004 secara keseluruhan , syarat-
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syarat untuk dikategorikan sebagai Perpu tidak 

dipenuhi. Pengkajian terhadap suatu ketentuan 

berbentuk Perpu dapat dilihat dari fungsinya, dan 

rnateri rnuatan Perpu tersebut. 

1. Perpu No. ' 1 Tahun 2002 Dilihat dari fungsinya 

sebagai Peraturan Pemerintah sebagai Undang-

Undang (PERPU). 

Fungsi PERPU sarna dengan fungsi Undang-undang 

yang rnencakup rnenyelenggarakan pengaturan lebih 

lanjut dari ketentuan dalarn Undang-Undang Dasar 

1945, yang tegas-tegas diatur dalarn Pasal 22 UUD 

1945 tentang syarat-syarat dan akibat keadaan 

bahaya. Pengaturan lebih lanjut secara urnurn, sebagai 

pedornan dasar lainnya dapat dilihat dalarn Batang 

Tubuh UUD 1945. Fungsi ini tersirat dalarn Penjelasan 

Urnurn UUD 1945 Alinea IV yang rnenentukan telah cukup 

jikalau Undang Undang Dasar hanya rnernuat aturan-

aturan pokok, hanya rnernuat garis-garis besar sebagai 

instruksi kepada Pernerintah Pusat dan lain-lain 

penyelenggara negara untuk rnenyelenggarakan 

kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutarna 

bagi negara yang baru terbentuk dan negara rnuda, 
101 



lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya 

memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan 

yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan 

kepada Undang-undang yang lebih mudah caranya 

membuat, mengubah, dan mencabut." 

Pengaturan lebih lanjut ditentukan dalam TAP 

MPR yang tegas-tegas menentukan bahwa, Undang-undang 

adalah dasar untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 

atau Ketetapan MPR. Pengaturan lebih lanjut dari 

ketentuan dalam TAP MPR secara tegas menyebutkan 

bahwa, maksud dikeluarkannya suatu ketentuan adalah 

apabila sesuatu masalah disebut secara tegas dalam 

TAP MPR untuk diatur dengan Undang-undang, maka kita 

harus mengaturnya dengan undang-undang. 

Pengaturan di bidang materi Konstitusi, 

seperti:Organisasi, tugas dan susunan lembaga 

tertinggi/tinggi negara, Tata hubungan antara negara 

dan warga negara dan warga negara dan antara warga 

negara/penduduk timbal balik. 91 

91 Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundeng-Undengen Oaser-Oesar dan Pembentukannye, (Yogyakarta : Kanisius, 
2001), him. 113-115. 
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2. Perpu No.1 Tahun 2002 Dilihat dari Materi Muatan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(PERPU) . 

Materi rnuatan Perpu adalah setingkat dengan 

Undang-Undang yang dibuat dalarn kegentingan yang 

rnernaksa, dibentuk Presiden, dan rnernpunyai fungsi 

yang sarna dengan undang-undang. Oleh karena itu, 

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang ini 

rnerupakan Peraturan Pernerintah yang rnenggantikan 

kedudukan Undang-undang, rnaka rnateri rnuatannya 

adalah sarna dengan rnateri rnuatan dari Undang­

undang. 92 

3. Dilihat dari Proses Pembentukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). 

Apabila rnernperhatikan ketentuan Pasal 22 UUD 

1945 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa 

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) 

tersebut rnernpunyai hierarki, fungsi dan rnateri 

rnuatan yang sarna dengan Undang-undang, hanya di 

dalarn pembentukannya Perpu berbeda dengan suatu 

92 /bid. , him. 131 . 
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Undang-undang. Suatu Undang-undang selalu dibentuk 

oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat dan da l am keadaan normal, sedangkan Perpu 

dibentuk Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat karena adanya "kegentingan yang memaksa". 

Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa, 

sebagai verordeningsrecht Presiden berhak untuk 

mengatur dan menentukan dalam kegentingan yang 

memaksa. 93 

Perpu ditetapkan untuk mengatur suatu materi 

yang seharusnya diatur dengan Undang-undang. Namun, 

Undang-Undang dikeluarkan tanpa disyaratkan adanya 
) 

keadaan yang mendesak, sedangkan diundangkannya 

I' suatu Perpu karena alasan keadaan yang mendesak, 

sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya 

sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk membicarakan 

Rancangan Undang-Undang yang mengatur materi 

/ tersebut. Dikeluarkannya Perpu tersebut dimaksudkan 

untuk mengatasi keadaan agar keselamatan negara 

dapat dijamin oleh Pemerintah. Oleh karena itu, 

93/bid., him. 150. 
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terpaksa Pemerintah bertindak cepat dan tepat, 

dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang 

mempunyai kekuasaan dan derajat sama dengan undang-

undang, tetapi dibuat tanpa persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka 

runtunan proses perundang-undangan untuk Perpu 

berjalan lebih singkat, mengingat pembentukan PERPU 

tentunya dilakukan dalam hal kegentingan yang 

memaksa. Oleh karena itu, beberapa mata rantai 

prosesnya dipersingkat, misalnya Panitia Antar-

Departemen menjadi tidak selalu perlu dan permintaan 

tanggapan dan pertimbangan para Menteri/Kepala 

I Lembaga Pemerintah Non-departemen yang bersangkutan 

perlu lebih dipercepat. 94 Namun demikian dengan 

adanya Perpu 1 Tahun 2004 memberikan kesempatan 

dibukanya kembali usaha pertambangan bagi 13 

perusahaan, dan diharapkan investasi tersebut akan 

dapat membantu Pemerintah dalam (1 ) Menyediakan 

Lapangan Kerja, (2) mengembangkan Industri Substitut 

94 Ibid., hIm 151, diambil dari A. Hamid Attamimi, Mekanisme Perundang-undangan, maka/ah pada Penyusunan Program 
Legis/atff, Jakarta, BPHN,1979. 
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Import Untuk Menghemat Devisa, (3) Mendorong 

Perkembangan Industri Barang-barang Eksport Non 

Migas Untuk Mendapatkan Devisa, ( 4 ) Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan 5) Alih Teknologi. 

1. Penyediaan 1apanqan kerja. 

Sej ak terj adinya krisis perbankan pada tahun 

1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis 

ekonomi, penggangguran mengalami peningkatan yang 

sangat besar, terutama pengelolaan sumber daya alam 

tambang dan hutan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan meningkatnya pengangguran di Indonesia, 

Pertama terjadinya krisis ekonomi, sehingga 

menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan investasi 

' aSing. Kedua, banyak perusahaan mengalami 

kebangkrutan karena utang dalam negeri atau luar 

negeri membesar akibat melemahnya rupiah. Salah satu 

dampak lain krisis moneter adalah ketidakmampuan 

perusahaan membeli bahan baku yang berasal dari luar 

negeri, menurunnya permintaan masyarakat akan barang 

dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang gulung 

tikar atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar 

sebagian pengusaha mengurangi produksi dan 
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mengurangi jumlah tenaga kerjanya . Ketiga, laju 

pertumbuhan penduduk dan angkatan kerj a tiap tahun 

sebesar 1, 7 j uta o r a ng . 95 

Menurut Center for Labor and Development 

Studies (CLDS), 96 jumlah pengangguran saat ini sudah 

pada tahap mengkhawatirkan karena jumlahnya mencapai 

42 j uta j iwa pada tahun 2002 dan dengan perkiraan 

p e rtumbuhan ekonomi sekitar 3 ~ o , maka angka 

pengangguran pada tahun 2003 akan mencapai 43,6 juta 

dan pada tahun 2004 mencapai 45,2 jut a. Pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2004 ini diperkirakan mencapai 

4,2 %. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 

I sebesar 3,5% tidak dapat menyediakan kebutuhan 

lapangan kerja. Menteri Koordinator kesejahteraan 

rakyat saat itu mengatakan, 97 bahwa pertumbuhan 

ekonomi 3%-4 % per tahun tidak akan cukup menyerap 

pengangguran dan tidak cukup untuk mengurangi angka 

95 Raden Pardede, Kompas Agustus 2002. 

96 Republika, 13 Mei 2002. 

97 Bisnis Indonesia, Selasa, 30 Juli 2002. 
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kemiskinan di Indonesia, karena dengan angka 

pertumbuhan ekonomi sebesar i tu, praktis tidak ada 

aktivitas ekonomi yang mampu menampung luapan tenaga 

kerja. 

Pada tahun 2003, Pemerintah menargetkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4 9-0, laju inflasi 9 9-0, 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp. 9000/US$, 

penerimaan minyak dan gas sebesar Rp. 70,97 triliun. 

Banyak kalangan sebelumnya menilai asumsi itu 

terlalu optimis, sekalipun tidak memadai untuk 

menyerap sekitar 8 juta penganggur terbuka saat 

ini. 98 

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 49-0, 

I Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan dari 

penerimaan paj ak, hasil ekspor migas dan nonmigas, 

tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Jika 

hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan 

berkelanjutan, untuk itulah diperlukan investasi 

(asing) . 

98 Bisnis Indonesia, Seiasa, 17 September 2002. 
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Pertumbuhan angka investasi jelas akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya 

mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran 

roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi 

yang optimal dapat memicu terjadinya ledakan 

pengangguran yang akan menciptakan permasalahan 

sosial dan memperburuk stabilitas keamanan maupun 

politik. Gejolak sosial politik pada gilirannya akan 

menganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

2. Menqembanqkan Industri Substitusi Import untuk 

Menqhemat Devisa 

Pada perrmulaan kembalinya investasi asing ke 

Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 

1967 tentang 

mengembangkan 

Penanaman Modal Asing, 

industri import, untuk 

Pemerintah 

menghemat 

devisa. Perusahaan-perusahaan Asing di Indonesia 

memproduksi barang-barang yang sebelumnya di import. 

Dengan berkurangnya import Indonesia akan barang­

barang jadi, maka akan dapat menghemat devisa. 
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3. Mendoronq Berkembanqnya Industri Baranq-baranq 

Ekspor Nonmiqas Uuntuk Mendapatkan Devisa. 

Dalam lima tahun terakhir mulai tahun 1997 

sampai 2001, kegiatan ekspor nonmigas dan migas 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai ekspor 

nonmigas menurun 3,65 persen dan pada tahun 1999 

menurun 4,57 persen. Ekspor nonmigas mengalami 

kenaikan sebesar 22,92 persen terjadi pada tahun 

2000, namun pada tahun 2001 kembali menurun sebesar 

8,99 persen. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

terpuruknya nilai ekspor Indonesia, antara lain, 

Pertama, rendahnya harga komoditas migas; Kedua, 

rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkat 

suku bunga. Perubahan nilai tukar 

mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 

telah 

(biaya 

penggunaan bahan baku, bahan penolong impor dan 

biaya produksi); Ketiga, rendahnya produksi sektor 

riil; Keempat, melemahnya daya saing komoditas 

tradisional seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis 

dan karet yang telah diolah; Kelima, pasar domestik 

tidak tumbuh sementara pasar internasional ambruk 
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akibat jatuhnya ekonomi global. Pasar-pasar 

tradisional ekspor Indonesia seperti Amerika 

Serikat, Eropa Barat dan Jepang juga sempat terpuruk 

dalam krisis ekonomi. 

Merosotnya nilai ekspor Indonesia mengancam 

sektor riil. Oaya saing industri yang berorientasi 

eksopr yang menyerap tenaga kerja besar menjadi 

sangat menurun. Ini terjadi antara lain pada 

industri, kayu, pulp dan kertas, elektronik, textil, 

alas kaki, dan produk kulit yang merupakan 70 persen 

dari total ekspor nonmigas, dan menyerap 70 persen 

dari total tenaga kerja. 99 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,100 

perkembangan ekspor Indonesia adalah sebagai 

berikut: (1) tahun 1998 ekspor migas sebesar 7,9 

milliar US$ dan non migas sebesar 40,9 milliar US$ 

(2) tahun 1999 ekspor migas sebesar 9,8 milliar US$ 

dan nonmigas sebesar 38, 7 milliar US$, (3) tahun 

2000 ekspor migas sebesar 14,4 milliar US$ dan 

99 Tempo, 6 Januari 2002. 

100 Republika, Senin 19 Agustus 2002. 
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nonmigas sebesar 46,9 milliar US$; (4) tahun 2001 

ekspor migas sebesar 5, 6 US$ dan ekspor nonmigas 

sebesar 21,6 milliar US$. 

Amerika serikat merupakan negara yang memberikan 

nilai ekspor terbesar dengan jumlah rata-rata 6,9 

juta dollar AS, disusul Jepang 6,6 juta dollar AS, 

Singapura 5,3 juta dollar AS, Hongkong 1,6 juta 

dollar AS dan Belanda 1,6 juta dollar AS. 

Sej ak krisis ekonomi ekspor nasional nonmigas, 

terus mengalami penurunan. Padahal dari ekspor 

inilah, Indonesia dapat memperoleh devisa dengan 

cepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan 

recovery ekonomi. Penurunan ini juga dirasakan oleh 

industri tekstil dan produksi tekstil. 101 Menurunnya 

ekspor Indonesia berpengaruh terhadap berkurangnya 

cadangan devisa. 

Untuk menutup difisit transakSi berjalan, 

Pemerintah harus memacu nilai ekspor baik migas 

maupun nonmigas. Upaya peningkatan ekspor menghadapi 

beberapa kendala, seperti, masalah likuiditas mata 

101 Jawa Pos, 6 Januari 2002. 
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uang asing, penegakan hukum yang lemah, kurangnya 

jaminan keamanan, serta terlalu seringnya frekuensi 

perubahan kebij akan. 102 

Untuk itulah, Indonesia harus memperbaiki 

berbagai hambatan dalam ekspor dan mencari pasar 

alternatif untuk memasarkan produk ekspor. Salah 

satu strategi yang dapat ditempuh untuk mendorong 

kinerja ekspor dapat dilakukan dengan memberikan 

paket stimulus pada sektor elektronik dan sektor 

Selain itu, 

usaha yang 

yang lain. 

menciptakan 

mekanisme yang efektif 

kompeti tif .103 

Pemerintah harus mampu 

sehat dan menciptakan 

serta iklim yang 

Untuk meningkatkan nilai ekspor baik migas dan 

nonmigas diperlukan 

peningkatan nilai 

meningkatkan devisa 

adanya 

ekspor 

atau 

investasi. Dengan 

diharapkan akan 

valuta asing yang 

dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang 

102 Bisnis Indonesia, Kamis, 12 Desember 2002. 

103 Bisnis Indonesia, Sabtu, 11 Januari 2003. 
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akan digunakan untuk membiayai impor dan kewaj iban 

lain kepada pihak asing. 

Selain mendorong datangnya investasi khususnya 

asing, untuk meningkatkan ekspor memerlukan adanya 

perbaikan iklim usaha. Hasil survei indeks 

kepercayaan eksportir yang dilakukan oleh perusahaan 

konsultan Castle Asia (catatan kaki) menyatakan 

bahwa, indeks kepercayaan eksportir untuk j angka 

pendek pada kuartal ketiga tahun 2002 mengalami 

penurunan, yakni dari 32,5 persen menjadi 27,0 

persen. 104 Untuk itu, Gabungan Importir Naasional 

Indonesia (GINSI) meminta Tim Koordinasi Peningkatan 

Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang 

dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 tanggal 23 Juli 

2002, agar segera mengkoordinasikan upaya-upaya 

pemberantasan 

intensif. 105 

berbagai 

104 Kompas, 26 Agustus 2002. 

105 Republika, 20 Agustus 2002. 

penyelundupan secara 
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4. Pembangunan Daerah-daerah Tertingga1 

Investasi diharapkan sebagai salah satu surnber 

pernbiayaan dalam pernbangunan yang dapat digunakan 

untuk mernbangun infrastruktur, seperti pelabuhan, 

telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, 

listrik, air bersih, j alan, reI kereta api, 

pelabuhan. Pernbangunan infrastruktur ini diperlukan 

dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal 

atau rusak akibat terjadinya berbagai konflik 

seperti di Propinsi Nagroe Aceh Darussalam, Papua, 

Maluku dan Poso. 

Kawasan yang menjadi prioritas untuk dijadikan 

tempat investasi adalah di Kawasan Timur Indonesia 

(KTI). Menurut Manuel Kaisipo l06 ada tiga investor 

asing yang telah menanamkan investasi pertarnbangan 

di Kawasan Timur Indonesia sebesar 2,1 millir. 

Investasi tersebut dilakukan di tiga daerah KTI 

yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya. 

Di Sulawesi Utara, investasi yang dilakukan 

adalah di bidang pertarnbangan emas, sedangkan di 

Maluku Utara dan Irian Jaya investasi di bidang 

106 Tempo Interaktif, 4 September 2001. 
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pertambangan nikel. Investasi ini telah menyerap 10 

ribu sampai 30 ribu tenaga kerja yang sebagian besar 

berasal dari masyarakat setempat. 

Untuk mengembangkan potensi daerah Papua dan 

masyarakat setempat, Pemerintah Malaysia dan Brunei 

berjanji akan mengajak dan mendorong para pengusaha 

di negaranya untuk menanam modal di daerah 

tersebut. 1 07 Kehadiran investor selain mengembangkan 

bisnis juga untuk membangun daerah setempat. Untuk 

mendukung proyek tersebut, Pemerintah Daerah Papua 

harus mempersiapkan infrastruktur dan menciptakan 

kondisi keamanan. Infrastruktur yang terpenting 

adalah pembangunan jalan, jembatan, dermaga dan 

pelabuhan udara di setiap kabupaten dan kecamatan. 

5. A1ih teknoloqi 

Penanaman modal (asing) diharapkan 

mewujudkan alih teknologi dan peningkatan 

pengetahuan. Kelemahan negara berkembang 

dapat 

ilmu 

dalam 

bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses 

transformasi dari agraris menuju industrialisasi. 

107 Kompas, 26 Juli 2002. 

116 



Untuk menggiatkan investasi (asing) kemudahan-

kemudahan saja tidak cukup tetapi diperlukan juga 

adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 

c. Tumpang Tindih Kewenangan Perijinan Us aha 

Pertambangan Pasca Berlakunya Perpu No . 1 Tahun 2004. 

Menarik untuk dicermati dalam pembahasan 

kewenangan izin investasi usaha pertambangan di 

Indonesia. Kooordinasi antar instansi Pemerintah 

dapat dikatakan sangat lemah dalam hal pemberian ijin 

ini. Hal ini dapat dimaklumi karena ijin usaha 

pertambangan bukan hanya persetujuan Kuasa 

Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan at au 

Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara, 

tetapi yang lebih penting adalah ijin penggunaan 

lahan yang berkaitan dengan hutan. 

Pada masa lalu sebelum hutan Indonesia 

diusahakan secara besar-besaran, permasalahan tambang 

di kawasan hut an dapat diselesaikan dengan baik oleh 

Pemerintah, karenca dampak kerusakan hutan dan 

penambangan belum sehebat sekarang ini. Namun saat 

ini hutan yang ada ternyata sudah tergradasi dan 
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sudah tahap yang mengkawatirkan bagi kelangsungan 

lingkungan hidup ummat manusia. 

Jika dikaitkan dengan kewenangan ijin usaha 

pertambangan, Menteri Kehutanan dapat memberikan ijin 

pinjam pakai kawasan hutan, yaitu Menteri dapat 

menyerahkan penggunaan atas sebagian kawasan hutan 

baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan 

kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di 

luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, 

peruntukan dan fungsi kawasan hut an tersebut. 108 

Kawasan hutan yang dapat dipinjam pakaikan, pada 

dasarnya hanya kawasan hutan produksi yang diserahkan 

penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam 

pakai. Kawasan hutan selain hutan produksi, hanya 

dapat dipinj am pakaikan kepada pihak lain bila akan 

dipergunakan untuk kepentingan umum terbatas. 10 9 

Yang dimaksud dengan kepentingan umum terbatas 
adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang 
pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan 
dimiliki oleh Instansi Pemerintah serta tidak 

108 Keputusan Menteri Kehutanan No. 551Kpts-IJJ1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan. Tahun 1994., Pasall. 

109 Ibid., Pasal. 9. 
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digunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan 
pembuatan j alan umum, saluran pembuangan air, 
saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum, 
fasilitas keselamatan umum, repeater telekomunikasi, 
stasiun-stasiun pemancar radio, stasiun relay 
televisi, bak penampung dan pipa saluran air 
bersih. l1O 

Kewenanqan Menteri Kehutanan di dalam Undang-

un dang Nomor 41 Tahun 1999 dalam pemeberian ijin 

usaha pertambangan diatur dalam Pasal 38 ayat (5).111 

Kewenangan tersebut sej alan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Kehutanan Pasal 1 ayat (15) yang dinyatakan Menteri 

adalah menteri yang diserahi tugas dan 

bertanggungjawab di bidang kehutanan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 

No. 41 Tahun 1999, sebenarnya dibuka peluang untuk 

memberikan ijin usaha pertambangan di Hutan Lindung 

meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat, dan 

hal ini sebagai wujud ketidakserasian antara 

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 

llO Ibid., Pasall Angka 3. 

III Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan 
dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan 
luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bemilai 
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
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dan kehutanan. Secara eksplisit pemberian ijin usaha 

pertambangan di hut an lindung "dapat diberikan" 

j ika mengacu ketentuan Pasal 38 Ayat (1), (2) 

(3 ) (5) dan yang "tertutup/tidak diperbolehkan" 

bagi penambangan dengan pola pertambangan terbuka 

tercermin dalam ketentuan Ayat (4) . 112 

Kewenangan perijinan yang dimiliki oleh Menteri 

Kehutanan sangat mutlak karena Menteri diberi amanat 

oleh undang-undang. Penguasaan hutan oleh Negara, 

berarti memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : 

(a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang 
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan; (b) menetapkan status wilayah 
tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan 
hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan (c) 
mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan 
hukum antara orang dengan hutan, serta 
mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai 
kehutanan. 11 3 

112 Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan, UU No: 41 Tahun 1999, Pasa138 
Ayat (1) dinyatakan bahwa, Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di 
1uar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung, (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (3) Penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, (4) 
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan 
terbuka. Dalam Pasal 38 Ayat (5) telah ditentukan bahwa, pemberian ijin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas, serta 
berni1ai strategis dilakukan Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

113 Ibid., Pasa14 Ayat (2). 
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Penafsiran peraturan perundang-undangan yang 

dipengaruhi oleh rezim economies dan kapitalisem 

akhirnya mengalahkan rezim environmentalisemu 

terbukt i dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan. Apakah hal tersebut dapat 

dibenarkan? Tentunya dapat dibenarkan secara hukum. 

Pemerintah telah melaksanakan proses secara 

benar, sebab proses pembuatan Perpu tersebut telah 

melalui mekanisme hukum yang berlaku dan sudah 

mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat saat 

itu. 

Secara philosofis dan sosiologis dapat 

dikatakan Perpu tersebut tidak tepat, karena tidak 

memenuhi kri teria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 UUD 1945, terutama Ayat (1) Dalam hal kegentingan 

yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan 

pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 11 4 

114 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, 
Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.hal. 29, 
dikatakan "mengenai apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa ini sering 
menimbulkan penafsiran yang meluas. Karena itu, sebaiknya hal ini lebih disempurnakan 
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Jika dilihat dari fungsi, materi muatan dan 

proses pembentukannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu 1 Tahun 2004) sebenarnya tidak 

perlu dikeluarkan karena malah akan menyimpang dari 

konsep hukum Perpu itu sendiri. 

Dengan demikian dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 

2004, tidak menyelesaikan permasalahan investasi 

usaha pertambangan, karena kunci semua i tu adalah 

tumpang tindih perijinan usaha pertambangan yang 

menyebar pada instansi-instansi pemerintah. Instansi 

tersebut dapat dari Pemerintah Pusat yang mengacu 

pada Undang-undang pertambangan dan undang-undang 

yang mengatur tentang Kehutanan. Masalah krusial 

yang sebenarnya harus diselesaikan adalah mengenai 

format perijinan usaha 

dengan mengaitkannya dengan pengertian keadaan darurat yang pembedakuannya 
dipersyaratkan memenuhi kriteria~kriteria yang diatur dengan undang-undang. Misalnya, 
ketentuan berkenaan dengan keadaan darurat yang sampai sekarang masih berlaku berdasarkan 
undang-undang tahun 1954 ada1ah keadaan darurat perang, darurat militer atau darurat sipil 
dengan ukurannya masing-masing. Jika salah satu keadaan tersebut sudah diberlakukan, maka 
barulah Pemerintah berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
ini. 
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Kewenangan Menteri Kehutanan adalah kewenangan 

Pemerintah Pusat. ll5 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

telah mengatur dalam Bab IV tentang Kewenangan 

Daerah, Pasal 7 kewenangan daerah mencakup 

kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, 

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 

agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan 

bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi kebi j akan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana 

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 

lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan 

sumber daya alam serta teknologi tinggi yang 

strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 

Dalam Undang-undang penggantinya, yaitu Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan yang menj adi 

115 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahoo 2000, Pasal 1 bagian a, disebutkan 
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 
UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasa11 ke 15, disebutkan Menteri adalah menteri 
yang diserahi tugas dan tanggoogjawab di bidang kehutanan. 
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urusan Pemerintah, meliputi (a) politik luar negeri; 

(b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) 

moneter dan fiskal nasional, dan (f) agama. 11 6 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 

25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah: 

Pasal 2 menyatakan bahwa, 

(1) K@w@nanangan P@merintah mencakup ke wenangan 
dalam bidang poli tik luar negeri, pertahanan 
dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama serta kewenangan bidang lain. 

(2 ) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang 
perencanaan nasiona1, dan pembangunan nasiona1 
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem 
administrasi negara dan lembaga perekonomian 
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta 
teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan 
standardisasi nasional. 

(3) Kewenangan bidang lain, terutama yang berkaitan 
dengan bidang Kehutanan ditetapkan dalam Pasal 
2 ayat (3) butir 4 bag ian c, dinyatakan 
kewenangan Pemerintah dalam Bidang Kehutanan 
dan Perkebunan, yaitu penetapan kawasan hutan, 
perubahan status dan fungsinya. Butir 7 bidang 
Penanaman Modal dinyatakan pemberian izin dan 
pengendalian penanaman modal untuk usaha 
berteknologi strategis yang mempunyaiderajat 
kecanggihan dan berisiko tinggi dalam 
penerapannya. 

116 Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 
2004, LN. No. 125. TLN No. 4437. 
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Kewenangan Menteri Kehutanan yang terkait 

langsung dengan lZln usaha pertambangan diatur dalam 

Pasal 38 ayat (5) UU apa? . 117 Kewenangan Menteri 

Kehutanan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Kehutanan Pasal 1 ayat (15) UU apa? . 118 Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral119 sebagaimana 

d i nyatakan dalam Pasal Pasal 1 huruf j Undang-Undang 

No .11 Tahun 1967, mempunyai tugas dan kewenangan 

meliputi urusan pertambangan. Kewenangan tersebut 

tercermin dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 17 dan 

Pasal 18 . Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa;" Menteri 

dapat memberikan ij in Kuasa Pertambangan, KKP, PKP 

2B, sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku" 

117 Pasal38 ayat (3) PenggU11aan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan 
melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan 
jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

118 Pasal38 ayat (3) Penggunaan kabwasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan 
melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan 
jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Ayat (5) Pemberian ijin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 
strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

119 Ketika lahirnya Undang-Undang No.ll Tahun 1967, Menteri yang dimaksud adalah 
Menteri Pertambangan, pada saat ini Menteri yang diberi kewenangan dan dimaksud berdasarkan 
Undan~-Undan~ No.II Tahun 1967 adalah Mentri Ener~i dan Sumber Daya Mineral. 
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Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-

Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan120
• Kewenangan pemberian ijin yang 

dimiliki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

hanya dalam lingkup perijinan yang berkaitan dengan 

tambang, tetapi tidak termasuk perijinan kawasan 

hutan maupun lahan yang berstatus hutan. Perijinan 

juga berlangsung di departemen masing-masing 

akibatnya maka, terj adi tumpang tindih lahan hutan 

dan lahan untuk usaha pertambangan. Dalam kawasan 

hutan lindung yang jumlahnya 30,316 juta hektar 

terjadi tumpang tindih dengan kawasan usaha 

pertambangan seluas 11,4 j uta hektar. 12 1 

Setelah diberlakukanya Undang-Undang No.22 

Tahun 1999, Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 

1967 kembali diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 

120 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan , 
Undang~Undang No. 11 Tahun 1967, LN. No. Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2831. 

121 Forest Watch Indonesia, Menambang di Rutan Lindung, 2003. 
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Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan. Perubahan ketentuan tentang pemberian 

kuasa pertambangan diatur dalam Pasa1 1 , yang 

memberikan kuasa pertambangan kepada Bupati/Wa1ikota 

dan Gubernur. 

Kewenanqan Pemerintah Daerah Provinsi 

Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana 

diatur da1am Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 dan Pasal 10. 1 22 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 1453 K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis 

Penye1enggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang 

Pertambangan Umum dinyatakan da1am bidang 

pertambangan, Gubernur sesuai kewenangannya berhak 

memberikan izin kepada atas permohonan pencadangan 

wi1ayah pertambangan apabi1a pencadangan wi1ayah 

yang dimohon terletak pada wilayah lintas 

Kabupaten/Kota dan wilayah laut di luar sepertiga 

122 Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang 
pemerintahan tertentu lainnya.(l) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga 
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (2) 
Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang 
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. 
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dari batas laut daerah Propinsi. Gubernur juga 

memberikan ijin Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak 

Karya (KK) dan Perjanjian Kerja Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B), sesuai lingkupnya. 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dia tur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 Tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di 

Bidang Pertambangan Umum. Bupati/Walikota dapat 

menerima/menolak dan memberikan izin Kuasa 

Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian 

Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) , 

sesuai lingkupnya. 

Memperhatikan kewenangan-kewenangan yang ada, 

maka terdapat hal yang berbeda dalam perij inan di 

sektor usaha pertambangan. Ijin usaha yang diberikan 

oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Gubernur dan Bupati/Walikota banyak tergantung dari 

jenis lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha. 

Jika berkaitan dengan kawasan hutan, maka kunci 

pember ian ij in usaha pertambangan ada pada Menteri 

Kehutanan. Perubahan perijinan usaha pertambangan 
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yang sentralistik kepada Daerah Propinsi dan 

Kabupaten/Kota juga belum menj amin bahwa perusahaan 

pertambangan akan memperhatikan aspek sosial dan 

lingkungan. Daerah cenderung menambah investasi 

dengan tujuan dan alasan untuk mendapatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada melaksanakan 

pelestarian lingkungan hidup. 

Dengan kewenangan yang besar sebenarnya Menteri 

Kehutanan dapat berperan aktif untuk membina dan 

memonitor terhadap ijin yang telah diberikan. 

Kementerian Lingkungan Hidup dapat berperan lebih 

aktif karena pada dasarnya Kementerian Lingkungan 

Hidup turut berperan aktif dalam proses perij inan 

sampai pengawasan terhadap operasional perusahaan 

dan penegakan hukum lingkungan. 

Peraturan perundang-undangan di bidang 

investasi selama kurun waktu terakhir belum mampu 

mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini 

disebabkan munculnya peraturan yang cenderung 

memberatkan investor. Komi te Pemantauan Pelaksanaan 

129 



2002. 

Otonomi Daerah (KPPOD) 123 mengusulkan agar prosedur 

penanaman modal dalam pelayanannya dilakukan satu 

atap untuk menghindari dualisme. Investasi asing 

akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya 

pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. 

Departemen Dalam Negeri menerangkan dalam 

pelaksanaan dan implementasi otonomi daerah banyak 

terjadi konflik antar Provinsi dengan kabupaten/kota 

dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan 

penafsiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 saat 

itu. Salah satu pasal yang menimbulkan masalah 

diantaranya Pasal 11 ayat (2) yang memberikan 

kewenangan secara waj ib kepada kabupaten/kota untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal. Hal tersebut bertentangan dengan 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing yang memberikan kewenangan 

kepada pemerintah dengan pemberian persetujuan 

permohonan Penanaman Modal Asing. 

123 KPPOD : Undang-Undang Investasi Perlu Layanan Satu Atap, Bisnis Indonesia, 5 Juni 
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Dampak yang paling nyata dari pelaksanaan 

otonomi daerah adalah menyangkut masalah perij inan. 

Perij inan merupakan faktor yang sangat vi tal yang 

menentukan apakah investor bersedia menanamkan 

modalnya at au tidak. Menurut Deputi Menteri Negara 

Bidang Pengembangan Usaha Nasional Investasi 

mengatakan untuk menarik Investor asing menanamkan 

modalnya ke Indonesia relatif masih suli t, karena 

mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka 

mengkhawatirkan pelaksanaan UU tersebut akan 

mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada 

saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. 

Selain i tu, dengan diberlakukannya otonomi daerah 

menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di 

daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan beberapa 

pemilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan, 

sering kali tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya, sehingga menimbulkan instabilitas. Untuk 

melakukan pembenahan ekonomi, pemerintah dituntut 

untuk menyusun dan menyempurnakan sej umlah Undang­

undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi. 
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Pada saat ini, pemerintah bersama DPR sedang 

berusaha menyelesaikan pembahasan sekitar 120 

Rancangan Undang-undang yang akan menj-adi 

dasar kebijakan dalam membenahi perekonomian 

Indonesia yang mulai menunjukkan perbaikan. Salah 

satunya, Undang-undang tentang Penanaman Modal dalam 

rangka menciptakan iklim yang betul-betul kondusif 

bagi dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian 

Indonesia. Para pengusaha 

ketertiban, sehingga mereka 

melakukan kebijakan investasi. 

satu RUU yang 

sangat 

tidak 

saat 

membutuhkan 

ragu dalam 

ini Salah 

dipersiapkan pemerintah adalah RUU 

sedang 

tentang 

kebijakan investasi, pemerintah akan menerapkan 

equal treatment dengan menghilangkan status PMA dan 

PMDN. Semangat yang terkandung dalam RUU investasi 

adalah perlakuan yang sama (equal treatment) , 

keterbukaan, dan pelayanan satu atap terhadap 

berbagai rintisan investasi. 
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Investasi Usaha Pertamangan di 

;n40~~~4~ ~;+am Hubungannya Dengan diberlakukannya 
" !"., . ' 

, . ~ . 

Pe~l't ~P l * w.hun 2004 

Jika melihat lebih jauh proses lahirnya Perpu 1 

Tahun 2004, maka perlu dipertanyakan apakah benar 

dengan Perpu tersebut memberikan kepastian hukum dan 

tidak menimbulkan dampak negatif dari kegiatan 

pertambangan tersebut. Untuk memahami konsep Perpu 1 

Tahun 2004 dapat dilihat dari makna Perpu itu 

sendiri. 

Perpu yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 

1945 mempunyai makna yang sangat jelas, yaitu 

dikeluarkan untuk mengatasi keadaan yang tidak 

normal. Apabila dilihat dari substansi secara 

keseluruhan Perpu 1 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa 

terbentuknya Perpu 1 Tahun 2004 tersebut, keadaannya 

tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan Perpu 

tersebut. 
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Pada saat ini, Perpu sudah diberlakukan namun 

kepastian hukum bagi investasi usaha pertambangan 

belum ada jaminan. Hal ini disebabkan lahirnya Perpu 

tidak sesuai kenyataan yang ada dan dilahirkan oleh 

keputusan politik yang dalam petik "tergesa-gesa". 

Masalah kegiatan pertambangan tidak murni masalah 

investasi tetapi lebih kepada kearipan penguasa untuk 

mencari sumber pendanaan yang lebih baik. Pemerintah 

perlu segera melakukan amandemen terhadap semua 

peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, karena sudah tidak 

sesuai dengan keadaan saat sekarang. 

Sebagai contoh adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 

menyatakan 

Indonesia 

bahwa, 

adalah 

Wilayah 

mencakup 

hukum Pertambangan 

seluruh kepulauan 

Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan 

papa ran benua (continental shef) kepulauan Indonesia. 

Makna ini sangat luas dan belum memikirkan 

permasalahan kawasan hutan. 12 4 

124 Pasal1 huruf k, UU No. 11 Tahun 1967. 
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Pasal 38 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 

khususnya Pasal 19 dan Pasal 38 yang memberikan 

peluang untuk penggunaan kawasan hutan untuk usaha 

pertambangan dengan cara pinjam pakai. Perubahan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 telah diganti dengan 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tidak terpikirkan 

bagaimana mengantisipasi konflik kawasan hut an untuk 

usaha pertambangan. Meskipun 

sudah ada terlebih dahulu 

Kehutanan pada kenyataannya 

usaha 

dari 

tidak 

pertambangan 

Undang-undang 

pula diatur 

bagaimana mengatasi permasalahan usaha pertambangan 

pada kawasan hutan. 

Ijin pinjam pakai kawasan hutan juga tidak 

secara jelas memperbolehkan usaha pertambangan di 

kawasan hutan, bahkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan pada waktu itu dikeluarkan dengan melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya UU No. 5 Tahun 1967 dan UU No. 5 Tahun 1990 

dan karena alasan ekonomi dan investasi. Dampaknya 

sampai saat ini konflik penanganan areal bekas 

pertambangan menj adi tidak j elas antara Departemen­

departemen terkait. 
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Banyak areal pertambangan yang ditinggalkan 

karena habis ij innya atau sengaj a di tinggalkan oleh 

pemegang ijin dan hanya dibiarkan dan ditelantarkan, 

bekas areal pertambangan menj adi kubang- kubang besar 

yang sudah tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk 

aktifitas kehidupan manusia. 

Berbagai pemerhati hukum dan praktisi 

pertambangan mengatakan bahwa, masalah usaha 

pertambangan menj adi tidak menentu disebabkan oleh 

perubahan Undang-undang, dari Undang-Undang No. 5 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kehutanan diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan, yaitu dalam Ketentuan 

Peralihan tidak mengakomodir terhadap kontrak-kontrak 

usaha pertambangan yang telah ' ada sebelum lahirnya 

undang-undang (Perpu 1 Tahun 2004). Inti dari Perpu 

sebagaimana dinyatakan dalam konsideran bahwa, 

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tidak mengatur 

mengenai kelangsungan perijinan atau perjanjian 

pertambangan yang telah 

Unda'Bg~ndang tersebut, 

ketidakpastian hukum dalam 

ada sebelum berlakunya 

sehingga 

berusaha 

menimbul.kan 

di bidang 
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pertambangan di kawasan hut an terutama bagi investor 

yang telah memiliki ijin atau perjanjian sebelum 

berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga 

menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam 

mengembangkan investasi. Dalam rangka terciptanya 

kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan 

yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat 

serta kepercayaan investor untuk berusaha di 

Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang. 

Dilihat dari konsideran Perpu tersebut, menurut 

penulis terdapat kecerobohan Pemerintah dalam membuat 

perjanjian-perjanjian usaha pertambangan di 

Indonesia. Seharusnya dalam konsep pembahasan sebelum 

lahirnya Undang-undang Kehutanan sudah menjadi 

prioritas untuk diselesaikan. Pemerintah disini akan 

menjadi tidak dalam posisi yang baik, karena investor 

usaha pertambangan di Indonesia akan berpendapat 

bahwa tidak ada kepastian hukum. 
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Sebaliknya, Pemerintah juga harus tunduk pada 

keterlibatan Indonesia dalam dialog global yang 

membahas masalah kehutanan yang menempatkan 

sumberdaya hutan nasional sebagai global ownership. 

Hutan tidak semata-mata untuk kepentingan manusia 

(antroposentrik) , dikonsumsi dengan boros 

(konsumtif) , dan obyek yang boleh dieksploitasi 

sesuai dengan keinginan (deterministik) . Dalam 

kaitannya dengan lingkungan hidup konsep kehutanan 

dibahas dalam Forum Global yang antara lain 

diselenggarakannya United Nations Conference on Human 

Environment (UNCHE), at au Konferensi Lingkungan 

Hidup, di Stockholm, Swedia, pada 1972. Pada hari 

pembukaan konferensi tersebut, 5 Juni, selanjutnya 

ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 

Konferensi Stockholm telah menghasilkan resolusi 

monumental, yaitu pembentukan badan khusus PBB untuk 

masalah lingkungan United Nations Environmental 

Programme (UNEP), yang markas besarnya di tetapkan di 

Nairobi, Kenya, Convention on International Trade in 

Endangered Species (CITES) atau Konvensi PBB mengenai 

perdagangan internasional jenis-jenis Flora dan Fauna 

'3.~ _ 



yang terancam punah merupakan tanggapan terhadap 

tindak lanj ut dari rekomendasi Konferensi Stockholm 

Nomor 99.3.CITES ditetapkan pada suatu konferensi 

diplomatik di Washington DC, pada 3 Maret 1973 dan 

mulai di terapkan pada 1 Juli 1975. Misi dan tuj uan 

CITES adalah untuk menghindarkan jenis-jenis tumbuhan 

dan satwa dari kepunahan di alam melalui system 

pengendalian j enis-j enis tumbuhan dan satwa, serta 

produk-produknya secara internasional. 

Menyadari eskalasi masalah lingkungan, pada 1983 

PBB membentuk World Commission on Environment and 

Development (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan 

Pembangunan) yang di ketahui oleh Ny Gro Brundtland, 

Perdana Menteri Norwegia. Komisi ini menyelesaikan 

tugasnya pada tahun 1987 dengan menerbitkan laporan 

"Our Common Future" yang di kenaI dengan Laporan 

Brundtland. Tema laporan ini adalah Sustainable 

Development (pembangunan berkelanjutan). Komisi ini 

mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai 

suatu upaya yang mendorong tercapainya kebutuhan 

generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep 
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ini menejcankan 

tanpa wengorpankan standar lingkungan yang tinggi. 

Inilah Underlying Concept pembangunan berkelanj utan 

yang hingga saat ini terus berkembang mengikuti 

dinamika perubahan. 

Awal 1980-an, keberadaan hutan tropis mulai 

diagendakan dalam dialog global. Suatu proses 

negosiasi yang panjang telah berlangsung di bawah 

naungan UNCTAD (Uni ted Na tions Conference on Trade 

and Development) . Hasil dari pertemuan global 

terseput dibent~kny~ International Tropical Timber 

Agreement ( ITTA) atau Perjanjian Kayu Tropis 

Internasional. ITTA merupakan perjanjian multilateral 

tentang komod.t tq.s yang di adpps.t pada 18 November 

1983 di Geneva dan mulai diberlakukan pada 1 April 

1985. ITTA melandasi pembentukan Organisasi 

Interna~ioral Kayu Tropis (International Tropical 

Timber Organization /ITTO) Pada 1986. Saat ini ITTO 

beranggotakan 58 negara, yang terdiri dari 33 negara 

produsen dan 25 negara konsumen. Indonesia termaSuk 

tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brazil 

(159) dan Malaysia (103). Besarnya vote ini, antara 
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lain di tentukan oleh luas hutan dan volume ekspor 

negara anggota. 

Fokus kegiatan ITTO adalah pengelolaan h~tan 

berkelanjutan (Sustainable Forest Management /SFM). 

ITTO merupakan forum dialog multilateral untuk 

menciptakqn harmonisasi kebijakan dan panduan gun a 

melestarikan persediaa,n kayu tropis di pasaran 

internasional, melalui pelestarian sumber daya hutan 

tropis qi pasaran internasional, melalui pelestarian 

su~er daya hut an tropis. Kegiatan ITTO Yokohama 

Action Plan yaitu (1) meningkatkan transparansi 

pasa,r kayu internasional; (2) promosi kayu tropis 

hutan yarw dikelola secara lestari; (3 ) 

mendukung kegiatqp untuk pengamanan sumber kayu 

tropis; (4 ) meningkatkan pengelolaan hut an 

berkelanjutan; (5 ) meningkatkan pengelolaan kayu 

tropis dari sumber yang lestari; dan (6) meningkatkan 

efisiensi industri pengolahan dan pemanfaatan kayu 

tropis secara lestari. 

ITTO telah menerbitkan sejumlah panduan (police 

document) untuk meningkatkan pengelolaan hutan tropis 

dan konservasi hutan, serta memberikan kegiatan 
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kepada negara anggotanya untuk menerapkan panduan 

tersebut dalam bentuk bantuan proyek. Dana 

pelaksanaan proyek berasal dari negara-negara 

konsumen. Pentingnya keberadaan organisasi in 

tercermin dari adanya proses perpanj angan ITTA 1983 

menjadi ITTA 1994. Selanjutnya, ITTA 1994 yang masa 

berlakunya akan berakhir pada 31 Desember 1996, kini 

sedang dalam tahap perundingan untuk dapat 

diperbaharui. Proses perpanjangan ITTA 1994 t~lah 

dilakukan melalui beberapa pertemuan pendahuluan, 

dimulai dari sidang preparatory Committee / PrepCom I 

(Panama,Mei 2003), Sidang PrepCom II (Yokohama, 

November 2003), dan pertemuan Friends of the Chair on 

the Ngotiations of a Successor Agrimment to the ITTA, 

1994" (Interlaken, April 2004). Pertemuan Interlaken 

diharapkan dapat memuluskan proses perundingan 

berikutnya. 

Hasil Pertemuan Interlaken mengindikasikan 

adanya tiga masalah utama yang akan menjadi 

perdebatan dalam proses perundingan berikutnya, yaitu 

Sidang UNCTAD for the Negotiation of a Successor 

Agreement to the ITTA, 1994 (Geneva, Juli 2004). Dua 
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puluh tahun setelah Konferensi Lingkungan Hidup di 

Stockholm, atau lima tahun setelah terbitnya 

Laporan Brundtland, PBB menyelenggarakan United 

Nations Conference on Environment and Development 

(UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah 

Lingkungan dan Pembangunan atau yang lebih dikenal 

dengan KTT Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 di Rio 

de Janeiro, Brazil. Jargon "Think globali ty, act 

locallyH, yang menjadi tema KTT Bumi menjadi populer 

untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap 

lingkungan. KTT Bumi menekankan pentingnya semangat 

kebersamaan (multilaterisme) untuk mengatasi berbagai 

masalah yang ditimbulkan oleh developmentalist dan 

upaya-upaya melestarikan lingkungan 

(environmentalist) . 

Dalam KTT Bumi, Pemimpin dunia mengkompromikan 

rencana-rencana besar yang terkait dengan pembangunan 

berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan 

lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial. 

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tiga dokumen 

yang secara hukum mengikat (legally binding) dan tiga 

dokumen yang secara hukum tidak mengikat (non-legally 
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binding). Legally binding documents terdiri dari 

tiga konvensi 

1. Convention on Biologicall Diversity (CBD) atau 

Konvensi Keanekaragaman Hayati; 

2. United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBB 

tentang Perubahan Iklim; 

3. Convention to Combat Desertification (CCD) atau 

Konvensi tentang Mengatasi Degradasi Lahan. 
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Non-legally binding documents terdiri dari tiga 

kesepakatan, yaitu : 

1. Rio Decleration tentang Prinsip yang menekankan 

hubungan antara lingkungan dan pembangunan; 

2. Forest Principles, yang menyatakan pentingnya hutan 

bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, 

perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai. 

3. Agenda 21 a rencana komprehensif mengenai program 

pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad 21. 

Tindak lanjut penting KTT Bumi adalah 

pembentukan Commision on Sustainable Development/CSD 

(Komisi Pembangunan Berkelanjutan) berdasarkan 

resolusi Majelis Umum PBB. Komisi ini diberi mandat 

untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi, 

meningkatkan kerjasama internasional, serta mengkaji 

kemajuan pelaksanaan Agenda 21 pada semua tingkatan. 

Penempatan hutan dalam forum global berkembang terus 

dari pembangunan berkelanjutan (World Summit on 
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Sustainable Development / WSSD) yang menekankan pada 

pengelolaan hutan berkelanj utan yang dimaknai dalam 

perspektif luas yang mencakup pengelolaan hut an 

dalam dimensi pembangunan ekonomi, sosial, budaya 

dan perlindungan lingkungan hidup. 

Kepastian hukum usaha pertambangan dari j umlah 

total areal yang telah diij inkan Pemerintah Pusat 

maupun Daerah berdasarkan data tahun 1996, untuk KP, 

KK dan PKP2B telah mencapai 35.976.917,16 Ha. 125 

kawasan lahan hut an yang digunakan untuk areal 

pertambangan sekitar 11,4 Juta hektar. 126 Segera 

mungkin ditata kembali tentang luasan hutan yang 

akan dipergunakan untuk kegiatan pertambangan. 

Royal ti yang diperoleh oleh Pemerintah dari usaha 

pertambangan hanya sekitar 1-4 % dari pendapatan 

yang diperoleh dari sebuah industri penambangan, dan 

sisanya mereka bawa ke negara asal investor. 127 

Diduga, royalti yang kecil tersebut dikarenakan 

Pemerintah tidak dalam posisi yang kuat dalam 

125 Sembiring, S.F. Peran Industri Pertambangan Umum Dalam Pengembangan Wilayah, 
Paper pada Temu Profesi Tahunan V, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Jakarta, 29 
agustus 1996. 

126 Forest Watch Indonesia, Menambang di Rutan LindungMei-Juli 2003. 
127 Ibid. 
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"bernegosiasi" dengan para investor pertambangan 

yang datang ke Indonesia untuk memberikan modal. 

Sudah seharusnya, pemerintah memiliki kecerdasan 

dalam meramu kerjasama dengan investor supaya 

perekonomian Indonesia dapat membaik dengan tidak 

merusak ekosistem yang ada. Royal ti tersebut perlu 

dikaji apakah seimbang dengan kerusakan lingkungan 

yang terjadi pada areal pertambangan. Mungkin nilai 

dari pendapatan yang diperoleh dari industri 

pertambangan memang besar dibandingkan dengan 

industri sektor lain, namun nilai tersebut 

sebenarnya tidak sebanding dengan dampak negatif 

yang ditimbulkan, seperti kerusakan hutan sebagai 

sumber kehidupan baik bagi masyarakat disekitar 

hutan, perkotaan, maupun di sekitar pesisir dan 

laut, kerusakan keanekaragaman hayati yang dimiliki 

Indonesia baik di daratan maupun di lautan, 

kerusakan budaya leluhur dan kearifan tradisonal 

yang dimiliki masayarakat adat, polusi terhadap 

sungai, tanah, dan udara yang dikarenakan 

pengelolaan terhadap pembuangan limbah dari industri 

pertambangan yang sembarangan, sehingga asyarakat 
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sekitar industri pertambangan banyak yang 

tercemari oleh polusi tersebut, dan mempengaruhi 

kesehatan mereka. Munculnya konplik antar masyarakat 

dan konflik dengan perusahaan pertambangan itu 

sendiri. 

Diduga, sektor pertambangan ini merupakan 

sektor kegiatan ekonomi yang paling merusak di 

seluruh kegiatan eksploitasi sumber daya alam, 

mengubah bentang alam, merusak dan menghilangkan 

total vegetasi yang ada diatasnya. Pertambangan 

mengeluarkan limbah yang cukup besar dalam bentuk 

tailing maupun batuan limbah. Lahan-lahan bekas 

pertambangan, jika tidak direhabilitasi akan 

berbentuk kubangan-kubangan raksasa, hamparan tanah 

gersang yang bersifat asam. 128 

Dengan Perpu saja belum memberikan jaminan 

kepastian hukum bagi usaha pertambangan di 

Indonesia. Langkah konkrit, Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat segera melakukan amandemen Undang-

Undang Penanaman Modal, Kehutanan, Pertambangah, dan 

128 Contoh mengenai terdapat kubangan-kubangan raksasa bekas galian pertambangan 
terlihat di bekas-bekas areal pertanlbangan timah di Pulau Belitung, atau bekas-bekas pertambangan 
emas 
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menyusun strategi yang membangkitkan investor untuk 

melakukan investasi di Indonesia. Karena investor 

sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan 

melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut 

mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; 

kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas 

poli tik. 129 

Oleh karena itu, bagi negara-negara berkembang, 

untuk dapat mendatangkan investor setidak-tidaknya 

dibutuhkan tiga syarat yaitu; Pertama, ada economic 

oportunity (investasi mampu memberikan keuntungan 

secara ekonomis bagi investor); Kedua, political 

stability (investasi sangat dipengaruhi stabilitas 

politik); Ketiga, legal certainty at au kepastian 

hukum. 

1. Syarat kesempatan ekonomi (Economdc ~ortuniby) 

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya 

kesempatan ekortomi bagi investor, seperti dekat 

dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, 

tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, 

129 Pancras J. Nagy, Country Risk, How to Asses, quantifY and monitor (London: 
Euromony Publications, 1979) halm.54. 
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tersedianya tenaga kerj a yang murah dan tersedianya 

pasar yang prospektif. 

Di tinj au dari aspek ekonomi, Indonesia secara 

umum masih memiliki keunggulan alamiah dan 

komparatif, seperti; Pertama, negeri yang sangat 

luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alamo 

Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. 

Kedua, j umlah penduduk sangat besar yang membentuk 

pasar dan potensi tenaga kerja yang murah. 

Dengan melihat ' beberapa potensi, Indonesia 

masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang 

menarik bagi investor asing meskipun penegakan 

keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan 

banyak pihak. 1 30 Selain potensi-potensi ini, 

International Moneter Fund (IMF) memperkirakan 

ekonomi Indonesia bakal mengalami booming seperti 

negara Asia lainnya. Syaratnya, Pemerintah harus 

serius dalam melanjutkan reformasi yang dapat 

meyakinkan pasar. Langkah-langkah untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi adalah 

reformasi struktural yang 

dengan melaksanakan 

meliputi reformasi 

130 Media Indonesia, Indonesia Masih Menarik Investor Asing, 7 Oktober 2000. 
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perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta 

reformasi hukum. 

Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia, saat 

ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan 

Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang 

menyebabkan 

Berdasarkan 

meningkatnya 

kajian Bank 

angka kemiskinan. 

Dunia, kemiskinan di 

Indonesia bukan sekedar 10-20 persen penduduk yang 

hidup di bawah garis kemiskinan, 60 persen penduduk 

berpendapatan di bawah US$ 2 per hari, sehingga 

sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan 

sosial. Insentif yang paling efektif untuk menarik 

investasi adalah j ika Pemerintah mampu menegakkan 

hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan 

Pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, 

terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan. 131 

Banyak investor asing masih tertarik untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia 

masih memiliki keunggulan komparatif dibanding 

dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. 

13l Kompas, Berbagai Revisi untuk Menarik Investasi Asing, Rabu, 24 April 2002. 
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Investor tidak akan melihat insentif pajak seperti 

tax holiday sebagai daya tarik investasi, melainkan 

apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum. 

Indonesia masih merupakan negara utama tujuan 

investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia 

Tenggara. Alasannya, luas wilayah dan jumlah 

penduduk di atas 200 juta merupakan insentif yang 

menarik para investor. Untuk i tu, Pemerintah perlu 

mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar 

negatif investasi yang selama ini tertutup bagi 

investor asing. 

Faktor accountability dengan melakukan 

reformasi secara konstitusional serta memperbaiki 

sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat 

yang sangat penting dalam rangka menarik investor. 

Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih 

kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat 

masih adanya kendala yang menyangkut sistem 

perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, 

administrasi daerah, dan soal perburuhan. 132 

\32 Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002. 
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2. Aspek Substansi Hukum 

Peraturan perundang-undangan di bidang 

investasi selama kurun waktu terakhir belum mampu 

mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini 

disebabkan munculnya peraturan yang cenderung 

memberatkan investor. Peraturan di bidang investasi 

masih tersebar dimana-mana dan membawa ego masing­

masing Departemen. Kepastian hukum dalam investasi 

sangat dipengaruhi pula oleh 

a. Aparatur Hukum 

Aparatur hukum mempunyai peran yang sangat 

besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim 

yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum 

meliputi badan judikatif, legislatif, dan eksekutif. 

Kuali tas aparat hukum yang seringkali menyebabkan 

kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para 

investor, dapat terlihat dari budaya atau pola-pola 

ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-

barang, seperti mobil mewah, senjata, tekstil, 

elektronik dalam jumlah besar dapat lolos di 

kepabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen 
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yang sah. 133 Penyelundupan mobil mewah bahkan 

menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi 

(pemotongan mobil menjadi beberapa bagian) . 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh 

MCKinsey and Company mengenai peringkat pelaksanaan 

good corpora te governance pada lima Negara di Asia 

yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan 

Amerika dinyatakan bahwa, Indonesia menempati 

peringkat terendah dalam pelaksanaan good corpora te 

governance. 134Survei juga menunj ukkan, lebih dari 75 

responden menyatakan isu mengenai pemerintahan lebih 

penting dari pada isu mengenai keuangan. Dalam 

survei tersebut, juga tercermin sebenarnya para 

investor rata-rata setuju untuk membayar 27 persen 

premium jika perusahaan-perusahaan Indonesia 

menerapkan prinsip good corporate governance. 

Indonesia, sebetulnya tidak perlu merasa khawatir 

akan dij auhi investor asing. Investasi yang sudah 

ada tidak akan lari j ika sistem usaha yang bersih 

(clean business) diterapkan. Menurut Amien Rais, 

133 Media Indonesia, 27 Maret 2000. 
134 Kompas, Indonesia Terpuruk Dalam Good Corporate Governance, 25 Juni 2000. 
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kalau Indonesia j auh dari KKN, maka investor akan 

datang berduyun-duyun ke Indonesia. 

b. Budaya Hukum 

Budaya hukum adalah persepsi at au pandangan 

masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor 

asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan 

pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan 

yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat 

membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan 

melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama 

yang ada dan adanya kepastian tentang mekanisme 

penyelesaian jika terjadi sengketa. 

Pada saat ini, budaya hukum (legal cui ture) di 

Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. 

Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat 

mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para 

pengusaha atau investor. 
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Berdasarkan 

International, 

hasil 

lembaga anti 

survei 

korupsi, 

Transparency 

135menemukan 

faktor bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap 

para pejabat negara berkembang. Pada sisi lain, 

dalam laporan tersebut, para pengusaha asing 

menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. 

Sebagai contoh, perusahaan Singapura mengeluh karena 

menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil 

keputusan, sebelum keterangan para tergugat 

didengar. Nasib yang sarna, dihadapi juga perusahaan­

perusahaan asuransi asal kanada, manulife, Philip 

Hampden Smith. Kasus yang sarna juga menimpa, 

International Finance Corporation (IFC) sebuah anak 

perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai 

ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa 

lewat pengadilan kandas. 

3. Syarat stabi1itas Po1itik (Po~itica~ Stabi~ity) 

Investor mau datang ke suatu negara sangat 

dipengaruhi oleh faktor political stability 

(stabilitas politik). Terjadinya konflik elit plitik 

135 Media Indonesia, Clean Business Akan Datangkan Investor, 3 Maret 2000. 
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at au konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap 

iklim investasi. Penanam modal asing akan datang 

dan mengembangkan usahanya jika negara yang 

bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan 

proses demokrasi yang sangat konstitusional. 

Memburuknya iklim investasi, meningkatkan countriy 

risk dan belum mantapnya kondisi sosial politik 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus 

modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam 

pengembangan politik di Indinesia. Akibatnya 

terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak 

dan disebutkan pernah mencapai 40 milliar dollar AS 

dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 

1997. Akibatnya yang lain, sampai saat ini Indonesia 

tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi. 

Basil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT 

Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 

25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina 

menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat. 

Sebenarnya risiko politik dan risiko ekonomi 

suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi, 

j ika ada kompensasi terhadap risiko bentuk "return" 
157 



yang lebih tinggi. 136 Dengan paket kebij akan yang 

dapat memberikan return yang tinggi kepada 

investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera 

mempercepat pemilihan ekonomi nasional. 

Terlepas dari penilaian perusahaan AT Kearney 

sebenarnya daya tarik yang dapat dibuat Pemerintah 

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan 

investasi. Namun beberapa kali momentum ini lewat 

bagi tu saj a akibat tingginya ketidakpastian risiko 

di Indonesia yang berasal dari faktor internal. 

Pertikaian antar elit politik menjadi salah 

satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya 

mengganjal upaya-upaya recovery ekonorni. Konflik 

politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha 

Indonesia. Karena alasan kekhawatiran menyangkut 

politik, lembaga pemeringkat internasional Moody's 

Investors Service mengatakan, tidak akan menaikkan 

peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat 

deposito bank Indonesia dalam valuta asing. 137 

136 Suara Pembaharuan, Country Risk Indonesia Masih Tinggi, 24 Mei 2000. 

137 Kompas, Kenaikan Peringkat RI Terganjal Problem Politik, 7 Maret 2001. 
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Dengan country risk yang sangat tinggi, maka 

banyak investor enggan datang ke Indonesia. Bank 

Pembangunan Asia (ADB) 1 38 menilai, perekonomian 

Indonesia masih berisiko dan dapat terancam oleh 

ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain 

yang menjadi menghambat, kegagalan dalam mengatasi 

korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi 

dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB 

memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial 

politik yang tak mendukung; Untuk menarik atau 

meningkatkan modal asingi" paling tidak diperlukan 

tiga syarat yang harus dipenuhi. 

mempertahankan secara terus menerus keuntungan 

ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengah 

kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan 

ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan 

investasinya. Kedua, perlu menciptakan adanya 

kepastian hukum yang mencerminkan kebenaran dan 

keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. 

Kepastian hukum ini harus maliputi aspek substansi 

138 Media Indonesia, Negara Teluk Akan Tingkatkan Investasi Sebagai Bukti Komitmennya 
kepada Indonesia, 25 April 2000. 
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hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan 

peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan 

pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam 

pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan 

aparatur hukum yang professional dan bermoral serta 

didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat. 

Ketiga, stabilitas politik. Untuk menjamin 

keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya 

stabilitas politik dan harus dihindari munculnya 

konflik vertikal (antara eli t poli tik) dan konflik 

horisontal (konflik antara kelompok masyarakat) . 

4. sylrat kepastian hukum (~egai certainty) 

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor 

akan datang ke suatu negara, apabila dirasakan 

negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. 

Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung 

iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai 

dari ijin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. 
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Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya 

penegakan supremasi hukum (rule of law) . 

Oleh karena i tu hokum sangat berperanan untuk 

menumbuhkan investasi. Hukum sebagaimana dinyatakan 

oleh Savigny, " ... law is an expression... together wi th 

language, of the spiri t of a people (Volksgeist). 

This deeply mystical idea at least involves the 

nation that law is mu .ch more than a collection of 

rules or judicial precedents. The spirit of a nation 

or people is the encapsulation of its whole history, 

the collective experience of the social group 

extending back through the ages of its existence. 

The law of such a people or nation wri tten down at 

any given time is no more than a static 

representation of a process which is always 

continuing: the evolution of culture ... ,,139 

Hukum merupakan cerminan dan hasil dari cita-

cita (idealisme), rasa, karsa, dan karya masyarakat~ 

berdasarkan pengalamannya sesuai dengan perj alanan 

masyarakat yang bersangkutan dari waktu ke waktu. 

Dalam menggalakan investasi tersebut, hukum 

tidak boleh dipandang hanya sekedar kumpulan 

peraturan semata-mata. Hukum harus merupakan 

cerminan ekspresi masyarakat mengenai apa yang baik 

139 Roger Cotterrel, The Socio!ogi of Law : An Intruduction, (London: Butterworth & Co Ltd, 
198:1-., p. 23. 
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dan apa yang buruk. Hukum merupakan cita-cita 

masyarakat tentang kedamaian. Oleh karenanya proses 

penegakan dan pembaharuannya mengikuti perubahan 

peradaban masyarakat yang diaturnya. Idealnya, 

perubahan hukum harus sejalan dengan perubahan/ 

perkembangan peradaban manusia. Menempatkan hukum 

bukan hanya dipandang sebagai suatu control social 

yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat 

saja. Hukum harus dipandang juaga sebagai salah satu 

dari fungsinya sebagai "social engenering". Hukum 

dalam pengertian "social control" dijadikan sebagai 

aspek normatif dari kehidupan social (social life). 

Dalam hokum investasi hukum mertlpakan suatu 

variable yang kuantitatif, yang masing-masing 

berbeda menurut waktu dan tempat. Bilamana terj adi 

suatu kasus dalam masyarakat, maka tujuan penggunaan 

terapi hukum adalah mengembalikan kondisi masyarakat 

kembali normal (normali ty) . Seperti pada kasus 

penambangan di dalam hutan, idealnya dalam pemberian 
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konsiliasi dapat terciptanya suatu keadaan 

masyarakat yang harmony (social hamony) .140 

Fungsi hukum dalam masyarakat, sebagaimana 

pendapat Kohler bahwa, " law is relative to 

civilization and laws are relative to the 

civilization of time and place. There is no 

universal body of legal institutions and legal rules 

for all civilizations. Law is different in its 

details. Law is alike in the fundamental quest, that 

is, the furthering civilization through a forcible 

ordering of thing. 141 Dalam hubungan dengan 

"civilization", Kohler mengatakan bahvya, " it is 

the social development of human powers toward their 

highest possible unfolding. ,,142 Dengan demikian 

hokum berfungsi sebagai agen pembangunan social 

secara keseluruhan. 

Apabila dikaitkan dengan pendapat Pound, hukum 

dilukiskan sebagai hubungan antara individu yang 

140 Donald Black, The Behavior of Law, (USA: Academic Press, Inc Orlando Florida, 1976)., 
p.1-5. 

141 Roscoe Pound, "Interpretation of Legal History", WM, W. GAUNT & SONS, INC., 
Holmes Beach, Florida, USA., 1986. p.143. 

142 Ibid. 
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satu dengan lainnya dalam kaitannya dengan tujuan 

hukum dalam memenuhi kepuasan kebutuhan yang di 

inginkan manusia. Menurut Pound, "The individual was 

the organ of humanity and humanity was perfected as 

the individual perfected himself. Undoubtedly there 

is truth in this . One great agency in social 

progress is individual spontaneous initiative. Hence 

the social interest in individual free action as 

part of the social interest in the individual 

life. ,, 143 Kohler, sebagaimana disi tir Pound, dalam 

mencapai tujuan hukum ada dua jalan yang dapat 

ditempuh. Pertama adalah, " it is maintain existing 

values of civilization ... " seperti yang dilakukan oleh 

Bangsa Greek dan Bangsa Romawi yang diikuti oleh 

bangsa-bangsa pada abad pertengahan, yang mereka 

pandang sebagai tujuan akhir dari hukum. Kedua, 

membentuk hokum yang baru untuk mengantisipasi 

perkembangan dan pertumbuhan kehendak manusia. Jika 

hal-hal yang berkaitan dengan investasi dikaitkan 

dengan pendapat yang disampaikan Kohler dan Pound 

sangat tepat untuk mengatasi kesulitan investasi di 

143 Ibid., p. 144. 
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Indonesia. Seharusnya peraturan perundangan-undangan 

yang rnengatur investasi di Indonesia rnenggunakan 

teori Pound yang rnelihat Undang-undang sebagai "tool 

of social control and a tool of social 

engineering,144 kelihatannya sangat tepat apabila 

peraturan perundang-undangan dalarn rangka 

rneningkatkan investasi di Indonesia berfungsi 

sebagai sebagai pengawasan sosial dan hukurn 

dijadikan sebagai alat untuk pernbangunan baik secara 

substansi, struktur, rnaupun budaya hukurn. 

Pound rnenggaris bawahi bahwa dalarn rnernfungsikan 

hukurn sebagai "alat rekayasa sosial" harus rnarnpu 

rnelindungi tiga kepentingan dasar yakni kepentingan 

urnurn, kepentingan social, dan kepentingan 

perorangan. 14 5 Berdasarkan teori hukurn sebagairnana 

dikernukakan Pound sebenarnya tidak ada alasan Negara 

rnengalarni kesulitan . dalarn rnernberikan jarninan 

kepastian hukurn untuk rnenarik investor. 

144 Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Chapter 7, dikutif dari W. Friedmann, 
Legal Theory, (TeIjemahan : Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosojis & Problematika 
Keadilan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 140-147. 

145 Kepentingan umum yang dimaksud oleh Pound meliputi (1) kepentingan-kepentingan 
Negara sebagai badan hukunl dalam mempertahankan hakikat kepribadian,dan (2) kepentingan­
kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan social (dalam W. Friedmann, op. cit. 
hal. 141). 

165 



B A B V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari pokok permasalahan tentang peluang 

investasi di bidang usaha pertambangan pada kawasan 

hutan pasca berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2004, 

setelah diaji dan dianalisis maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Investasi di Indonesia khusunya usaha pertambangan 

munculnya didasari oleh faktor ekonomi dalam 

rangka mencapai target mengejar pertumbuhan 

ekonomi. Dengan investasi usaha di bidang 

pertambangan diharapkan proyeksi pertumbuhan 

ekonomi 5 persen tahun 2005 dan 5,5 persen pada 

tahun 2006. Dengan kenaikan pertumbuhan tersebut 

Indonesia memeriukan investasi Rp. 379,8 triliun 

dan Rp. 471,4 triliun. Dari investasi yang 

diperlukan tahun 2005 sebesar Rp. 379,8 triliun 

tersebut, hanya Rp. 82,3 triliun yang diperkirakan 

berasal dari Pemerintah. Sebagaian besar, yakni 

Rp. 297,5 triliun berasal dari masyarakat. 
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Sementara itu diproyeksikan untuk tahun 2006, dari 

investasi Rp. 471,4 triliun, sumber dana dari 

masyarakat sebesar Rp. 378,6 triliun dan sisanya 

sebesar Rp. 92,9 triliun berasal dari Pemerintah. 

Investasi khususnya Asing di Indonesia sangat 

diperlukan untuk berjalannya pemerintahan. Apabila 

investasi tersebut dapat berj alan diharapkan dari 

perusahaan tambang akan diperoleh pendapatan yang 

mencapai 16,8 milyar dollar AS dengan perkiraan 

tenaga kerja yang dapat terserap tidak kurang dari 

63.892 orang. Investasi bidang usaha pertambangan 

sebagai sarana meningkatkan devisa untuk negara 

diharapkan dapat berj alan mu1ai tahun 2005. Dari 

13 perusahaan diharapkan Pemerintah akan 

fuemberoleh penerimaan negara berupa pajak dan 

bukan pajak. Dari pajak akan diperoleh pendapatan 

299,770.00 dollar DS per tahun, bukan pajak 

80,030.00 dollar US per tahun. Jika dijumlah 

dengan 9 perusahaan lainnya, maka potensi 

penerimaan negara per tahun dari Kontrak karya 

Pertambangan dan PKP2B yang tumpang tindih dengan 

kehutanan mencapai 501,064.00 ribu dollar US. 
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Namun yang perlu diantisipasi bahwa, j enis usaha 

di kawasan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan 

hut an lindung saja. Pemanfaatan Hutan Lindung 

tersebut dengan tegas diatur dalam Undang-Undang 

No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 34 

Tahun 2002 dan hanya meliputi tiga jenis us aha 

pemanfaatan; yaitu pemanfaatan kawasan lindung, 

pemenfaatan j asa lingkungan dan pemungutan hasil 

hut an bukan kayu. OLeh karena itu, pembaharuan 

hukum masih diperlukan baik dari struktur, 

substansi, maupun kultur (budaya hukum) baik dari 

masyarakat 

pemerintah. 

investor, penegakan hukum, maupun 

2. Dalam pemberian izin investasi usaha pertambangan 

di Indonesia permasalahan yang menonjol adalah 

adanya tumpang tindih dalam penggunaan kawasan 

hutan, kHususny~ hutah lindung dan hut an suaka 

alamo Hal tersebut dilatar belakangi oleh substasi 

hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

insinkronisasi, menyebabkan 

pemberian ijinpun terjadi 

kewenangan 

tumpang 

dalam 

tindih 

kewenangan. Pada perjanjian pinjam pakai hanya 
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dapat diberikan pada kawasan. hut an produksi dan 

sangat terbatas, sedangkan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral dalam memberikan izin usaha 

pertambangan hanya sebatas perij inan yang menj adi 

kewenangannya dan tidak mencakup kawasan hutan 

yang akan digunakan untuk kegiatan usaha 

pertambangan. Gubernur dan Bupati/Walikota juga 

terikat clengan luasan kewenangan yang dimiliki. 

Untuk peralihan fungsi hutan lindung ke hutan lain 

adalah menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan 

harus mehdapatkan persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3. Dengan adahya Perpu 1 Tahun 2004, sebenarnya belum 

dapat dikatakan memberi kepastian hukum investasi 

di Indonesia. Seharusnya Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat melakukan amandemeh terh~dap 

peraturan perundahg~undangan yang berkaitan dengan 

pertanahan dan pengelolaan sumber daya alamo Perpu 

1 Tahun 2004 lebih bersifat politis karena 

menyimpang dari filosofi Perpu itu sendiri. Dengan 

kata lain, meskipun sudah ada Perpu j ika Menteri 

Kehutanan dan j aj arannya tidak mau memproses dan 
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mengeluarkan ijin penggunaan kawasan hut an lindung 

kepada perusahaan pertambangan, maka perusahaan 

tersebut tidak dapat melakukan kegiatan 

pertambangan. Penafsiran Pasal 19 dan 38 Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 perlu dipertegas, 

sehingga Perpu dapat dilaksanakan. Dampak 

kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila 

Pemerintah tidqk konsisten melakukan penegakan 

hukum terhadap para pelaku usaha pertambangan, 

terutama kerusakan terhadap hutannya sendiri, 

masyarakat sekitar dan lingkungan. Pengalarnan di 

masa lalu sarnpai saat ini rnenunjukkan bahwa akibat 
• 

penambangan telah banyak rnengakibatkan pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup. Diduga, sektor 

pertambangan ini merupakan sektor kegiatan ekonorni 

yang paling merusak di seluruh kegiatan 

eksploitasi sumber daya alam, merubah bentang 

alam, rnerusak dan menghilangkan total vegetasi 

yang ada diatasnya. Pertambangan mengeluarkan 

limbah yang cukup besar dalam bentuk tailing 

maupun batuan limbah. Lahan-lahan bekas 

pertambangan, jika tidak direhabilitasi maka akan 
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akan berbentuk kubangan-kubangan raksasa, hamparan 

tanah gersang yang bersifat asam. 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan dalam tulisan ilmiah 

ini adalah : 

1. Sudah saatnya Pemerintah melihat hutan bukan dari 

sisi ekonomi saja tetapi seharusnya melihat hutan 

dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, 

sehingga dalam investasi selalu memperhatikan ,3 

aspek tersebut. 

2. Sebaiknya Pemerintah dan DPR melakukan amandemen 

terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan sumebrdaya alam untuk mengurangi 

konflik dan kerusakan alam yang terjadi saat ini. 

3. Pemerintah lebih mengkoordinasikan dalam 

pembentukan dan pelayanan investasi dalam satu 

atap agar proses perijinan lebih cepat dan 

menjamin kepastian hukum. 
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